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TRANSLITERASI

A. Umum
Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasab ke bahasa

Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahas& Keabahasa Indonesia.

B. Konsonan

L tidak ditambahkan - dl
@ b kb th
& t b dh

< ts ¢ (koma menghadap keatas)
C j d gh
d h . f
& kh d q
i d d k
X dz J I

J r a m
2 z J n
o s ) W
oA sy > h
%) sh ¢ y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong
Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Alah Bentuk tulisan latin
vokal fathah ditulis dengan “a’,kasrah dengan “i”, dlammah dengan “u”

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulisaderaya berikut :

Xiv



Vokal (a) panjang = a misal da menjadi : gala
Vokal (i) panjang = i misal &3 menjadi : gila
Vokal (u) panjang = u misal ¢s° menjadi : duna

khusus bacaaya’ nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan
tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambraylea nisbatdiakhirnya.
Sama halnya dengan suara diftomgwu danya’ setelahfathah ditulis dengan
“aw” dan ‘ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) misal = Js3 menjadi =gawlun

1
@

Diftong (ay) misal = & menjadi =khayrun

1
£

D. Ta’ Marbuthah (3)

Ta’' marbuthahditransliterasikan dengan”;tjika berada ditengah-tengah kalimat,
namun jika seandainyda’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalgyadilu,dl  menjadi al-

risalat_li al-mudarrisah.

XV

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



MOTTO
“ _ %o /o X X w3 @ ~ N N
M\AL}A ‘/\71./9‘)5‘ [519 eLA\/)” C‘JM

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkamgen
kemaslahatan.”

XVi



ABSTRAK

Hikmah, Maziyyatul.2013 Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi
Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Batu).
Tesis. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultasai8gh, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing I: Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., Pembimyg II: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Wanita Hamil, Kebijakan KUA

Tingginya angka hamil luar nikah di Junrejo Batlkrnjadari 328 pasangan
yang menikah tahun 2010, 60% menikah karena hamiual nikah. Hal itu
membuat KUA Junrejo Batu menerapkan sebuah atusanakan yakni menunda
perkawinan hamil tersebut hingga melahirkan. Pegraara aturan kebijakan
penundaan perkawinan wanita hamil berdasar ataspélkatan para tokoh agama
beserta masyarakat Kecamatan Junrejo Batu yangakblkan di KUA Junrejo Batu
sejak awal tahun 2011.

Dalam penelitian ini, ada tiga hal penting yangldityaitu mengenai status
hukum kewenangan yang melekat pada KUA untuk mekant kebijakan
penundaan perkawinan bagi wanita hamil, status rkefgan anak luar kawin
apabila dilakukan penundaan perkawinan bagi wah@mil, dan selanjutnya
pendapat ulama dan pakar hukum terhadap kebijak&/® Kunrejo dalam
mengeluarkan kebijakan penundaan perkawinan tephadaita hamil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan saf@ngeneliti terjun
langsung ke lapangan untuk menggali informasi setamngsung terhadap objek
penelitian yaitu Kepala KUA, Mudin, Kaur Urais Kentean Agama Kota Batu,
ulama dan pakar hukum. Dalam penelitian ini, pénatiendeskripsikan tentang
obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yangpit dengan obyek yang
diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan caravameara. Kemudian dilakukan
analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Aturan kelbign penundaan
perkawinan hamil ini tidak memiliki payung hukumidak ada aturan yang serupa
yang dijadikan dasar pemberlakuan aturan kebijakeank dari Undang-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukstani. Kebijakan KUA
Junrejo bukan kebijakan publik karena tidak testuklas akan tetapi secara
langsung diterapkan di masyarakat sebagai setlhiatktherapydalam mengatasi
masalah di masyarakat utamanya masalah hamil ptanBerdasarkan kewenangan
pemerintah, KUA Junrejo tidak memperoleh delegasibusi maupun mandat untuk
menerapkan penundaan perkawinan wanita hamil. (@us anak luar kawin
menurut syara’ memiliki hubungan nasab kepada idwsrta keluarga ibunya, ia
tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, nweriukum positif mengacu
pada undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974l B&saanak dari hasil
penundaan perkawinan wanita hamil di KUA Junre@iaki dapat disebut sebagai
anak sah karena orang tuanya belum melaksanakaikalegn yang sah pula. Hal ini
juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pagal(3) Ulama’ dan pakar
hukum menyatakan tidak setuju dan keberatan tephagdanya Kebijakan
penundaan perkawinan wanita hamil di KUA JunrejtuBAlasan keberatan mereka
terbagi dalam beberapa aspek diantaranya melihda mspek sosial, aspek
psikologis, serta aspek hukum.
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ABSTRACT

Hikmah, Maziyyatul, Marriage postponement for woman pregnant ( study
research about KUA Junrejo’s batu policy basedon Ulama and the expert of
law’s view Thesis : Al-Ahwal Al-Syaakhsiyah. Faculty of $i@h . (Islamic state
university of malang ) Maulana Malik Ibrahim, Supsor :Lecturer 1: Dr. H.
Saifullah, S.H, M.Hum., Lecturer 2 : Dr. SuwanditM.

Keyword : Marriage postponement, woman pregnabtAK

Based on the data KUA junrejo batu 2010 is 328 Esupnarried, the
numbers of woman pregnant without marriage (adglter junrejo batu reaching
high numbers 60 percent. It makes the KUA prodwceéw regulation of ‘Marriage
postponement for woman pregnant’ based on consdmsiween ulama and the
society of kecamatan junrejo batu. This regulatias been applied since 2011in
KUA Junrejo Batu.

In this research there are three things necessarg toncerned. which are,
the law statue of KUA to determine the policy ofaiMlage postponement for woman
pregnant, the statue of civil liability (childreatherless) if the marriage should be
postpone, and the last is opinion from ulama aedettpert about this KUA's policy.

This is a field research. The researcher find ladl information directly to
the chairman of KUA, Mudin, and chairman of religiministry of Batu. And also
from ulama and the expert of Islamic law. In these@arch the authors describing
about the object by interview ( recording and aueioording) and analyzing the
data.

The result are showing : (1). The regulation of riiége postponement for
woman pregnant is do not have a legality of lawcd&ise there is no Islamic
jurisprudence which become a background of thecpokven from the marriage
law No. 1, 1974 and compilation of Islamic law (KHThis policy is not a legal
public administration. But it was directly applied the society to prevent the
adultery happen in this village and make themarnea lesson (shock therapy) in
solving problem of pregnant before married . Basadgovernment policy, KUA
junrejo do not have a delegation, attribution gmermission to apply this regulation.
(2) according of Islamic jurisprudence ( syara’)he status of children without
married is descendent of the mother and mothansly. The children do not have a
relationship with the father. According the magedaw no.1, 1974 article 42, the
son from marriage postponement woman pregnaktiA junrejo is a illegitimate
children by law because the parent do not marregzgdAlso mentioned in KHI article
99. (3) ulama and the expert of law declared toatat agree and objection with this
policy in KUA junrejo batu. The objection reasore ativided into three aspect,
social, psychologies and law .
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penditian

Kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hububigdogis antara
pria dan wanita yang menitik beratkan pada fakittac tanpa ikatan perkawinan.
Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat Bemlah melanda masyarakat
dan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Indgngsig mencoba gaya hidup
baru few life stylp untuk mencari kebahagiaan yang sesuai denganrnisasi
Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dentyadisi dan agama, tetapi
kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individuekéemenempulfree-love
dan free-sex Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan titkad
diperdulikan. Perselingkuhan meningkat, angka par@e semakin tinggi.
Muncul pula kebiasaattumpul kebd dan abortus (pengguguran kandungan),
menstrual regulatio(MR) pembunuhan janin secara terselubung, stanlisasi
(pemandulan) di kalangan remaja. VCD porno bare film bermunculan, yang
berpengaruh buruk pada tindakan kesusilaan danpalean sebab menyebarnya

penyakit AIDS Acquire Immuno Deficiency Syndrogme

Seks bebas selalu menjadi perbincangan publik daenjadi

kekhawatiran, disadari atau tidak sebetulnya mdsampgroduk dari konstruksi

'H. E. Hassan Salelkajian Figh Nabawi & Figh Kontempore(Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2008), 295-296

“Kumpul kebo yang berarti hidup bersama sebagai sisirndi luar pernikahan dipakai orang
untuk mengganti katsamenleveiiBahasa Belanda). Ungkapan ini bukanlah ungkapag penar
dalam bahasa Indonesia karena kumpul kebo diarahillbdihasa daerah. Jika kita menghendaki
kumpul kebo itu menjadi ungkapan bahasa Indonesiatuknya harus kita ubah menjadi kumpul
kerbau karena kata Indonesia yang benar adalah awkerbbukan kebo.
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasajpé&tipraktis/184, Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dandégban, diakses 11 Agustus 2013



pikir yang berkembang di masyarakat. Tidak bisaunigkiri bahwa arus
informasi dan komunikasi yang tidak terbendungrdigiobalisasi, menjadi salah
satu akses yang ikut mewujudkan hal tersebut. S&lahbentuk konstruksi pikir
yang berkembang dan memprihatinkan terwujud dalarogpatan dan pergeseran
semua bidang yang terseret jargon modernitas yangadta tidak hanya menuai
nilai positif tetapi nilai negatif. Seperti jugalda wujud gaya hidup modern yang
mengedepankan konsefmplicity’ dalam semua aspek yang terjamah manusia

modern.

Adanya seks bebas, fenomena hamil di luar nikarakenmeningkat.
Ada yang berujung dengan lahirnya anak, ada pulg y&rujung pada tindakan
aborsi atau bahkan sampai melakukan tindakan buimitkarena tidak kuat
menghadapi konsekuensi kehamilannya, baik pertargggawaban terhadap

keluarganya maupun tanggung jawab moral terhadayarekat.

Data menyebutkan bahwa dari 3.600 responden penelisebanyak
20,9 % remaja hamil di luar nikdtData statistik hubungan seks luar nikah tahun
2009 menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bemma Nasional)
sebanyak 63% remaja Indonesia berbuat zina, skdartghun 2010 BKKBN

menyebutkan 51% remaja Jabodetabek hilang kepemwya dan DKT

3Simplifikasi n Penyederhanaan. Kesederhanaan adalah propertijskoathu kualitas ketika
segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. édeyhanaan biasanya berhubungan dengan
beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yargoba untuk menjelaskan atau
memahaminya. Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Réaggan Bahasdamus Besar
Bahasa IndonesjgJakarta : Balai Pustaka, 1999), 942

“Penelitian dilakukan Australian National University dan Universitas Indonesia (Ul),
5Nopember 2011 http://www.riaupos.co/berita.phpksés 03 Februari 2013

*Felix Y. Siauw,Udah Putusin Aja!(Bandung: Mizani, 2013), 34



(Diskusi Kelompok Terarah) Indonesia tahun 201Inyebutkan 39% remaja

Indonesia melakukan seks praniKah.

Berdasarkan atas data mengenai seks bebas dan ileehain luar
pernikahan sah tersebut tidak menutup kemungkieanikahan dalam keadaaan
hamil banyak terjadi di masyarakat sekitar, atangyaeringkali dikenal oleh
masyarakat dengan istilah MBAn&rried by Accidenf) Fenomenamarried by
accidentlebih dikenal terjadi pada kalangan remaja di bawsia dewasa. Hal
tersebut dapat dilihat pada akhir tahun 2012, Réilaga Agama Jombang
mencatat adanya peningkatan drastis untuk permkata di bawah umur.
Ahmad Syaikhu, Panitera Muda (Panmud) Hukum Petagadigama Jombang
menyatakan bahwa Tahun 2011 terdapat 89 kasusndigienikah (di bawah
umur) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jogbsedangkan pada tahun
2012 mulai bulan Januari hingga September terdbg@tpermohonan dispensasi

yang masuk di Pengadilan Agama Jombang.

Alasan yang diutarakan untuk meminta dispensasabig| normatif,
yakni ditakutkan terjadi perzinahan atau karenapa@ sudah sulit dipisahkan,

hal ini dituturkan Ahmad Syaikhu Panitera Muda Huki@engadilan Agama

®Waskita Adijarto,Statistik Hubungan Seks Luar Nikah di Indongsienin, 06 Februari 2012,
http://dktinter.s463.sureserver.com, diakses 03W&eb2013

"Secara harfiah katmarried by accidenterdiri dari tiga kata, yaitunarried, by,dan accident.
Married adalah kata kerja pasif damiarry yang artinya kawin atau nikaBy yang artinya dengan
atau karena, merupakan kata keterangan,adaimentadalah sebuah kejadian mengejutkan atau
kecelakaan. Jadnarried by accidensering diartikan dengan nikah karena kecelakaaksutmya
karena telah terjadi sebuah kecelakaan berupanilamyang tidak diinginkan, maka seseorang
terpaksa melakukan pernikahan. Dengan demikiarried by accidentadalah nikah karena
kehamilan telah terlanjur terjadi yang pada umuntidak direncakan oleh salah satu seorang atau
kedua pasangan yang mengalaminya. H. M. Nurul |Irffidasab & Status Anak dalam Hukum
Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 144

®Dispensasi nikah diperlukan bila laki-laki yang ek menikah, usianya kurang dari 19 Tahun
atau si perempuan kurang dari 16 tahun

®Uto, “Nikah Dini Meningkat dipicu Hamil PranikahGurya Jatim, selasa, 16 Oktober 2012



Jombang. Namun, di muka persidangan selalu terklegan sebenarnya. Yakni
karena si perempuan telah hamil. Dihadapan majedikim pasti mereka
mengaku, sebab jika tidak ada alasan yang mendes&kn tidak akan mau

mengeluarkan dispensasi nikah.

Tingginya angka hamil di luar nikah membuat KUAnkjo Batu
menerapkan sebuah aturan kebijakan yakni berupandaan perkawinan wanita
hamil akibat tindakan free seks. Hal ini dilakukserdasar atas kesepakatan para
tokoh agama beserta masyarakat Kecamatan JunrégoB&du. Sanksi menunda
menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah ibedakukan di KUA Junrejo

Kota Batu sejak awal tahun 20%1.

Kawin hamil menjadi semakin marak di masyarakahkhaa seolah-olah
kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yangrkémbang dalam
masyarakat. Seandainya pada setiap perkawinan, wBedgaencatat Nikah
mencatat pasangan yang kawin hamil, dapat dipastiaa yang dihasilkan
membuat kita tercengang. Salah satu contoh yangseplerti yang terjadi pada

KUA Junrejo Batu.

Seperti diketahui bahwasanya banyak sekali peribeda@ndapat
mengenai perkawinan hamil itu sendiri, diantaramj@ma Imam al-Qurthubi
seorang pakar hukum menguraikan perbedaan pendajssbha tentang

perkawinan seseorang dengan pezina, beliau mengémnubahwa sahabat Nabi,

Imbas pernikahan di bawah umur itu cukup banyalaldgi bila didahului hamil duluan. Salah
satunya rentan terhadap perceraian. Dari 2000-anisk@erceraian yang masuk tiap tahun,
anehnya latar belakang perceraian tersebut karemakphan di bawah umur selalu nihil di PA
Jombang, lihat: Uto, selasa, 16 Oktober 20dkah Dini Meningkat dipicu Hamil Pranikah
dalam Surya Jatim

Ycah, Aturan Diusulkan Tokoh Agam&urya Jatim, 24 Februari 2011



Ibn ‘Abbas, berpendapat bahwa seseorang yang nienkanita yang telah
dizinainya, perkawinannya dinilai sah. Memang awalnadalah perzinaan
sebelum dia kawin, tetapi akhirnya adalah nikahgyaah setelah akad nikah

dilaksanakart? Pendapat ini dianut pula oleh Imam Syafi'i dan Adanifah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indongaiag dinyatakan
berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tdl®@1 sebagai pedoman bagi
hakim di Lembaga Peradilan Agama membicarakan peénika perempuan hamil
karena zina dan dinyatakan dapat dilaksanakan tewepainggu kelahiran bali.
Hal itu disebutkan secara lengkap dalam Bab VHisg) 53, Bab tentang kawin
hamil'* Aturan mengenai kebolehan kawin hamil yang dileapoleh KHI
berdasar pada beberapa pertimbangan yang pastudeh sdipertimbangkan
sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, sdrtdeHen kawin hamil
tersebut dirasa banyak mendatangkan kemaslahatasaniee dari pada
kemadharatannya, sehingga kawin hamil menurut Kdtelh Tujuan utama asas
kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi peéuingan hukum yang

pasti kepada anak yang ada dalam kandungan.

Dengan adanya fenomena baru kebijakan penundaam Ksamil di

KUA Junrejo Kota Batu tersebut membuka wacana lollam benak peneliti

2\M. Quraish ShihabFatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Alf@n, (Bandung:
Mizan Media Utama, 2001), 166

BAmir Syarifuddin, Merentas Kebekuan ljtihad, Isu-isu Penting Hukuians Kontemporer Di
Indonesia(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 192

(1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikiah dengan pria yang
menghamilinya.(2)Perkawinan dengan wanita hamil gyagisebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahameiknya, (3) Dengan dilangsungkannya
perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlulgatkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir, Tim Redaksi FOKUSMEDIAHimpunan Peraturan Perundang-undangan
Tentang Kompilasi Hukum IslarfBandung: Fokusmedia, 2007), 20



untuk selanjutnya mengadakan penelitian lebih tarfiarena dalam hal ini,
kebijakan baru yang dikeluarkan oleh KUA Junrejatdiek belakang dengan
Kompilasi Hukum Islam Bab tentang kawin hamil. Pada lain terdapat banyak
problema berkenaan dengan status hukum kebijakao dikeluarkan oleh KUA
Junrejo serta status anak yang dilahirkan kemudietika orang tuanya
mengalami penundaan perkawinan. Berdasarkan fereonersebut peneliti
tertarik melakukan riset dengan judul Penundaaka®enan Bagi Wanita Hamil
(Studi Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadapakaeb KUA Junrejo

Kota Batu).

B. FokusPenditian

Adapun rumusan masalah yang menjadi kunci dalanelian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum kewenangan yang melekiat RUA untuk
menentukan kebijakan penundaan perkawinan bagtavaamil?

2. Bagaimanakah status keperdataan anak luar kawimilapdilakukan
penundaan perkawinan bagi wanita hamil?

3. Bagaimanakah pandangan ulama dan pakar hukum tgrtkathijakan KUA
Junrejo dalam mengeluarkan kebijakan penundaanawerén terhadap

wanita hamil?



C. Tujuan Penditian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas yentigak terlepas
dari tujuan agar penelitian dapat berjalan seselagan yang diharapkan. Adapun
tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui status hukum kewenangan yang melekaha paAdA untuk
menentukan kebijakan penundaan perkawinan terhadajpa hamil

2. Mengetahui status keperdataan anak luar kawin @padilakukan
penundaan perkawinan bagi wanita hamil

3. Mengetahui pandangan ulama dan pakar hukum terheslaiakan KUA
Junrejo dalam mengeluarkan kebijakan penundaaraywer&n bagi wanita

hamil

D. Manfaat Penditian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamiaat baik secara

teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkalapat memberikan
tambahan khazanah keilmuan Al Ahwal Al Syakhsiyatach hal korelasi
antara aturan perundang-undangan tentang perkawizemil dengan
kenyataan dilapangan yang ada.

2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkdapat menjadi
informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

a. Peneliti, dengan adanya penelitian kebijakan KUAtaeg penundaan

perkawinan wanita hamil, peneliti dapat mengetddaliwa kebijakan tidak



serta merta dapat dilaksanakan oleh sebuah insyiing sudah memiliki
aturan dan pedoman dalam menindaklanjuti sebuahlgonodi masyarakat.
Dan pedoman yang resmi digunakan adalah Undangddgn&arkawinan
no.1 Tahun 1974 dan KHI.

b. Masyarakat, hasil penelitian ini tentunya akan sargermanfaat sebagai
sumber informasi bagi masyarakat terutama berkademgan hamil pra
nikah serta kebijakan KUA Junrejo tentang penundaakawinan wanita
hamil.

c. Pemerintah, kontribusi berupa acuan dalam membekkhijakan terhadap
perkawinan yang akan dilakukan ketika sudah terjeehamilan diluar
perkawinan.

E. Originalitas Pendlitian

Dalam sebuah penelitian, sangat penting mengetalanya penelitian
terdahulu. Sebagai bukti adanya nilai originaldatam penelitian yang dilakukan
dan nantinya akan menunjukkan pada hasil penelisaat ini berfungsi
menguatkan, merevisi, atau bahkan mendekonstrugseliian sebelumnya
sehingga akan nampak adanya perputaran keilnsildng scientifig.

Sejauh ini, belum ditemukan adanya penelitian yasgara spesifik
membahas permasalahan yang sama mengenai “PenuResaieawinan Bagi
Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama dan Pakar HuKenmadap Kebijakan
KUA Junrejo Kota Batu)”. Adapun penelitian-penditi sebelumnya, adalah

sebagai berikut:



1. Elisabet Setya Asih Widyastuti, “Personal dan So&eng Mempengaruhi
Sikap dan Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah”,

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui qrerngfaktor personal
(jlenis kelamin, usia, pendidikarself-esteemdan praktik ibadah) dan sosial
(kontrol orang tua, sikap seksualitas teman daranaapseksual) terhadap sikap
remaja yang tinggal di lokalisasi mengenai hubungaks pranikah, serta
memperoleh informasi lebih dalam mengenai kehidupamaja di lokalisasi yang
melatar belakangi sikap mereka terhadap hubundanpsanikah.

Penelitian tersebut merupakan penelitiaross-sectional dengan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpudata menggunakan kuesioner
terstruktur yang telah diuji validitas dan religiaisnya. Hasil penelitian dianalisis
secaraunivariat, bivariat danmultivariate Analisisbivariat menggunakan uji chi
square sedangkan analisisultivariate menggunakan ujiogistic regresi Pada
penelitian kualitatif digunakan analisis isi atzantent analysis

Hasil penelitiannya adalah lokalisasi bukanlah tetmyang baik bagi
remaja untuk tinggal di dalamnya. Lingkungan yargrnpsif memberikan
paparan seksual kepada remaja sehingga menjadikarekan mengalami
kematangan seksual lebih dini.

Dari pemaparan penelitian tersebut jelas terlihatb@daan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian tentang peéaan perkawinan wanita
hamil di KUA Junrejo, fokus penelitian di atas é&ak pada hal-hal yang

mempengaruhi perilaku seks bebas, sedangkan padelitip@ penundaan

®Elisabet Setya Asih WidyastutiPersonal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap danaRem
Terhadap Hubungan Seks Pranikah”, Jurnal Promoselikatan Indonesia Vol. 4/No. 2/Agustus
2009
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perkawinan terfokus pada kebijakan yang dikeluartari KUA Junrejo Batu
untuk menundakan perkawinan wanita hamil.
2. Samino, M.Kes, “Analisis perilaku Sex Remaja SMAM Bandar

Lampung 2011*

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan dimana fisdatal dan
sosial dinyatakan sehat agar menjalankan fungsodegsinya. Perilaku seksual
remaja sudah menjadi permasalah yang serius. Tipggkejadian perilaku
seksual remaja yang menyimpang, disebabkan kud#akgar lingkungan yang
kurang mendukung dan kurangnya pengendalian dimaj@ Tujuan penelitian
diketahui hubungan pengetahuan kesehatan reprodeksaja, keterpaparan
media, status pacaran, sikap menjaga keperawam@da, lydup, dan ketaatan

beribadah dengan perilaku seksual siswa SMAN 14l&abampung.

Jenis penelitian analitik dengan pendekatanss sectional Populasi
terdiri 12 kelas dan sampel 3 kelas dengan jumB@hrémaja. Cara pengambilan
sampel dengasimpel random samplinguntuk pemilihan kelas). Analisa data

menggunakan ughi squaredanRegresi Logistik

Hasil penelitian menunjukkan perilaku sex remajagyberesiko (44,5%)
dan tidak beresiko (55,5%). Pengetahuan remajgéatbaik (59,1%) dan yang
tidak baik (40,9%). Sedangkan yang terpapar mediaqgrfi (79,05) dan yang
tidak terpapar (30,0%). Responden yang telah meygpupacar (66,4%) dan
yang tidak berpacar (33,6%). Sikap menjaga keperawa(5,5%) menjaga

keperawanan tidak penting, dan 94,5% mengatakatingeiGaya hidup remaja

®samino, M.Kes, “Analisis perilaku Sex Remaja SMAM Bandar Lampung 2011%urnal
Dunia Kesmas Volume 1. Nomar(©ktober 2012)
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34,5% menyatakan pernah mengkonsumsi narkoba, namog tidak pernah
(65,5%). Remaja yang menjalankan tuntunan agamaegaai dengan ajaran
(57,3%) dan yang tidak menjalankan agamanya (42,K&§impulan, variabel
keterpaparan media penyebab utama seorang siswek up@rperilaku sex
pranikah. Disarankan kepala sekolah beserta jajgearorang tua, saling bahu
membahu membimbing putra dan putrinya agar tidg&rtenus dalam pergaulan

bebas yang mengarah pada perilaku sex bebas.

Dalam penelitian tersebut ditemukan banyak fakktafdbahwa faktor
lingkungan mempengaruhi perilaku seks pada remagsusnya di SMAN 14
Bandar Lampung, sedangkan dalam penelitian penarua&awinan merupakan
tahapan dalam perkawinan setelah terjadilan perildeks bebas yang
menyebabkan kehamilan, kemudian perkawinannya dhtken oleh KUA
sebagai sebuah kebijakan dari KUA Junrejo Batundalangka meminimalisir

terjadilan perilaku seks bebas yang terus berkegiban

3. Pawwestri, “Gambaran Perilaku Seksual Pranikah R&deasiswa Pelaku

Seks Pranikah di Universitas X Semardnig”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaranilgder seksual
pranikah pada mahasiswa pelaku seks pranikah dvethitas X Semarang.
Subyek penelitian mahasiswa perilaku seks prangdtab mahasiswa yang telah
melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yangngeatau masih
menempuh pendidikan tinggi di Universitas X Semgralenis penelitian ini

adalah penelitian studi kasus. Metode penelitiamgydigunakan adalah penelitian

YPawestri, “Gambaran Perilaku Seksual Pranikah Pddhasiswa Pelaku Seks Pranikah di
Universitas X Semarangdurnal Universitas Muhammadiyah Semarang LRRBIL2
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kualitatif yang berorientasi dengan logika induktifHasil penelitian bahwa
sebesar 12% subyek penelitian setuju jika hubusghs dilakukan oleh pasangan
yang telah berkomitmen untuk menikah. Tempat barhgan seksual di rumah,
tempat kos, dan hotel. Pengawasan orang tua sdbd®/eo mendapatkan
pengawasan yang sangat ketat dan aktifitas yaagukian responden berbincang-
bincang dengan teman kos, main komputer, menoriton Hokegpornografi,
memilih menggunakan waktu luangnya untuk bersamagale pasangan
seksualnya. Informasi terkait seksualitas didagat Koran, majalah, internet,
radio, televisi, dari teman kos. Dorongan seksoalmuncul karena dia sering
menyaksikan film porno bersama teman-temannya.pSskiayek penelitian tidak
setuju perilaku premarital seks karena bertentadgagan ajaran agama. Subyek
penelitian menganggap perilakissing petting adalah hal yang biasa karena
teman banyak yang melakukan sedangkatercourse boleh saja dilakukan
asalkan suka sama suka. Lingkungan kost cendereibgsbsoalnya kalau tidak
bebas tidak disukai subyek penelitian. Pelaku hganorseksual pranikah merasa
bersalah dan berdosa tetapi tetap saja melakukan&ateman-teman juga
melakukan premarital seks baik dengan pacar ataMgbrs. Kesimpulannya
bahwa pelaku seks pranikah menganggap bahwa perieks pranikah sudah
merupakan tren dikalangan remaja dimana situagpaemmggal baik rumah dan
tempat kos yang memberikan kebebasan didukung méebaula teman yang
berkontribusi sangat besar dalam perilaku seksikan Saran diharapkan
sekolahan memberikan pendidikan kesehatan reprbdekgan seutuhnya tanpa
ada rasa tabu sehingga remaja mendapatkan infoyaagibenar dari guru atau

orang yang berkompeten.
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Pada penelitian di atas menggambarkan perilaku gafeikah
mahasiswa di Universitas X yang sudah menjadi delnesm dikalangan remaja,
dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan tentpeggal serta pergaulan.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian tentanmupdaan perkawinan wanita
hamil sebagai bentuk kebijakan dari KUA Junrejoudninemberikan efek jera
terhadap masyarakatnya yang telah melakukan sdiasbagar hal itu tidak

terulang kembali.

4, Betha Feriyani dan Ahyani Radhiani Fitri, “Perilal8eksual Pranikah
Ditinjau Dari Intensitas Cinta Dan Sikap Terhadaprnegrafi Pada

Dewasa Awal*®

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagairkahaerilaku seksual
pranikah ditinjau dari intensitas cinta dan sik&wh&adap pornografi. Subjek
penelitian adalah 104 mahasiswa dan mahasiswi @dewasl Jurusan Sistem
Informasi dan Teknik Elektro Fakultas Sains dannbéégi UIN SUSKA Riau
yang sedang atau pernah menjalin hubungan romaetigan lawan jenis
(berpacaran). Berdasarkan hasil analisis dengarggoeakan teknik korelasi
ganda diperoleh angka R sebesar 0,480 dengansigrafikan (p) 0,00 dan F
sebesar 15,094. Ini menunjukkan bahwa terdapatrigamuantara intensitas cinta
dan sikap terhadap pornografi dengan perilaku stkstanikah pada individu
dewasa awal. Hasil analisis data untuk hubungaaranntensitas cinta dan
perilaku seksual pranikah dengan teknik korelassiph menunjukkan korelasi

sebesar -0,293 dengan taraf siginifikan 0,003.n4&j terdapat hubungan yang

8Betha Feriyani dan Ahyani Radhiani Fitri, “PerilaBeksual Pranikah Ditinjuau Dari Intensitas
Cinta Dan Sikap Terhadap Pornografi Pada Masa Awaifnal Psikologi, Fakultas Psikologi
UIN Sultan Syarif Kasim Riajt.th
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negatif antara intensitas cinta dan perilaku sdkpuanikah, dimana kenaikan
skor dari intensitas cinta tidak diikuti dengan &éan skor prilaku seksual

pranikah pada individu dewasa awal.

Sedangkan hasil analisis data untuk hubungan aisi&egp terhadap
pornografi dan perilaku seksual pranikah denganggemakan teknik korelasi
parsial, menunjukkan korelasi sebesar 0,475 dertgaai signifikan 0,000.
Artinya, terdapat hubungan yang positif antarasitexhadap pornografi dengan
perilaku seksual pranikah dimana kenaikan dari skksp terhadap pornografi
akan diikuti dengan kenaikan skor pada perilakisgakpranikah pada individu
dewasa awal. Sumbangan efektif dari intensitasacidan sikap terhadap
pornografi dengan perilaku seksual pranikah seb@3%6. Intensitas cinta
memiliki daya prediksi sebesar -0,367 terhadapadamya perilaku seksual
pranikah, sedangkan sikap terhadap pornografi ni@ngdaya prediksi sebesar

0,647 terhadap terjadinya perilaku seksual pranikah

Adanya intensitas cinta dan sikap terhadap porfiogtampengaruhi
perilaku seksual pranikah pada seorang dewasa ael@hgga antara penelitian
tersebut dengan penelitian penundaan perkawinaintavaamil merupakan dua
hal yang berbeda dalam fokus penelitiannya, namedud&nya sama-sama

meneliti pada aspek perilaku seks pranikah.
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5. Cecep Heriana, Heri Hermansyah, dan Solihati, ‘@rakdktor Yang
Berhubungan Dengan Kehamilan Pranikah Di Kalangalaj@& Di Desa

Setianegara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningami 2008

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui faktdtda yang
berhubungan dengan kehamilan pranikah di kalangayaja di Desa Setianagara
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Penelitian tetmasuk ke dalam
penelitian korelasional dengan rancangan menggunakse control study
dengan jumlah sampel 1:3, dimana untuk kelompolkukasebanyak 9 orang
pelajar hamil pranikah dan untuk kelompok kontrebangat 27 orang pelajar
yang ada di Desa Setianagara usia SMP dan SMA gangbil secara acak

sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat huboingag signifikan
antara tingkat pengetahuan tentang kesehatan rtémiodp = 0,041), latar
belakang keluarga (p = 0,024), dan sumber inform@siang seksualitas (p =
0,033) dengan kejadian kehamilan pranikah di kaangemaja di Desa

Setianagara.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fakortingenyang
berhubungan dengan terjadinya kehamilan pranikakeldingan remaja di Desa
Setianagara adalah tingkat pengetahua yang rendah(k tentang kesehatan
reproduksi, lingkungan keluarga yang tertutup, damber informasi tentang

seksualitas yang tidak bertanggung jawab. Diperukgatimalisasi pelayanan

¥Cecep Heriana, Heri Hermansyah, dan Solihati, ‘$raktktor Yang Berhubungan Dengan
Kehamilan Pranikah Di Kalangan Pelajar Di Desa é®atjara Kecamatan Cilimus Kabupaten
Kuningan Tahun 20087rtikel ilmiah, STIKes Kuningantt.th
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kesehatan reproduksi esensial di puskesmas danepgayaan orang tua agar

lebih melek kesehatan reproduksi remaja.

Penelitian tersebut terfokus pada faktor-faktor ge¢ahuan dan
minimnya informasi tentang kesehatan reporodukshgyamempengaruhi
terjadinya kehamilan pranikah di kalangan remagmasgkan dalam penelitian
penundaan perkawinan wanita hamil merupakan sebodbkan dari institusi

dalam rangka meminimalisir tingkat hamil pranikah.

6. Agustin Eka Anggraini, Kusyoho Cahyo, SKM, M.KegndDra. Emmy
Riyanti, M.Kes, “Perilaku Seksual Pranikah Pada Rfuda Yang Tinggal

Di Sekitar Kampus Universitas Diponegoro Jawa TafJa

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasiifau seksual pranikah
pada remaja pria yang tinggal di sekitar Kampusvehsitas Diponegoro Jawa
Tengah. Secara khusus mengidentifikasi karakterisgmaja yang tinggal di
sekitar Universitas Diponegoro Semarang, meliputhuy tempat tinggal,
fakultas, semester, dan uang saku perbulan. Memifitasi pengetahuan remaja
tentang seksual pranikah, sikap remaja terhadapsuakkpranikah dan

mengidentifikasi sumber informasi remaja tentarigsal pranikah.

Metode penelitian menggunakan teknik sampling dalpemelitian
kualitatif deskriptif menggunakan metode wawancarandalam pada subjek
penelitian dan instrumewrrosscheck Penemuan subyek penelitian dilakukan

dengan tehnik “snowball sampling” atau pencupliksosia salju yaitu sebuah

“Agustin Eka Anggraini, Kusyogo Cahyo, SKM, M.KesindDra. Emmy Riyanti, M. Kes, FKM
UNDIP, 2013, “Perilaku Seksual Pranikah Pada PrigddYang Tinggal Di Sekitar Kampus
Universitas Diponegoro Jawa Tengalitirnal Kesehatan Masyarakat 2013 Volume 2 No®or
(April 2013)
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metode pemilihan sampel yang pertama-tama menglgubsaorang atau
sekelompok responden, lalu meminta mereka untuk bbegkan saran tentang
orang-orang yang dipandang memiliki informasi psgtidan bersedia untuk

berpartisipasi dalam penelitian.

Hasilnya, pengetahuan dari hasil wawancara mendatarhadap
responden, pengetahuan tentang perilaku seksuaikphapada remaja cukup
baik, dapat dilihat dari segi dampak fisik, psilgldaktor penyebab, bagaimana
cara menghindari perilaku seksual, sumber informpasg didapat oleh responden
sudah cukup baik, 8 orang yang memiliki kebiasa@maari berbagai informasi
tentang kesehatan. Dari hasil responden yang dim@avai bahwa 9 orang
sumber informasi yang didapatkan melalui interraet @l orang sumber informasi
yang digunakan melalui teman maupun media lainngaap responden
menunjukkan bahwa yang melakukan hubungan pergaksual pranikah yaitu
kissingjumlah presentase 1 oramgttingberjumlah 3 orang dan yang melakukan

hubungan seksual sebanyak 6 orang.

Dalam penelitian tersebut bahwa perilaku hubungzisisal pranikah
dilakukan oleh pria remaja yang dipengaruhi darbbagai hal, dari pergaulan,
usia dan sebagainya. Penelitian ini berbeda jautgate penelitian penundaan
perkawinan wanita hamil, karena penundaan perkammanita hamil di KUA
Junrejo Batu tersebut merupakan sebuah solusi gara ditawarkan kepada
masyarakat untuk mengatasi masalah hamil pranikamun fokusnya pada

kebijakan institusinya.
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7. Vinita Susanti, “Reaksi Masyarakat Terhadap Hubun§aks Sebelum

Menikah, Hamil di Luar Nikah dan Pembunuhan B&yi"

Penelitian tersebut membahas reaksi masyarakatdi@gphhubungan seks
sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunubeyi. Lebih mendalam
lagi, membahas juga tingkat seriusitas dan bahayday perilaku menyimpang

seksual tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan tipe penelitiakrgess analitis. Selain
mendeskripsikan data-data, juga menganalisanyaleRatan yang dipakai adalah
kualitatif, dengan sampelnya berjumlah 19 oranggyrdiri dari 7 informan dari
kelompok agama, 3 informan dari kelompok Suku damf@man dari kelompok
SEE. Untuk mempermudah pengumpulan data, teknilg yigunakan adalah
wawancara mendalam pada masing-masing informamnbah dengan studi

pustaka dan dokumen, untuk melengkapi informasirdadenelitian ini.

Hasil penelitiannya adalah adanya pelabelan dasyarakat terhadap
perempuan pelaku tindakan menyimpang tertentu,dmys pembunuhan bayi.
Perempuan juga mengalami ketidakadilan, selain émjaxli korban laki-laki
(pasangannya), ia juga harus menerima hukumanne@syarakat berupa label
yang tidak menyenangkan dan hukum sipil yang hdibadapi sendiri tanpa
pasangannya. Hasil analisis data, hubungan selduselmenikah dipandang
sebagai serius dan berbahaya. Kehamilan di luahnikpandang sebagai sangat
serius dan sangat berbahay dan begitu juga deregabymuhan bayi dipandang

sebagai yang sangat serius dan berbahaya.

lvinita Susanti, “Reaksi Masyarakat Terhadap Hubuor§eks Sebelum Menikah, Hamil si Luar
Nikah dan Pembunuhan Bayiesis, Universitas Indonesit.th
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Terdapat beberapa kemiripan antara penelitian mk@m perkawinan
hamil dengan penelitian di atas, keduanya membigmang akibat dari adanya
hamil pranikah yang dipandang oleh masyarakat, nardalam penelitian
penundaan perkawinan hamil terfokus pada kebijaKaA Junrejo dalam

memberikan keputusan penerapan aturan kebijakamgaan perkawinannya.

8. Nurul Huda, “Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Isha (Tinjauan

Magashid Syari'ah¥?

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yangrichsian Islam
untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan pgwggn yang bukan mahrom
sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara kg@dudslam telah mengatur
masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itinjdikkan dalam syarat dan
ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinankides demikian, lembaga
perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan tbrsmcam eksistensinya
ketika dihadapkan pada problem sosial tentang mlag@hamilan yang terjadi di
luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertamhahit ketika dalam kehiduan
sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak tegadalangan masyarakat. Kasus
ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari pataku dan hukuman hudud
atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut siamsasib hidup bayi yang

ada dalam kandungannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian inabdga dasar hukum
yang dipakai dalam merumuskan ketentuan kawin hdatm Kompilasi Hukum

Islam? Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil d&@ampilasi Hukum Islam

“Nurul Huda, “Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Ista(Tinjauan Magashid Syari'ah)”,
Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammaaliy$urakarta, Vol. 5, No,{Januari-Juni
2009)
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tersebut ditinjau dari oendekatan magashid syari@défelitian ini termasuk jenis
penelitian kepustakaan (library research), sebagalisisnya menggunakan

pendekatan yuridis dan pendekatan maqgashid syari’ah

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian memperoleh
kesimpulan: pertama, dasar hukum yang dipakai datatentuan pasal 53
Kompilasi Hukum Islam adalah hadits Nabi Muhammaa Sawwaluhu sifahun
wa al-akhiruhu nikahun, wa al-haramu la yuharrimd-halala’. Selain itu
ketetapan pasal 53 KHI ini juga mempertimbangkaddaan filosofis, sosiologis,
dan psikologis, sebagai pertimbangan menjadi lanmd&skum. Kedua, melalui
analisis maqashid syariah ketentuan pasal 53 KHIjuga memperhatikan
kemashlahatan, terutama kemashlahatan bagi waaital lhan anak di dalam
kandungannya, sehingga dengan dibolehkan melankgangoerkawinan
diharapkan mampu memelihara dan mewujudkan limarymskok, yaitu: agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian tersebut berbicara tentang sejarah pisal 53 Kompilasi
Hukum Islam tentang kawin hamil, dan pasal tersgbgéd digunakan dalam
penelitian penundaan perkawinan wanita hamil sebaghuah acuan untuk
menganalisis hasil penelitian tentang kebijakanupdaan perkawinan wanita

hamil di KUA Junrejo Batu.
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Tabe 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan Originalitas
Judul dan Tahun Penelitian
Pendlitian
1 | Elisabet Setya Asilt Hubungan seks | penundaan Kebijakan
Widyastuti, pranikah perkawinan KUA menunda
“Personal dan wanita hamil perkawinan
Sosial Yang akibat hubungar wanita hamil
Mempengaruhi seks pranikah | akibat
Sikap dan Remaja hubungan sekd
Terhadap pranikah
Hubungan Seks
Pranikah”
2 | Samino, M.Kes, Perilaku seks Penundaan Pertentangan
“Analisis perilaku | remaja perkawinan antara
Sex Remaja SMAN akibat seks kebijakan
14 Bandar pranikah KUA
Lampung 2011 menundakan
perkawinan
hamil akibat
seks pranikah
dengan KHI
3 | Pawwestri, Perilaku seksual | Perkawinan Maraknya sekg
“Gambaran pranikah atau yang ditunda bebas di
Perilaku Seksual | hubungan seksugl KUA karena Junrejo Batu
Pranikah Pada di luar pernikahan perbuatan seks | sebagai alasan
Mahasiswa Pelaku pranikah yang | dikeluarkannyg
Seks Pranikah di menyebabkan | kebijakan
Universitas X hamil diluar penundaan
Semarang nikah perkawinan
wanita hamil
akibat seks di
luar nikah
4 | Betha Feriyani dan Perilaku seksual | Membahas Status
Ahyani Radhiani | pranikah tentang keperdataan
Fitri, “Perilaku perkawinan anak yang
Seksual Pranikah akibat seks dilahirkan di
Ditinjau Dari bebas yang luar
Intensitas Cinta ditundakan oleh| pernikahan sali
Dan Sikap KUA sebagai yang ditunda
Terhadap kebijakan yang | perkawinannyg
Pornografi Pada dikeluarkan oleh KUA
Dewasa Awal KUA serta status
hukum yang

melekat pada
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kewenangan
KUA
Cecep Heriana, Kehamilan Kebijakan KUA | Kewenangan
Heri Hermansyah, | pranikah akibat | menundakan KUA
dan Solihati, hubungan seks | perkawinan mengeluarkan
“Faktor-faktor pranikah dan Wanita hamil kebijakan
Yang Berhubungan faktor-faktor yang| akibat seks penundaan
Dengan Kehamilarf mengakibatkan | pranikah perkawinan
Pranikah Di kehamilan wanita hamil
Kalangan Pelajar | pranikah di luar
Di Desa perkawinan
Setianegara sah serta
Kecamatan Cilimug pandangan
Kabupaten ulama dan
Kuningan Tahun pakar hukum
2008 terhadap
penundaan
perkawinan
wanita hamil
di luar
perkawinan
sah
Agustin Eka Perilaku seksual | Perkawinan Status hukum
Anggraini, pranikah diluar | wanita hamil kewenangan
Kusyoho Cahyo, | perkawinan sah | pranikah yang | yang melekat
SKM, M.Kes, dan ditunda oleh pada KUA
Dra. Emmy KUA sebagai untuk
Riyanti, M.Kes, sebuah mengeluarkan
“Perilaku Seksual kebijakan kebijakan
Pranikah Pada Prig penundaan
Muda Yang perkawinan
Tinggal Di Sekitar wanita hamil
Kampus di luar
Universitas perkawinan
Diponegoro Jawa sah
Tengah
Vinita Susanti, Hubungan seks | Perkawinan bag) Pandangan
“Reaksi sebelum menikah wanita hamil ulama dan
Masyarakat dan hamil di luar | akibat hubungan pakar hukum
Terhadap pernikahan sah | seks pranikah | dalam

Hubungan Seks
Sebelum Menikah,
Hamil di Luar
Nikah dan
Pembunuhan Bayi

serta status ana
luar kawin

Kmenyikapi
kebijakan
KUA
menundakan
perkawinan

hamil akibat
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hubungan sekd
diluar
perkawinan
sah
8 Nurul Huda,
“Kawin Hamil Menyoal tentang| Penundaan pendapat
Dalam Kompilasi| dasar hukum perkawinan ulama dan
Hukum Islam yang dipakai hamil oleh pakar hukum
(Tinjauan dalam KUA junrejo terhadap
Maqashid merumuskan sebagai kebijakan
Syariah) ketentuan kawin | kebijakan KUA Junrejo
hamil dalam Batu menunda
Kompilasi perkawinan
Hukum Islam wanita hamil

F. Definis Operasional

Definisi merupakan penjelasan atas variable péaelgang ada dalam
judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menpereliti perlu didefinisikan
guna menghindari terjadinya kesalahpahaman ataeliked dalam memahami

maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu;

1. Penundaan perkawinan : menurut kamus besar bahdsaekia, berasal
dari kata tunda yang mendapatkan imbuhan pe-anryengliki makna, hal
(perbuatan) menundd.Dalam penelitian ini yang dimaksudkan penundaan
perkawinan merupakan kegiatan menanggalkan untukers@ra waktu
terjadinya sebuah perkawinan untuk kemudian dilakisan perkawinan itu

pada waktu yang akan datang karena suatu sebabttert

“*Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan PengembanganaBKaasus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 456
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2. Wanita Hamil : wanita merupakan perempuan defifasalanjutnya hamil
yaitu mengandung anak dalam pétusedangkan yang dimaksudkan wanita
hamil disini adalah wanita yang sedang dalam kead@@mil namun
kehamilannya tersebut sebelum terjadinya sebuahikaéan yang sah
dalam pandangan agama maupun hukum Negara, kaema melakukan
pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah (metkg®) di wilayah
setempat.

3. Kebijakan : prinsip atau cara bertindak yang dipilintuk mengarahkan
pengambilan keputus&h.Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah
sebuat ketetapan yang berlaku yang dicirikan oksfigku yang konsisten
dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun gagaatinya (yang
terkena kebijakan itufy’

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik darmtddjpelusuri oleh
pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akesusuh dengan
menggunakan sistematika. Adapun sistematika pershahdalam penelitian ini

sebagai berikut :

Bab |1 : Pendahuluan, yang terdiri dari konteks pgae, fokus penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi m@onal serta

sistematika pembahasan.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan @BaKasus Besar Bahasa
Indonesia,Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1125

“Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan PengembanganaB&laasus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 337

°Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandundfaheta, 2008), 7

?’Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandundfaheta, 2008), 7



Bab Il

Bab Il

Bab IV

Bab V

Bab VI
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. untuk memperoleh hasil yang maksimal, mdkém bab ini peneliti
membahas tentang originalitas penelitian, sertaakapustaka, yang
memberikan penjelasan tentang, perkawinan, tujeskeginan, hikmah
perkawinan, kawin hamil menurdigh, kawin hamil menurut KHI,
Status Anak Luar Kawin, Kewenangan, diskresi, dabijakan Publik.

: Dalam bab ini dibahas metode penelitimngy merupakan salah satu
bagian inti dari suatu penelitian, yang terdiriidqa@ndekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneli@ta dan sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, peekan keabsahan
data.

: Setelah data diperoleh dan diolah, makdapbab ini akan dibahas
tentang paparan data dan temuan penelitian, khysusmtang status
anak akibat terjadinya penundaan perkawinan bagnitavzahamil,
pandangan ulama terhadap kebijakan penundaan pedwmbagi wanita
hamil di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

: Dalam bab ini akan dilakukan analisis tddmdata hasil penelitian

: Dalam bab ini memuat penutup, yang terdiaii kesimpulan dan saran.
Kesimpulan memberikan gambaran tentang penunda&avgean bagi
wanita hamil, pandangan ulama terhadap kebijakamurmaan

perkawinan bagi wanita hamil di Kecamatan JunreytakBatu.



26

BAB ||
KAJIAN PUSTAKA
A. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang adin membentuk
keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubunggdamin atau bersetubuh.
Perkawinan disebut juga “pernikahan®, berasai Kata nikah yang artinya
menggumpulkan, saling memasukkan dan digunakankuatti bersetubuh
(wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk @etsetubuhancfitug,
juga untuk akad nikah. Nikah berarti akad dalani yang sebenarnya dan

berarti hubungan badan dalam eréijizi (metaforay®

Menurut syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan iwal
perempuan yang karenanya berhubungan badan aakdlaki dan perempuan
tersebut menjadi halal. Dalam Kompilasi Hukum rslpasal 2 perkawinan
menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akadgysangat kuat atau
miitsaagan ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadafi.

Dalam hal sah dan tidaknya suatu perkawinan, peneawsudah sah
apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawiBartemunya rukun dengan
syarat inilah yang menentukan sahnya suatu pemsazara sempurna. Adapun

yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah calempelai laki-laki, calon

“Kamal Muchtar Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawir{dakarta: Bulan Bintang, 1974),
12

*Tim Redaksi FOKUSMEDIA Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Klasipi
Hukum Islam (Bandung; Fokusmedia, 2007), 7
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mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuarg yekan mengakadkan
perkawinan, dua orang saksi, dgab yang dilakukan oleh wali dagabul yang

dilakukan oleh suanif

Hassan Shaleh juga menyebutkan bahwasanya rukwah nilenurut
Islam meliputi lima hal, yaitu; calon suami, calestri, wali, saksi, dan ijab
kabul! Hal senada disebutkan dalam Kompilasi Hukum Iskasal 14 Bab IV
tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yakni, Untulaksanakan perkawinan
harus ada; calon suami, calon istri, wali nikaha dwang saksi, dan ijab dan
Kabul3? Apabila salah salah satu rukun itu tidak dipennofsika perkawinan
tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidakapeada perkawinan. Oleh
karena itu diharamkan baginya yang tidak memenukumr tersebut untuk

mengadakan hubungan seksual maupun segala laraggara dalam pergaulan.

1. Tujuan Perkawinan

Sebuah perjalanan kehidupan manusia tidak akaeptey|ldari tujuan
hidup itu sendiri, begitu pula dengan sebuah perkaw tujuan perkawinan
menurut agama lIslam ialah untuk memenuhi petunjg&ma dalam rangka
mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, damadia. Harmonis dalam
menggunakan hak dan kewajiban anggota keluargahteeq artinya terciptanya

ketenangan lahir dan batinnya disebabkan terpeypalkeperluan hidup lahir dan

%Amir Syarifuddin,Garis-garis Besar FighOp.Cit, 61
*Hassan Salelajian Figh Nabawi & Figh Kontempore(Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 299
%2Tim Redaksi FOKUSMEDIAKompilasi Hukum Islam(Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), 10
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batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaknihka&syang antar anggota

keluarga®®

Imam al Ghozali dalam Ihya Ulumuddin tentang faedeangsungkan
perkawinan mengembangkan tujuan perkawinan menjtaia®!, vyaitu;
mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memerjdii manusia untuk
menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangmemenunhi
panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan ldansakan, menumbuhkan
kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hek &ewajiban, juga
bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaag halal, membangun
rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang éentatas dasar cinta dan

kasih sayang.

Tujuan pernikahan menurut M. Quraish Shihab adalaiuk membina
rumah tangga sakinah, dan ini tidak dapat diraibuk kalau fungsi-fungsi
keluarga dapat dilaksanakan oleh suami $3tGelanjutnya dijelaskan oleh M.
Quraish Shihab bahwa tujuan dekatnya bagi setigangmn adalah meraih
sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah Haratrasedang tujuan
akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahaanmdglengabdian kepada
Allah swt. yang untuk maksud tersebut lahir funigsigsi yang harus diemban

oleh keluargd®

%Abd. Rahman Ghazalfigh Munakahat(Jakarta: Kencana, 2006), 22

#Ny. Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawifiandang-Undang
No.1 Tahun 1974, tentang PerkawinafYjpgyakarta: Liberty, 2004), 12-13

M. Quraish ShihabPerempuan(Jakarta: Lentera Hati, 2005), 137

*M. Qurasih ShihabPengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakidakarta: Lentera
Hati, 2007), 80
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Tidak berbeda jauh antara tujuan yang dipaparkatandahya’
ulumuddinimam Al Ghazali dengan M. Quraish Shihab bahwaatujperkawinan
sejatinya merupakan bentuk ekspresi kasih sayahgdap makhluk lawan jenis
ciptaan Tuhan yang diikatkan dalam pertalian setiuah perkawinan dengan
berusaha selalu dalam mewujudkan sebuah kebahadémn batin serta

memelihara eksistensi kemanusiaannya dengan nigalgenerasi penerusnya.
2. Hikmah Perkawinan

Disamping tujuan perkawinan juga terdapat hikmalhrkageinan,
perbedaan dua kata ini secara kebahasaanya yaitan tmerupakan arah, haluan
(jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang rditt)3’ Sedangkan Hikmah
adalah kebijaksanaan (dari Allalf).Antara kedua kata tersebut mengandung
makna yang berbeda walaupun secara sekilas mensmngak sama, bisa
dikatakan bahwa perbedaan antara tujuan denganahilsgama halnya dengan

kebutuhan lahir serta batin seorang manusia.
Hikmah perkawinan Menurut Ali Ahmad Al-JurjatViyaitu :

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. K&gkarunan itu banyak,
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudalena suatu
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akdnjila dilakukan
secara individual. Dengan demikian keberlangsundaturunan dan

jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benaatt@akmur.

3Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&wjmsa, Kamus Besdahasa
Indonesia Edisi Kedua-cet.1(lakarta: Balai Pustaka, 1999), 1077

%Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&wjmsa, Kamus Besdahasa
Indonesia Edisi Kedua-cet.1(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 351

%Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Keac2006), 65-68
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Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecikai jeadaan rumah
tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenawyai dengan adanya
ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidakgkin terwujud kecuali
harus ada perempuan yang mengatur rumah tangdaehgan alasan itulah
maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaurddikmenjadi tenteram
dan dunia semakin makmur.

Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yangubgsi memakmurkan
dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuagateterbagai macam
pekerjaan.

Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung asgmgorang yang
dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan Hésen dan ketakutan. Istri
berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolongmdahengatur
kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumahgt¢gnyang merupakan
sendi penting bagi kesejahteraannya.

Manusia diciptakan dengan memiliki raggnirah (kecemburuan) untuk
menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahanrakajaga pandangan
yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dilzalaliktuknya. Apabila
keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya daxi dsi: yaitu
melakukan kehinaan dan tibulnya permusuhan di galapelakunya dengan
melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindasgperti itu, tanpa
diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.

Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjagdbi dalamnya
terdapat faedah yang banyak, antara lain memelhreteénak dalam warisan.

Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidatungkin mendapatkan
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anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cgipgan di antara sesama
manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleimagdan manusia.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada bdrbbaik sedikit.
Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan ketug@amanbanyak.

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh bBmperbuatannya yang
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namuhilaapaasih
meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendogkadangan kebaikan
hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pak tiitolak.

B. Kawin Hamil

Perkawinan dalam Islam dilakukan atas dasar hulungag halal.
Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quraetupakan bukti dari
kemahabijaksanaan Allah Swt. dalam mengatur makiNi&*® Pernikahan
merupakan suatu amalan yang disyaratkan aleQur’anul-Karim dan sunnah
Rasulullah saw. dengan kokoh, sejalan dengan wssk&ual dan sesuai dengan
saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh rieetin yang dapat
memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dererlangan batin. Apabila
shalat adalah wujud cinta kepada Allah dengan hamgfaujukan ibadah kepada-

Nya, maka nikah adalah wujud cinta sebagai pendilali Muhammad saw.
1. Kawin Hamil dalam Pandangan Figh

Seperti yang telah dijelaskan di atas, nikah apafitinjau dari segi

bahasa adalah mengikat tali perkawinan. Dan dajatikéin juga bersetubuh

“°H. E. Hasan SalelKajian Figh Nabawi & Figh Kontempore(Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2008)
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dengan istri. Nikah menurut bahasa adalah penggalputan saling memasukkan

serta pencampuran. Hal ini berdasarkan pada sadslduRah;

L oodos ade 1 Lo ) Jyud W JB JB (s &l ) ssmme o Bl A 0

b ool pamly pall (28l 66 zgnls 5eL) v,<m plazal o OLE i
Artinya :

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a beliau berkata : Raflah saw. Bersabda : wahai
jama’ah para pemuda, barang siapa diantara kanalisekang mampu kawin,
maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya per&awitu lebih
menundukkan pandangan mata dan lebih memeliharalkam dan barang siapa

yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa karesoagggrihnya puasa itu
baginya laksana pengembiraan. (Muttafag’al&ih).

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akadk menghalalkan
hubungan suami istri serta membatasi hak dan kiearajserta tolong menolong
antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukahrim Istilah nikah
berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut idtiddiasa Indonesia adalah
perkawinan. Jika ditinjau dari sisi hukum nampdkgebahwa pernikahan adalah
suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan mpprean yang menjadi sahnya
status hubungan suami istri dihalalkan seksual kumtencapai keluarga yang

sakinah.

Sehingga jelaslah bahwa sebelum sebuah hubungani ssta dapat
dilakukan, harus melalui perkawinan yang sah sugalal. Namun berbeda
persoalan ketika hubungan suami istri tersebuh téilakukan sebelum terjadinya
sebuah pernikahan yang sah, apalagi hingga tekgtuamilan. Dalam hal ini

masuk pada kategori istilah zina. Zina menurut Atehman Doi adalah

“Abubakar Muhammadierjemahan SubulussalafGet.|, Surabaya: Al-lkhlas, 1995), 393
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hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan mggoarempuan yang satu

sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawf3an.

Dalam terminologi hukum Islam perbuatan zina mekapabentuk
perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman hadh dategorijarimah
hudud yang mana dikelompokkan dengan perbuatan-penbudtzsa besar
lainnya sepertigadszaf(menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman
keras, mencuri, haribah (perampokan/gangguan kemmhanmurtad dan
pemberontakana{ baghyy).** Sehingga jelaslah bahwa perbuatan zina termasuk
dalam bentuk kejahatan yang berimplikasi adanya&ssdragi pelaku perbuatan

zina tersebut, disamping adanya kerugian yangakeasdirinya sendiri.

Dari perbuatan zina tersebut akan muncul berbagaiam akibat yang
ditimbulkan, salah satu akibat yang sangat banyakadi adalah adanya
kehamilan. Perzinaan yang mengakibatkan kehamu@nnpemunculkan banyak
polemik yang terjadi, diantara yang palingggen mengenai hukum dari

perkawinan hamil karena zina.

Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah merupakesalah baru.
Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kaiengara ulama, berdasarkan
pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an aalitsH telah berijtihad

untuk menetapkan hukumnya. Dalam menafsirkan firaleh berikut :

“?D.Y. Witanto, 2012Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawirsd@akeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinadakarta: Pustakaraya, 72
“3D.Y. Witanto, 2012Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawisd2akeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinadakarta: Pustakaraya, 73
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Artinya :
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkaerempuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yangnbetidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau lakitlekusyrik, dan yang demikian
itu diharamkan atas orang-orang yang mukrfifn”.
Yang dimaksudkan kawin hamil di sini ialah kawinndan seorang

wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini olktki-laki yang menghamilinya

maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilidya.

Imam al-Qurthubi seorang pakar hukum menguraikambguoan
pendapat ulama tentang perkawinan seseorang dermgmina, beliau
mengemukakan bahwa sahabat Nabi, Ibn ‘Abbas, begpah bahwa seseorang
yang menikahi wanita yang telah dizinainya, perkeaninya dinilai sah. Memang
awalnya adalah perzinaan sebelum dia kawin, tetidpirnya adalah nikah yang
sah setelah akad nikah dilaksanaf&Rendapat ini dianut pula oleh Imam Syafi'i

dan Abu Hanifah.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa teapang hamil di
luar nikah tidak dikenahad, karena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki

mendatanginya di waktu wanita itu tidirimam Syafii dan Abu Hanifah

“Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an desemahnya Juz 1-Juz 30, 543

“>Abd Rahman Ghazalykawin HamilFigh Munakahat(Jakarta: Kencana, 2006), 124

“8M. Quraish ShihabFatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Alf@n, (Bandung:
Mizan Media Utama, 2001), 166

“’H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz AsharZ AMA, Problematika Hukum Islam
Kontemporer (1) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 52
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berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidd&iddatnya;*® karenaiddah

itu disyari’atkan untuk memelihara keturunan damgtargai sperma. Dalam hal
ini anak yang dihasilkan dari zina tersebut ditk#apketurunannya atau nasabnya
bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunyanindidiasarkan kepada hadits

Nabi SAW.:

s B g a3 22 50k e ,0les BN o Bas  sdis
gt ,up\:e/ d\ O 4.;'}« f\ ’57 ﬁ& J”/Ls\.\.n J\&w W\ )6

" -
2 -~

g

B Je 13,4 R u'"‘ s @ oard 25 Ak = JGs W‘_;\ j)m\
:Jw A o1 ad J) dog ol 4 \g«mw“/ﬁw 533

wssswbw@»b,f&* Al pnall 3 w‘v g Gl 5h )

9 Las 33}; 55 (*b (35
Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah ergakan kepada kami al-
Laits dari Ibnu Shihab, dari ‘Urwah, dari Aisyah.R#esungguhnya dia berkata:
Telah terjadi perselisihan Sa’ad Ibn Waqgos dan BindZam’ah, dalam masalah
anak kecil, telah berkata Sa’ad anak ini Wahai Ri#lah adalah putra saudaraku,
Utbah bin Abi Waqosh telah berjanji kepadaku balamga dia itu anaknya.
Lihatlah kepada siapa yang menyerupainya dan R&sulersabda kepada siapa
yang menyerupainya, maka dia melihat serupa yatas jdengan ‘Utbah,
kemudian beliau bersabda: (( dia laki-laki adalalikmu wahai ‘Abdu bin
Zam’ah, anak itu dinasabkan kepada ibunya (perfiililsy), sedangkan laki-laki
pezina tidak memiliki apa-apa, dan halangilah daéhav Saudah putri Zam’ah)).
Kemudian Saudah tidak melihat sama sekali.

Dalam hadist tersebut jelas disebutkan bahwasamgla yang dilahirkan
akibat hasil dari perzinaan akan memiliki nasalakieppemilikfirasy atau kepada

ibu yang telah melahirkannya, meskipun tahu bahmasaayah yang telah

“8H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz AsharZ AMA, Problematika Hukum Islam
Kontemporer (11),53

“%al-Imam al-Bulari dan Abu al-Hasan al-Sind§alith al-Buhiri bihaSiyat al-lmim al-Sindi juz2
(Lebanon: Dar al-Kotob al-limiyah, 2007), 50
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menghamili ibunya itu ada, namun secara hukum iakt memiliki nasab

terhadap ayahnya.

Perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari seiutidak termasuk
dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun haéts. Dengan demikian dari
sisi ini, ia boleh dikawini. Namun dari segi ia hgrberarti ia sudah disetubuhi
oleh seorang laki-laki dan ditinggalkan oleh ladkilitu. Apakah perempuan yang
ditinggal oleh laki-laki sesudah dicampurinya itaris menjalani masa iddah
sebagaimana isteri yang dicerai oleh suami setdighulinya. Hal ini tidak
ditemukan petunjuk yang pasti tentang mengawinemp@uan hamil karena zina

itu menjadi perbincangan di kalangan ulama fiih.

Dalam literatur yang sama disebutkan bahwa ImamikMalenganut
pendapat sahabat Nabi, Abdullah Ibn Mas’'ud yangydsa dengan Imam Syafi'i
maupun Abu Hanifah. Abdullah Ibn Mas’ud berpenddgaiwasanya perkawinan
itu tidak sah dan yang bersangkutan terus meneénilaicberzina>* Selanjutnya
Imam Malik menjelaskan bahwa si pezina tidak balemikahi wanita yang telah
dizinai kecuali jika si wanita itu telah suci daerlukti tidak hamil. Hal ini

disebabkan karena pernikahan adalah sesuatu yandesumemiliki kehormatan.

Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal menjelaskahvia wanita
karena zina wajibiddah dan tidak sah agad nikahnya, karena tidak halal

menikahi wanita hamil sebelum melahirkdnPendapat ini serupa dengan

*°Amir Syarifudin, Merentas Kebekuan ljtihad Isu-Isu Penting HukunartslKontemporer di
Indonesia(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 194

*M. Quraish ShihabFatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Alf@n, (Bandung:

Mizan Media Utama, 2001), 166

*2H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz AsharZ AMA, Problematika Hukum Islam
Kontemporer (I), Op.Cit.54
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pendapat Ab Yasuf dan Zafar. Mereka mengatakan bahwa karena avhamil
dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram maéirika sebagaimana haram
menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu wegah bersetubuh, maka juga

mencegalagadnikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan, perempuan yang hamil
tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkarak; sebagaimana tidak boleh
mangawini perempuan dalam maddah hamil. UlamaHanafiyah Syafi'iyah
danZahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hanmlakanea itu

boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yaikgrlungnya?

Menurut madzhab Hambali, Maliki dan Abu Yusuf satgorang ulama
dari madzhab Hanafi , perempuan yang berzina, orgagg mengetahui

kondisinya tidak boleh (tidak sah) menikahinya leicdengan dua syarat:

1. lddamya sudah selesai, apabila perempuan itu berziaka abisnya masa
iddah melahirkan, dan tidak halal menikahinya sebelurtaimekan.

2. Bertaubat dari perbuatan zina yang telah dia lakdka

Dalam menghadapi sebuah perselisihan pendapat, |uRaisutetap
bersama golongan terbanyak, yaitu mayoritas kaunslimu Seperti yang

diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik berikut;
o) alae Il gLl aSiled WBGEAS a3 eld Dla o aaiad Y Sl ()

(ol e )i o

>3Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesidakarta: Kencana, 2006), 132
**Al-Khatib, Yahya Abdurrahmarkikih Wanita hamil (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 88
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Terjemahan lepasnya adalah: “Sesungguhnya umatitak tiakan
berkumpul dalam kesesatan, jika kalian melihat gdsiian maka ambillah

golongan mayoritas”

Menanggapi HaditAssawadul A’dhontersebut, KH. Hasyim Asy’ari
berfatwa; karena fakta membuktikan bahwa empat hadyzyakni Syafi'i,
Maliki, Hanafi, dan Hambali (kesemuanya Ahlussunidbl Jamaah) tersebut
merupakan Madzhab yang paling banyak pengikutnyakambarang siapa
mengikuti Madzhab empat tersebut berarti mengilgsawadul A’dhomdan
siapa saja keluar dari empat Madzhab tersebutitbexiah keluar darAssawadul
A'dhom®® Dengan adanya fatwa tersebut, jelas bahwa KH. ikadysy'ari

berpesan agar berpegang teguh terhadap empat Medhhessunnah.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wayatzg dihamili

oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat paraail

a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak bolelawlikkan. Sebab bila
dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Penddymdiau itu berdasarkan

firman Allah:

-

a5 S Y gl

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini raglkan kepada perempuan
yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempaagy berzina tidak

**Jalaludin ‘Abdul Rahman bin Abi Bakr As SuyutAl, Jami’ Ash Shaghir Fi Ahaadits Al Basyir
An Nadzir(Bandung: Syarikah Al ma’arif, 911 H.), 88

**Nahimunkar.com Portal Berita Islam & Aliran Seshittp:/satuislam.wordpress.com/tentang-
kami/. Diakses 19 Mei 2013
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dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina ataii-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang kaarim

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seoraagopriman kawin
dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pebal&nya, wanita yang

beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi:
L L ) g B et ledbiad L 8104 £330 &)

Ble s 3 Glatall g Jaa 5 Ll 358 ol 54

Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorangnitaya ketika ia
mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan ,hkahil dia laporkan
kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduaayawanita itu diberi
maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambukpsghk 100 kali.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf deambahkan
bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanitagydiketahuinya telah

berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengarsyaimat”:

1. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil.i $edam keadaan hamil ia
tidak boleh kawin

2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (c&mkapakah ia hamil
atau tidak

b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakamhwna
perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya beroangelama bayi yang

dikandungnya belum lahir.

>’Abd Rahman Ghazalykawin HamilFigh Munakahat(Jakarta: Kencana, 2006), 127
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Pendapat ini berdasarkan hadits:

SP MERIN

Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehanabir (kandungannya).

C.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat balpeakawinan itu
dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawamang lain (tidak ada
masa‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidakngkin nasab
(keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodaihofperma suaminya.
Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yemgyawini ibunya itu

(anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebaghkizna, bila pria yang

mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinfiamun, bila pria yang

mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, mataxjadi perbedaan

pendapat:

Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawiatedah usia kandungannya
berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 butaaka bayi tersebut adalah
anak suaminya yang sah.

Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adaahk di luar nikah,
walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak dalah anaknya, karena

hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu

Jelas terlihat dari perbedaan pendapat mengenainhddoleh tidaknya

mengawini orang yang hamil karena zina, namun taberapa perbedaan

*®Abd Rahman Ghazalyawin Hamil (Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006), 128
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pendapat tersebut tampak bahwa menikahi atau gak thenikahi wanita yang
sedang hamil karen zina, anak yang dikandungnygliat saat lahir akan tetap
memiliki status nasabnya terhadap ibu yang melahirka. Bukan kepada ayah

yang telah menzinai ibunya atau pun ayah yang raénikunya.
2. Kawin Hamil Dalam Pandangan KHI

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristimiingeberkenaan
dengan perkembangan hukum dan peradilan Islamddinksia. Pertama, dalam
suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakartia fnggal 25 Pebruari 1988,
ulama’ Indonesia telah menerima tiga rancangan t{dmpilasi Hukum Islam.
Rancangan kompilasi itu tiga tahun kemudian, ypada tanggal 10 Juni 1991,
mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk InstiRlesiden kepada Menteri
Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah @leh Masyarakat yang
memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengaputiesan Menteri Agama
Nomor 154 tanggal 12 Juli 1991. Kedua, pada tan@$alDesember 1989
disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 nfat@89 tentang
Peradilan Agama, setelah mengalami pembahasan yangat alot, baik di

kalangan Pemerintah maupun di Dewan Perwakilan &aky

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islanakigh mudah
untuk dijabarkan secara singkat. Apabila mempédaatkonsideran Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agamag&ngl Maret 1985

No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Parkam Pelaksanaan

*Cik Hasan Bisri,Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasiofiddkarta: Logos
Wacana llmu, 1999), 1-2
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Proyek Pembangunan Hukum Islam Kompilasi Hukummisldikemukakan ada

dua pertimbangan mengapa proyek tersebut diads&an:>°

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah gAdrepublik
Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua Ulingan peradilan di
Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agapslu mengadakan
Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukypositif di
Pengadilan Agama;

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi menkagkakelancaran
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib admasistdalam proyek
pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, mpagan perlu
membentuk suatu tim Proyek yang susunannya teddin para Pejabat

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Inglane

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam disusun ataskarsa penguasa
negara, yakni Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agamelalui Surat
Keputusan Bersama dan mendapat pengakuan ulamdetbagai unsur. Secara
resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan konsengog() ulama’ dari berbagai
golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakenara nasioanal, yang

kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substadsakiukan dengan
mengacu kepada sumber Hukum Islam, yakni Al-Quriam Sunnah Rasul,
sedangkan secara hirarki mengacu pada peraturéamgemngan-undangan yang

berlaku. Disamping itu, para perumus KHI mempekKaatiperkembangan yang

®Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Inddag§Jakrta: akademika Pressindo)
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berlaku secara global serta memperhatikan tatamgont Barat tertulis dan
tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dendgatanan hukum Islam.
Berkenaan dengan hal itu dalam beberapa hal, maditadopsi dan modifikasi
tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan d&mi KHI merupakan
suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonefagan kata lain KHI

merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindaaa&®

Pengkajian tentang asas-asas dan kaidah-kaidahmhiglam dalam
berbagai butir pasal KHI dapat dihubungkan dengabdgai pandangangaha
daro berbagai madzhab. Hal itu dapat menjelaskamartg kecenderungan
pemikiran yang dominan didalam rumusan KHI. Pergujiu amat diperlukan,
sehingga terhindar dari cara berfikir tipikal dgrieri bahwa madzhab tertentu

mungkin dipandang dominan, yang sekaligus menafikadzhab lainnya.

Berkenaan dengan kawin hamil, Kompilasi Hukum Isldimindonesia
yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Prasidemor 1 Tahun 1991
sebagai pedoman bagi hakim di Lembaga PeradilanmAganembicarakan
perkawinan perempuan hamil karena zina dan dingatakolei’> Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan gien Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 terdapat bab khusus mengenankaamil, yaitu pada

pada Bab VIII, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawmldengan pria yang

menghamilinya.

®iCik Hasan Bisri,Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasioddkarta: Logos
Wacana llmu, 1999), 9

%2Amir Syarifuddin, Merentas Kebekuan ljtihad, Isu-isu Penting Hukutans Kontemporer Di
Indonesia(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 192
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(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut padai 4¥%) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelalsiraknya
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wdmtail, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dittag lahir®®

Pada dasarnya pendefinitifan kebolehan kawin hgemb diatur dalam
KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompstismdengan hukum Adat.
Kompromi itu, ditinjau dari kenyataan terjadinyahtikaf dalam ajaranfigh
dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psghe. Dari berbagai faktor
yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasasstishlah sehingga dari
penggabungan faktakhtilaf dan‘urf perumusan KHI berpendapat: lebih besar

maslahatmembolehkan kawin hamil daripada melarangiya.
Acuan penerapan kawin hamil :

a. Dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuapasigria yang mau
mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang mentjh&ecuali si wanita
menyanggah (mengingkari)

b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menukegjghiran bayi

c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai h@vumtarah dan
hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengatmggapan yang
seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai umk Adat yang
menetapkan asasetiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorandaldia

pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menarBmuan utama asas

®3Tim Redaksi FOKUSMEDIAHimpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Klasipi
Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2007), 20
%4 Cik Hasan Bisri, Op. Cit, 57
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kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi péuingan hukum yang

pasti kepada anak yang ada dalam kandungan.

Kompromi nilai ini perlu, sebab salah satu tujuaama atas kebolehan
kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungakuinu yang pasti kepada
anak dalam kandungan. Untuk apa dibolehkan kawmilhealau anak yang di

dalam kandungan tetap berstatus anak zina.

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengannkbamil. Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sengaja dirumuskan damgsingkat dan agak
bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keluasani lp@mgadilan untuk
mencari dan menemukan asas-asas baru melalui samlaan konstruksi yang

lebih aktual dan rasionAt.

3. Status Anak Luar Kawin

a. StatusAnak Luar Kawin Dalam Hukum I slam

Pemeliharaan dan perlindungan agama adalah mebndseseorang
untuk beragama sesuai dengan kepercayaan dengayaddeangan memfitnah
dan melecehkan agama, larangan sesat dari aganw dianut, larangan
menistakan agama, larangan selalu berbuata anarisbdrbuat kerusak&h.
Pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama s$ebagasi pokok yang
diwujudkan dalam bentuk syari’ah adalah agar ummetusia tidak melepaskan
diri hubungannya dengan Sang Khalik Allah SWT saebdgibunganreligius

transendentalOleh karena itu setiap hukum yang dibentuk haessia dengan

®5yahya Harahap, Op.Cit, 42
I mam Al-SayuthiAl-Isybah Wa al-Nadhair(Beirut: al-Maktabah, 1989897
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nilai-nilai yang dikandung dalam wahyu baik yangsifat qauliyah (al Qur’an),
maupun yang bersifaba’nawiyah(al hadist), sebab bila manusia telah melepaska
diri hubungannya dengan Allah SWT, akan berimplikesgatif pada kehidupan

bermasyaraat secara umum.

Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemelihderaperlindungan
bagi setiap anak dengan status yang jelas, hapesl@iukan sebagai bagian dari
masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang @isekdang tuanya, baik sisi
jasmaninya maupun ruhanin§/aUntuk menjamin terpeliharanya keturunan ini
dalam hukum Islam diharamkan melakukan hubungamisigri diluar ikatan
perkawinan, dan terbentuknya lembaga perkawinarg ydisyari'atkan. Dan
pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta adadatelihara dan melindungi
harta dari segala bentuk-bentuk dhalim, pencupanjpuan, dan penghancuran.
Apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidakeldrara dan tidak dilindungi
oleh hukum, maka tatanan kehidupan manusia akangatani ketidak
nyamanan, dan kehancuran, karena unsur-unsur pglolg membentuk

kehidupan ini telah tidak ada.

Menurut hukum Islam anak yang lahir di luar perkeam secara hukum
tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, ite@phanya memiliki
hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan, ansdbigrdinamakan juga anak
zina dan anakan. Dalam kitab-kitab fikih, anak zina adalah anakihperbuatan

zina%®

"Abu ZahrahUshu Figh,(Beirut: Dar Al- Fikr, 198), 278
®8Asyari Abdul GhofarPandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sestigathil, (Jakarta:
PT Raja Grasindo Persada, 1996), 81



a7

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bodayebab
timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehemga zina tidak boleh
dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun seicdogi® berasal dari benih
laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahmasab itu merupakan
karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu meerpékdak pidanalarimah)
yang sama sekali tidak layak mendapatkan balsamatjkmelainkan balasan
berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratusl&alpembuangh selain

itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi dalam seladitsh

@ A

e
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O35 O 3500h A e

saall bl i Al ot

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. &®ta: “Anak itu bagi yang
meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedandkagi pezina ia hanya berhak
mendapatkan batu”. (HR. Muslim)

Hadist tersebut telah disepakati oleh para ulammabdésbagai kalangan
mazhab sebagai alasan, bahwa pezinaan itu samia tsdda akan berpengaruh
terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara amgdndayah biologis yang
menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubamgasab antara anak dengan
ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa asp&ksywt mana lelaki yang
secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkédund sebagai orang lain,
sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada nglam waris mewarisi,

bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayahdukgnya tidak

diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-leking itu tidak menjadi wali

H. M. Nurul Irfan,Nasab & Status Anak dalam Hukum Islgdakarta: Bumi aksara, 2012), 114-
115
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dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebabaakgeduanya tidak ada

hubungan sama sekali dalam syariat isfam.

KalanganSyafiiyahberpendapat bahwa persetubuhan dalam bentuk zina
tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, tidak ménikan hak nafkah, hukum
mushaharah berlakunya nasab dengan suami, dan kewajitddah bila terjadi
perceraian. Atas dasar itu Imam Syafi'i menetagiaiwa anak tidak mempunyai
hubungan apa-apa dengan laki-laki yang menzinanydudan seandainya ia
perempuan boleh saja ia dikawini laki-laki itu. dkdada kewajiban iddah bagi

perempuan berzina atau dengan kata lain ia tidakpueyaiiddah

Kalangan Hanafiyah meskipun menetapkan sebagai akibat hukum bagi
perempuan yang berzina seperti hubunganshaharah namun dalam hal
kewajibaniddah ia tidak memperlakukan akibat hukum. Hal ini berbahwa
perempuan yang berzina tidak perlu menjalddah sebagaimana yang berlaku

terhadap perempuan yang bercerai dengan suarffinya.

Sebagian menetapkannya dengan melahirkan anak ssefaa; yang
berlaku terhadap perempuan yang bercerai. Seb&grarya mengatakan bahwa
yang beriddah dengan melahirkan anak itu hanyadtdriiyang bercerai dari
suaminya, karena anak yang lahir dinasabkan Kkepkkalaki yang
menceraikannya. Sedangkan bagi perempuan yanghaeenak yang dilahirkan
tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamalir@leh karena itu iddahnya
bukan dengan melahirkan anak tetapi tiga kali sesudah melahirkan anak,

sebagaimana yang berlaku di kalangan ulitakkiyah.

H. M. Nurul Irfan,Nasab & Status Anak dalam Hukum Islgdakarta: Bumi aksara, 2012), 115
"Amir Syarifuddin, Op.Cit, 195
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Berkenaan dengan anak di luar perkawinan sah, Mai§u Shihab
berpendapat bahwa, anak yang lahir adalah anaktigaigsah dalam pandangan
Tuhan sehingga seharusnya ayah sang anak yangakernupasil benihnya itu,
tidak diakui sebagai anak yang sah. Namun, seayalaang ayah/suami yang
menikahi itu mengakuinya, dari segi hukum formadlanersebut dapat dinilai
sebagai anak yang sah, dengan syarat bahwa kelayaraerjadi minimal enam
bulan setelah pernikahannya dan tidak melampauiansstahun dari masa

perceraian mereka, jika terjadi percerdian.

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yangnghamilinya,

maka terjadi perbedaan penddpat

a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawiatedah usia kandungannya
berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari ¢nbpéan, maka bayi
tersebut adalah anak suaminya yang sah.

b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adaaék di luar nikah,
walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak dalakh anaknya, karena

hasil dari sperma dan ovum dari ibunya itu.

Mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang whitiaoleh pria
lain, kendatipun ada ulama berpendapat perkawirtan sah, tetapi tetap
berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah sebagabdl (penutup aib), apakah
dia mengawini wanita itu dengan sukarela atau Karada imbalan. Apalagi
kalau dia bukan seorang pezina (hidung belangla Rang pantas menjadi

pasangan wanita itu adalah pria pezina pula.

M. Quraish ShihabPerempuan(Jakarta: Lentera Hati, 2005), 254
M. Ali Hasan,Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islédakarta: Siraja, 2003), 259
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Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi amaig ysah menurut
hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dansan, berlaku seperti
anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk mergmatakh perkawinan itu,
sebagaimana pendapat ulama di atas, perkawindet@n ada cacatnya, ditinjau

dari segi agama, psikologis, dan sosioldgis.

b. StatusAnak Luar Kawin Dalam Hukum Positif

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluanga tydak hanya
menyangkut persoalan antara suami dan istri, najuga menyangkut status
keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu huburgaara laki-laki dan
perempuan. Menurut Pasal 42 Undang-undang Perkawiiava yang dimaksud
dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dakma&ibat perkawinan sah,
sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pagal {2a dalam perkawinan
yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamaayakepercayaannya

itu.”®

Dari dua ketentuan diatas jika diartikan secarssdmanan maka anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suakawean yang sah menurut
agama atau kepercayaan dari suami dan istri atakiyang lahir sebagai akibat
dari perkawinan menurut agama dan kepercayaandiangt oleh suami dan istri

yang melangsungkan perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukur@ntang sah

tidaknya anak, selalu tidak terlepas dari keabsgteakawinan yang dilakukan

M. Ali Hasan, Op.Cit, 262-263
™D.Y. Witanto, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar KawisdaaKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinar,Jakarta: Pustakara, 2012), 137
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oleh kedua orang tuanya. Karena dari perkawinag gah akan melahirkan anak
yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sahbatlakan sama sekali tidak
pernah ada perkawinan, akan melahirkan anak daaimssanak yang tidak sah

(anak luar kawin).

Sedangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam etmutian:
“Anak sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalaauakibat perkawinan yang
sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah ditaam dan dilahirkan oleh istri
tersebut.”® Dalam pasal tersebut anak yang sah adalah anak Ighir akibat

pernikahan yang sah bukan sekedar lahir “dalankgv@nan yang sah.

Sebab kalau dengan menggunakan kata “dalam”, bearg penting
pada saat anak itu lahir, orangtuanya sebagai gasazina telah terikat dalam
sebuah pernikahan. Bahkan seandainya pada saaditkgntraksi otot rahim
karena sudah pembukaan satu ata dua menjelangr&alddayi itu dan proses
pernikahan mereka baru berlangsung, kemudian dafakiu beberapa menit
berikutnya sang bayi lahir, maka atas dasar rumesasal 99 KHI di atas tetap
saja dinyatakan sebagai anak sah, bukan anakpadahal jelas-jelas pembuahan
embrio bayi tersebut terjadi pada saat mereka beduikat dalam sebuah akad

pernikahan yang sdf.

Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependadukoerhak
mendapat akta kelahiran sebagaimana anak-analadalhupmumnya, namun oleh

karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndatepgrPerkawinan jo. Pasal

*Tim Redaksi fokusmediadimpunan Peraturan Perundang-undangan tentang KaspiHukum
Islam,(Bandung; Fokusmedia, 2007), 34
™. M. Nurul Irfan,Nasab & Status Anak dalam Hukum Islgdakarta: Amzah, 2012), 159
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100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwak dnar kawin hanya
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya damakgh ibunya, maka hal itu
berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatankakhhiran bagi anak luar
kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanyaaksebutkan nama ibunya
saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatandasdga kelahiran si anak.
Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengah dyjologisnya
mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-terhadap anaknya, dan
sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apasdayah yang berhubungan

dengan hak-hak keperdata@n.

Anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukwsacara
keperdataan dengan ayah biologisnya jika si ayahmbed pengakuan
terhadapnya. Pasal 280 KUH Perdata menyebutkan ebalemgan pegakuan
terhadap anak di luar kawin, terciptalah hubungamigta antara si anak dengan
bapak atau ibu biologisnya. Pengakuan terhadap lanalkawin dapat dilakukan
dengan suatu akta otentik, bila belum dilakukaamasuatu akta kelahiran atau

pada waktu pelaksanaan perkawifan.

Jika dicermati uraian pertimbangan Putusan MK, makaenarnya
maksud pertimbangan tersebut tidak hanya berlaku dénak luar kawin dalam
pengertian hasil dari perkawinan siri, namun jugddku bagi seluruh jenis anak
luar kawin termasuk anak zina, walaupun konteksnpépbnan judicial review

dalam perkara tersebut berlatar belakang persgadm@winan siri, hal ini dapat

®D.Y. Witanto, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawisd@aKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinarg,Jakarta: Pustakara, 2012), 31-32

D.Y. Witanto, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar KawisdaaKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinarf,Jakarta: Pustakara, 2012), 32



53

dilihat dari isi pertimbangan Putusan Mahkaman Kitus yang berkaitan
dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemjpidicial review yang
mana bunyinya : “Dengan demikian, terlepas dari goasedural/administrasi
perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapagerlindungan hukum.
Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalahkayeng dilahirkan di luar
perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosan&akelahirannya di luar
kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memilikielesan status ayah
seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil siagma di tengah-tengah
masyaraat. Hukum harus memberi perlindungan daaskepm hukum yang adil
terhadap status seorang anak yang dilahirkan dkfhdla yang ada padanya,
termasuk terhadap anak yang dilahirkan termasukdedean terhadap anak yang

dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya mag#rskengketakan™

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut masal Ba ayat (1)
UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkadugdir perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan gelulaunya” harus dibaca,
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempungabungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-lekiagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tegmalan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasoidnigan perdata dengan

keluarga ayahnya™

8D.Y. Witanto, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawisd@aKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinarg,Jakarta: Pustakara, 2012), 252-253
8D.Y. Witanto, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar KawisdaaKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinar,Jakarta: Pustakara, 2012), 253
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Oleh karena tidak ada satupun kalimat dalam pedangban Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan atau setidatapat ditafsirkan hanya
berlaku bagi anak yag dilahirkan dari pernikahan siaka kaidah hukum yang
menyangkut tentang perlindungan anak di luar kadgiam putusan tersebut juga

berlaku bagi semua jenis anak luar kawin.

Dalam putusan MK dalam uji materi pasal 43 ayat 1/1974 yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawminhanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibuklyasusnya mengenai hak
untuk mendapatkan status hukum anak, dalam peajelslK disebutkan bahwa
pertama, setiap kelahiran, secara alamiah pasthdidi kehamilan seorang
perempuan akibat terjadinya pembuahan melalui hgdouiseksual dengan lelaki
atau melalui rekayasa teknologi. “Seorang laki-l@&n seorang perempuan yang
menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebutshbemtanggung jawab atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sertalbeatas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dergasal 28b ayat (2) UUD 1945.
Kedua, putusan MK membuka kemungkinan bagi ditemoy@ subjek hukum
yang harus bertanggung jawab terhadap anak dimaehatai bapaknya, melalui
mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian daekda ilmu
pengetahuan dan teknologi mutakhir dan atau hukiaam rangka meniadakan
ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam makgdr Ketiga, terkait

perspektif Undang-undang Perkawinan yang memilirakizr khas, dalam
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pengertian formal merupakan hukum yang bersifafikasi sehingga terdapat

norma hukum yang berlaku untuk seluruh wéfga.

C. Kewenangan

Secara etimologi, kata kewenangan berasal dari #atar wenang,
berwenang yang memiliki makna mempunyai, mendagladan kekuasaan untuk
melakukan sesuafti.Sedangkan kata wewenang merupakan hak dan kekuasa
untuk bertindak; kewenangan, kekuasaan membuatik&oy memerintah, dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; Kamwgan bermakna hal

berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untigkniean sesuattf

Dalam hukum publik wewenang itu selalu merupakasekeuhan dari
hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam pelaksaneanenang pemerintahan
itu ada kalanya sifat kebebasannya yang menomalpit adakalanya justru sifat
ikatannya yang nampak jel¥s.Namun adakalanya pengertian wewenang itu
diartikan lebih luas tidak sekedar dalam arti sudemampuan untuk
menimbulkan akibat-kaibat hukum, tetapi dalam seng lebih umum untuk
dapat berbuat atau melakukan sesuatu. Misalnyaebang memberikan nasihat.
Dalam hal ini sebenarnya bukan mengenai wewenatgk umenimbulkan suatu
akibat hukum, tetapi untuk dapat secara nyata megguehi keputusan yang

akan diambil oleh lain instansi.

8H. M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islaf@akarta: Bumi aksara, 2012),
195-196

8pyusat Pembinaan dan Pengembangan Balkasaus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1128

¥pysat Pembinaan dan Pengembangan Balk@saus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1128

®ndroharto, S.H.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tasaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1990)
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Wewenang merupakan bagian yang sangat pentingataarbawal dari
hukum administrasi, karena pemerintahan (admiigtizaru dapat menjalankan
fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnymyarkeabsahan tindak
pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dpknaturan perundang-
undangan. Menurut S.F. Marbun, wewenang menganduingemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau segarais adalah kemampuan
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yandgke untuk melakukan
hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewengegnerintahan

memiliki sifat-sifat®, antara lain :

-~

Express implied

2. Jelas maksud dan tujuannya

3. Terikat pada waktu tertentu

4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dak tediaulis

5. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan kding

Menurut Bagir Manan, dalam Hukum Tata Negara, Kelaa
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbMdetvenang mengandung
arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untulakukan atau tidak
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak datuk melakukan tindakan
tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakwtau tidak melakukan
tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negaeavenang pemerintahan
yang bersumber dari peraturan perundang-undangmanoteh melalui cara-cara

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

%3sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adinistrg¥ipgyakarta: LaksBang
Pressindo, 2008), 49-50
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Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemeantglang baru oleh
suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undamyasini oleh peraturan
perundang-undangan sendiri dilahirkan atau dicgtaksuatu wewenang

pemerintah bartegislatorsyang kompeten untuk memberikan atribtisi.

Sedangkan delegasi terjadilah perlimpahan suatuewamg yang telah
ada oleh badan atau Pejabat TUN yang telah mengpersliatu wewenang
pemerintahan secara attributive kepada Badan atgabd& TUN lainnya. Jadi

suatu delegasi itu selalu didahului oleh adanyausatsibusi wewenan@:

Pada atribusi wewenang, disitu terjadi pemberiaiuiswewenang oleh
suatu ketentuan peraturan perundang-undangan spddagielegasi disitu terjadi
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada. Sebaligaga mandate, di situ
tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru mapelimpahan wewenang dari
Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang®f@ialam hal mandaat maka
di situ tidak terjadi perubahan apa-apa mengenaienang yang telah ada, yang

ada hanya suatu hubungan intern.

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bdgp sindakan
dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintalo@mgan adanya dasar
kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan panblmakum yang dilakukan
oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorilsabagai tindakan dan

perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa adaeldaganangan, maka setiap

#ndroharto, S.H.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tésaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1990), 65

®Indroharto, S.H.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tésaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1990), 65

®Indroharto, S.H.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tésaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1990), 65-66



58

tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan olehps&evel pemerintah dapat
dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yanigriangan dengan hukum
dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran wtghatas-asas umum

pemerintahan yang baik.

Secara umum, kewenangan pemerintah dapat dipemoédiui atribusi,
delegasi dan mandat serta tugas pembantuan. Cargper@eh kewenangan
tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan gé&ikgy dntara berbagai level
pemerintahan yang ada di suatu negara. Sebagavhcopelaksanaan atribusi
kewenangan memerlukan adanya pembagian atasanedariptahan bawahan.
Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adéewel pemerintahan yang

lebih tinggi @elegato) dan level pemerintahan yang lebih rendddidgank

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga rkdéngan hak,
kewajiban, dan tanggung jawab di antara berbagai lgemerintahan yang ada.
Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, dsiegdan mandat dapat
digambarkan bagaimana berbagai level pemerintadyaeldut mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antdra legel pemerintahan
dengan level pemerintahan lainnya. Dengan demikasyadi perbedaan tugas dan
wewenang di antara berbagai level pemerintahareliets dan pada akhirnya
dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuagaantanggungjawab di
antara mereka. Oleh karena itu, makna dari peripeded, kewajiban dan
tanggungjawab dari berbagai level pemerintahan yataymerupakan suatu hal
yang secara pokok menggambarkan secara nyata kegaengang dimiliki oleh

masing-masing level pemerintahan yang ada di swegara.
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Berdasarkan peraturan perundang-undangan yankbeldam pasal 1
ayat 2 undang-undang tersebut, selain mengandurighanantuk keabsahan
(dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintataag dilakukan oleh para
Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, juga mekanjbkhwa hanya peraturan
perundang-undangan yang berlaku sajalah yang memnmumber lahirnya atau
berasalnya yang memberikan wewenang pemerintahag geniliki oleh para
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam negeKarena itu sekarang
penting untuk dilihat bagaimana Belanda atau JabaidN itu memperoleh

wewenang-wewenang untuk melaksanakan pemerintaefsebtt’

Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalamkuim
administrasi, wewenang pemerintah berdasarkan ngdatdapat dilakukan

pembagian, sebagai berikut :

1. Wewenang yang bersifat terikat : yakni wewenangyylaarus sesuai dengan
aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaarebu¢rsdapat
dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan kegutyang diambil

2. Wewenang bersifat fakultatif : yakni wewenang yahmiliki oleh badan
atau pejabat administrasi, namun demikian tidak #&edavajiban atau
keharusan untuk menggunakan wewenang tersebutedaaqt anyak masih
ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanypatlailakukan dalam hal
dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya

3. Wewenang bersifat bebas : yakni wewenang badanpagjalbat pemerintah

(administrasi) dapat menggunakan wewenangnya sebatzas untuk

“Indroharto,Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tiaha Negara Buku |
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Us&lepara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004),
90



60

menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yaken dikeluarkan,
karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kppadama wewenang

tersebut.

Walaupun melekat adanya wewenang bebas, namun idemik
pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya tidakatdamenggunakan
wewenang bebas tersebut sebesar-besarnya, kardakmh Negara hukum tidak
ada wewenang dalam arti sebebas-bebasnya atau akebelianpa batas.
Wewenang selalu dijalankan dengan batasan-batasdumh mengingat
wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundadgngan yang berlaku.
Oleh karena itu legitimasi penyelenggaran pemdrirgdalah wewenang yang
diberikan oleh Undang-undang (norma wewenang), slabstansi dari asas
legitimasi (egalitiet beginselen dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
wewenand® Berdasarkan hal tersebut wewenang bebas atau afliklsmgan
diskresi ataureis Ermesseryakni kebebesan untuk dapat bertindak sendiri atas

inisiatif sendiri.
D. Diskresi

Secara etimologis, istilalrreies Ermersserdari bahasa Jermarei
artinya bebas, lepas, tidak terikat, merdékaiesartinya orang yang bebas, tidak
terikat, dan merdeka. Sedangkdmesserberarti mempertimbangkan, menilai,
menduga, memperkirakanFreies Ermessenberarti orang yang memiliki
kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertinkbangesuatt’ Dalam

bahasa Inggris dikenal dengan istiladistretion” atau ‘discretion power, di

Isadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administr@épgyakarta: LaksBang
Pressindo, 2008), 52-55
“Ridwan HR,Hukum Administrasi Negargyogyakarta: Ull Press, 2003), 133
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Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah sk yang diterjemahkan
sebagai kekebebasan bertindak atau keputusan yemgbill di atas dasar
penilaian sendiriDiscretion dalanBlack Law Dictionary mengandung arti &
public official’'s power or right ti act in certaircircumstances according to
personal judgment and conscienceRenekanan dalam arti tersebut pada
kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menuryukesan dan hati nurani
sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasau&skan atau wewenang yang

melekat pada pejabat publik selaku pengambil kegauntu

Menurut Prajudi Admosudirjo, diskresi adalah suahebasan bertindak
atau mengambil keputusan menurut pendapat seddiriNata Saputra memaknai
Freies Ermessendalah suatu kebebasan yang diberikan kepadadamhanistrasi
Negara mengutamakan keefektifan tercapainya sugtuart @oelmatigheid)

daripada berpegang teguh kepada ketentuan hékum.

Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasangarabil keputusan
dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendgpasendiri. Sedangkan
menurut Rancangan Undang-undang Administrasi Pataban Draf Bulan Juli
2008 di dalam Pasal 6 mengartikan diskresi sebagaenang badan atau pejabat
pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang ngdinkan untuk
melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dtau tindakan faktual

dalam administrasi pemerintahan.

Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wamgerfakultatif

yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan ataabpéjtata usaha Negara

%3sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administr@épgyakarta: LaksBang
Pressindo, 2003), 64-65
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menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan piliekalipun hanya dalam hal-

hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peratiasarnya’

Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintatrah Bulan Juli
2008 dalam pasal 6 ayat (1) memberikan batasaradeph diskresi dengan
menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan atau badkanmhlainnya yang
menggunakan diskresi dalam mengambil keputusanbwagmpertimbangkan
tujuan diskresi itu sendiri, peraturan perundandamgan yang menjadi dasar
diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yangSsénjutya ayat (2) dan ayat
(3) menyebutkan bahwa penggunaan diskresi wajitertdipggungjawabkan
kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang kdinugikibat keputusan
diskresi yang telah diambil serta dapat diuji melalpaya administratif atau
gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentaeselut berarti bahwa

Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Kewenanganfreies Ermessen sebagai penyelenggara pemerintahan
bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akapi teinduk pada peraturan
perundang-undangan, hukum tertulis berupa asasdasas) pemerintahan yang
baik. Oleh karena itu penggunaan wewenang tindéledras dilakukan dengan

syaraf®:

a. Tidak bertentangan dengan satu aturan hukum
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskatakan

tersebut dilakukan

*Indroharto, S.H.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tésaha Negara,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 99-101

“Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adsmiasi Indonesia, (Yogyakarta:
GadjahMada University Press, 2008), 70
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c. Harus patut, masuk akal, dan tidak termasuk dalamykup
jabatannya
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yamgksa, dan

e. Menghormati hak asasi manusia

Ada beberapa manfaat atau aspek kelebihan dalaggpeaan prinsip
Freies Ermessenatau kebebasan bertindak oleh pejabat pemerinttu y

diantaranya;

a. Kebijakan pemerintah yang bersiftnergencyterkait hajat hidup orang
banyak dapat segera diputuskan atau diberlakukah @emerintah
meskipun masih debatable secara yuridis atau batekg@di keosongan
hukum sama sekali

b. Badan atau pejabat pemerintah tidak terjebak padaalisme hukum
dengan asumsi bahwa tidak ada kekosongan hukunseagp kebijakan
publik (policy) sepanjang berkaitan dengan kepentingan umum atau
masyarakat luas

c. Sifat dan roda pemerintahan menjadi makin fleksilsehingga sektor
pelayanan publik makin hidup dan pembangunan bamingkatan
kesejahteraan rakyat menjadi tidak statis aliagptdinamis seiring dengan

dinamika masyarakat dan perkembangan zaman

Namun begitu, disisi lain kebebasan bertindak olaparatur
pemerintahan yang berwenang sudah tentu juga matkerb kompleksitas
masalah karena sifatnya yang menyimpangi asasitegalalam arti yuridis

(unsurexceptioi.
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Memang harus diakui apabila tidak digunakan secemaat dan hati-hati

maka penerapan asagies Ermessemi rawan menjadi konflik strutural yang

berkepanjangan antara penguasa versus masyaraleabeberapa kerugian yang

bisa saja terjadi jika tidak diantisispasi secai lpakni diantaranya;

a. Aparatur atau pejabat pemerintah bertindak seweneamg;ng karena

d.

terjadi ambivalensi kebijakan yang tidak dapat dgegungjawabka
kepada masyarakat

Sektor pelayanan publik menjadi terganggu atau mateakin buruk
akibat kebijakan yang tidak populer dan non respodimmbil oleh
pejabat atau aparatur pemerintah yang berwenang

Sektor pembangunan justru menjadi terhambat akigaimlah kebijakan
(policy) pejabat atau aparatur pemerintah yang kontragtdddengan
keinginan rakyat atau para pelaku pembangunanyainn

Aktifitas perekonomian masyarakat justru menjadisifpadan tidak
berkembang akibat sejumlah kebiakanlicy) yang tidak pro-masyarakat
dan terakhir adalah terjadi krisis kepercayaan ipuigrhadap penguasa
dan menurunnya wibawa pemerintah di mata masyass{zdgai akibat
kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak simpatdlan merugikan

masyarakat
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E. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan atpalicy digunakan untuk menunjuk
perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabatuskelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam snmidang kegiatan tertentu.
Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan ddatif memadai untuk
keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namunadiekjrang memadai
untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifisialn dan sistematis
menyangkut analisis kebijakan pubifkPenanggulangan atau pengurangan atas
sejumlah masalah fenomenal yang terjadi di linglmngekitar, memerlukan

solusi dalam bentuk kebijakan publik.

Dalam realita politik, apa yang disebut denganlaistierminology
kebijakan policy) itu seringkali penggunaannya dalam komunikasttigataling
dipertukarkan iGterchangeablydengan istilah-istilah lain, seperti tujuagoéls,
program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentusulan-usulan, dan

rancangan-rancangan besgapd desighyang dibuat oleh pemerintah.

Dalam literatur lain disebutkan bahwgpolicy diartikan sebagai
kebijaksanaan namun ada pula yang menyebutnyaadtedmjakan,dalam kamus
besar bahasa indonesia makna dari kata kebijak&un kgpandaian; kemabhiran;
kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang dneygds besar dan dasar
rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpia@m cara bertindak (it

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan ciéa-tijuan, prinsip, atau maksud

*Budi Winarno Kebijakan Publik Teori & ProsegYogyakarta: Media Pressindo, 2007), 16



66

sebagai garis pedoman untuk manajemen di usahaapwnsasaran; garis

haluan®’

Sedangkan kebijaksanaan yaitu kepandaian menggurakad budinya
(pengalaman dan pengetahuania)stilah policy (kebijaksanaan) seringkali
penggunaanya saling dipertukarkan dengan istildlahs lain seperti tujuan
(goalg, program, keputusan, undang-undang, ketentuamtein, usulan-usulan,
dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pemhigtksanaangolicy makey
dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklalamknenimbulkan masalah apapun
karna mereka menggunakan referensi yang sama nbagirorang-orang yang
berada diluar struktur pengambilan kebijaksanagahsistilah tersebut mungkin

akan membingungkafi.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksahadrartikan sebagai
pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadita®derhana atau kopleks,
bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kalbam jelas, longgar atau
terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatifatgik atau privat’® Kebijaksanaan
dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatladedt mengenai suatu dasar
pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentafusprogram mengenai

aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

°Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&ujesa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 131

%Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&sjesa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 131

%Solichin Abdul WahabAnalisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implemesitéebijaksanaan
Negara,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 1-2

1950lichin  Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implemesita
Kebijaksanaan NegardJakarta: Bumi Aksara, 2001), 2
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Seperti yang telah diungkap di atas bahwa terdapatyak definisi
mengenai kebijakan publik, masing-masing definigmmiiki penekanan yang
berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang laebeeth pula. Berikut ini

beberapa definisi tentang kebijakan publik:

a. Robert Eyestone yang mendefinisikan kebijakan pub&bagai hubungan
suatu unit pemerintah dengan lingkungantiya.Definisi ini dapat
diklasifikasikan sebagaidemocratic govermancedimana di dalamnya
terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalagkaamengatasi persoalan
publik.

b. Chandler dan Plafi®¥ mendefinisikan kebijakan publik adalah pemanfaatan
yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yadg untuk
memecahkan masalah-masalah public atau pemerikthbijakan publik
merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukaaragerus menerus oleh
pemerintah demi kepentingan kelompok yang kuranguribeng dalam
masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut Uesipasi dalam
pembangunan secara luas. Pengertian kebijakarcpubhurut Chandler dan
Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagairuaesi pemerintah. Dalam
hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instntiyeng dimiliki untuk
mengatasi persoalan publik.

c. Thomas R. Dy¥*, menurutnya kebijakan publik dikatakan sebagaiyamay

tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh parah. Pokok kajian

1013 ,di Winarno Kebijakan Publik Teori & Prosed,6

%Hessel Nogi S. TangkilisanT&ori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijak&ublik
yang Membumi, Konsep, Strategi dan KagMsgyakarta: Lukman Offset dan YPAIP, 2003), 1
1%Hessel Nogi S. TangkilisanTeori dan Konsep Kebijakan Publikialam kebijakan publik yang
Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, (Yogyakartkamn Offset dan YPAPI, 2003), 1
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dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selaymtdikembangkan dan
diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpunigndalmu kebijakan
publik. Definisi kebijakan public menurut Thomas Rye ini dapat
diklasifikasikan sebagai keputusade€ision making dimana pemerintah
mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusaitatifortermasuk
keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demataEnya suatu

persoalan publik.

Sedangkan dalam kata lain, pendefinisian kata ¢&n policy yang
diartikan sebagai kebijaksanaan menyebutkan bakiahi kebijaksanaan lebih
sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitadeygan tindakan-tindakan
atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaganaepada umumnya. Terdapat
beberapa pandangan ilmuan politik berkenaan denrgghijaksanaan, Carl
Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijaksanaarh ialzatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh sesedkalugnpok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan addmayabatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang untuk mencapaariugiau mewujudkan sasaran

yang diinginkart>*

Tidak jauh beda dengan Anderson, yang merumuskéiaksanaan
sebagai langkah tindakan yang secara sengaja kidlaknieh seorang aktor atau
sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalahpetaoalan tertentu yang

dihadapi'® Konsep ini membedakan secara tegas antara kedija&s f§olicy)

%Solichin - Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implemesta
Kebijaksanaan NegardJakarta: Bumi Aksara, 2001), 3
1%g0lichin - Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implemeita
Kebijaksanaan NegardJakarta: Bumi Aksara, 2001), 3
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dan keputusandgcision), yang mengandung arti pemilihan di antara sejbmla

alternatif yang tersedia.

Dalam lingkup analisis kebijakan publik (public gl analysis) makna
yang terkandung dalam terminologi isu bukanlah de@g@a yang umumnya
dipahami oleh orang awam dalam perbincangan sihari-Dalam hal ini istilah
isu tidak pernah dirumuskan dengan jelas, namuagselsuatutehnical term
utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatanmaaka lebih kurang sama

dengan apa yang kerap disebut sebagai masalahkabijpolicy problem).

Dalam analisis kebijakan publik, konsep ini menetnpasisi sentral.
Hal ini mungkin ada kaitannya dengan fakta, balpvases pembuatan kebijakan
publik apa pun pada umumnya berawal dari adawareness of a problem
(kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misahagmlnya kebijakan tertentu
dalam upayanya mengatasi suatu masalah pada sogkattyang dianggap
memuaskan. Tapi, pada situasi lain, awal dimulaprgses pembuatan kebijakan
publik juga bisa berlangsung karena adanya magettédntu yang sudah sekian
lama dipersepsikan sebagai belum pernah tersefgbhhatau ditanggulangi lewat
kebijakan pemerintah. Pada titik ini kemudian mutaeémbangkitkan tingkat

perhatian tertenttf®

Dalam memperluas cakrawala pandang dan memperdaamhaman
mengenai konsep kebijakan, ada baiknya jika digidraberbagai hal yang akan

diuraikan berikut;

1%g5plichin - Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implemesita
Kebijaksanaan NegardJakarta: Bumi Aksara, 2001), 35-36
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Kebijakan Harus dibedakan Dari Keputusan

Perbedaan Antara kebijakapo(icy) dengan keputusanlécision)kerap

kali tidak terlalu diperhatikan cenderung keduamlygama artikan serta tidak

diberikan penjelasan secara rinci, padahal diarkadwanya memiliki beberapa

aspek yang cukup mendasar sehingga tampak adarbedpan keduanya, aspek

tersebut antara laifY ;

a.

Kabijakan ruang lingkupnya jauh lebih besar dargpidputusan. Kebijakan
pada umumnya terdiri dari serangkaian keputusanotksepn yang saling
terkait, dan kadangkala langkah-langkah yang tetddmlalamnya bersifat
rasional (misalnya keputusan bahwa ada masalaéntertyang dihadapi,
keputusan untuk berbuat sesuatu guna mengatasilamaisa, keputusan
untuk memilih cara yang terbaik guna memecahkanalalastersebut atau
mungkin keputusan untuk mengesahkan/mengundang&annBahkan
seandainya langkah-langkah tindakan yang akan diambmungkin tidak
begitu jelas, suatu kebijakan biasanya menyanghkiaeraksi dari berbagai
keputusan yang satu sama lain terjalin dengan erat.

Meskipun dalam suatu keputusan tunggal mungkirapatilangkah-langkah
tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya paad-saat penentuan pilihan
terbaik diantara berbagai macam pilihan yang teas@@&mahaman terhadap
kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahag yendalam terhadap
keputusan-keputusan, baik sebelum maupun sesutiahpduinya saat-saat

kritis itu.

9Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijalarblik, (Malang,Cetakan Pertama 2008,
UMM Press), 41-43
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c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa ymseput dengan pembuat
keputusan desicion maker)Biasanya istilah ini mengacu pada seseorang
atau sebuah kelompok atau suat organisasi tertBatam kaitan ini yang
perlu diperhatikan ialah bahwa studi kebijakan drgs akan mencangkup
usaha penelusuran interaksi yang melibatkan bebdayak individu,
kelompok, dan organisasi, sehingga konsep pembegutksan kalau
diterapkan dalam konsep kebijakan sesungguhnya sapah, mengingat
banyaknya peristiwva serta besarnya lingkungan yamggnaksa lahirnya

kebijakan tertentu yang dibuat oleh lembaga-lemipegaerintahan.

2. Kebijakan Tidak Secara Serta Merta Dapat Dibed&kam Administrasi

3. Kebijakan Meliputi Hubungan-hubungan Yang Bersifaitar Organisasi
Dan yang Bersifat Intra Organisasi (Antar Unit-ulalam Lingkungan
Organisasi Tertentu)

4. Kebijakan Publik, Meski Tidak Ekslusif, Menyangkgran Kunci Lembaga-
lembaga Pemerintah

5. Kebijakan itu Dirumuskan atau Didefinisikan Secatdyektif

2. Ragam Kebijakan serta Teori Pengambilan K eputusan K ebijakan

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidipatiadibedakan

dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedonagau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yaegifat negatif yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yangéegkutan
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2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang memqgab&ebijakan umum.
Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentaigksanaan suatu undang-
undang

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasioanal yang kerddbawah kebijakan

pelaksanaan.

Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umueymimat terhadap
proses-proses politik seperti proses legislativesgs pemilu dan unsur-unsur
system politik seperti kelompok kepentingan atandppat umum, dewasa ini
telah semakin meningkatkan perhatian mereka tephatali kebijakan publik.
Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yangrmaksud untuk
menggambarkan, mneganalisis dan menjelaskan sesranat berbagai sebab dan
akibat dari tindakan-tindakan pemerint8fikecenderungan para ilmuwan politik
semakin menaruh minat yang besar terhadap studijakab public telah
dinyatakan Thomas Dye (1978) sebagaimana dikutipli&tn Abdul Wahab

sebagai berikdt*

“Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kehijakpublik, penilaian
mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang bedasalingkungan terhadap

isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat ddrérbagai pernyataan

%8s holichin Abdul Wahab (2004) menyebut sistem kédaifapublik ini sebagai kebijakan Negara
walaupun dia memberikan definisi yang sama dengéinigi kebijakan public yang dikemukakan
para pihak ahli politk yang lain seperti Budi Wina (1995). Sholichin Abdul Wahab
mendefinisikan kebijakan negara dengan mengutip plmdapat Charles O. Jones (1970)
introduction to the Study of Public Policgelmont CA: Wadsworth yang artinya adalah
“Pengantar Hubungan Di antara unit pemerintahaterier dengan lingkungannya. Sementara
Budi Winarno (2005) mendefinisikan kebijakan pubdiktara lain dengan mengajukan pendapat
Robert Eyeston, (199%he Treads of Policy: a study in leadershipidianapolis: Bobbs-Merril
hal. 18, sama dengan yang dikemukakan Sholichiniylkibungan suatu unit pemerintah dengan
lingkungannya

1995plichin  Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implensasit
Kebijaksanaan NegardJakarta: Bumi Aksara, 2004), 11-12
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kelembagaan dan proses-proses politik terhadapjakebi public; penelitian
mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai #&ednij politik pada
masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkaren@inakan) maupun

dampak yang tidak diharapkan.”

Bahkan bila kebijakan publik dipahami sebagai tkatayang dilakukan
oleh pemerintahm maka menurut Budi Windfflo minat untuk mengkaji
kebijakan publik telah berlangsung sejak amat labadkan sejak zaman Plato
dan Aristoteles, walaupun saat itu studi mengeehij&kan public masih terfokus
pada lembaga-lembaga negara saja. lImu politikidi@tal lebih menekankan
pada studi-studi kelembagaan dan pembenaran figodefhadap tindakan-
tindakan pemerintah, namun kurang menaruh perha@ma hubungan antara
lembaga tersebut dengan kebijakan-kebijakan puBlgtu setelah itu perhatian
para ilmuwan politik mulai beranjak pada masalalsaeh proses-proses dan
tingkah laku yang berkaitan dengan pemerintah ddar-aktor politik. Sejak
adanya perubahan orientasi ini, maka ilmu politiklan dianggap memberi
perhatian pada masalah-masalah pembuatan keputeszara kolektif atau

perumusan kebijakar!

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemexmtglemerintah
atau pejabat administrasi negara (pemerintah) dapatgambil kebijakan-
kebijakan yang bersifat terikaggbonden beleids Kebijakan-kebijakan yang
bersifat terikat merupakan kebijakan yang ditetappejabat administrasi negara

sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oldangrundang. Dalam hal ini,

H%Budi Winarno,Teori dan Proses Kebijakan Publi®/ogyakarta: Media Press, 2005)
113 M. Mitchell dan W.C. Mitcel Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar” Jurndinu
Politik 3, (Jakarta: Gramedia, 1993), 4-5
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undang-undang menetapkan syarat-syarat yang h@pesuthi supaya pejabat
administrasi negara dapat menetapkan dan menjalakadu kebijakan sehingga
pejabat administrasi negara tersebut tidak dapatymm@ang dari persyaratan
yang telah ditetapkan oleh undang-unddigDengan kata lain, kebijakan-
kebijakan yang bersifat terikat merupakan kebijajang ditetapkan oleh pejabat
administrasi negara berdasarkan kewenangannya b@isgmber dari peraturan

perundang-undangan.

Analisis kebijakan (Policy Analysis) dalam arti tieiss yang paling luas
merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahanamasaial dimulai pada
satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secaradigdh untuk dimungkinkan
dilakukannya pengujian secara eksplisit dan raflekkemungkinan

menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Pembuatan keputusan/kebijaksanaan bukanlah mermppkaerjaan
yang mudah dan sederhana. Setiap administratomtdituuntuk memiliki
kemampuan/keahlian, tanggungjawab dan kemauamggghia dapat membuat
kebijaksanaan dengan segala resikonya, baik yangragikan iGtended risk

maupun yang tidak diharapkam{ntended riski

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembkatajaksanaan

itu adalah sebagai berikdt:

"2Hotma P. Sibuea,Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan dan Asas-assnum
Pemerintahan yang BaikJakarta: Erlangga, 2010), 90

13\, Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negatdakarta: Bumi Aksara,
2001), 25
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a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Seringkali administrator harus membuat keputusanenka adanya
tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekp@nbuatan keputusan
dengan nama rational comprehensive yang berarti administrator sebagai
pembuat keputusan harus mempertimbangkan alteaitgrhatif yang akan dipili
berdasarkan pernilaian “rasional” semata, tetapsgs dan prosedur pembuatan
keputusan itu tidak daat dipisahkan dari dunia any&ehingga adanya tekanan-

tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadaggs@embutan keputusannya.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan irsvestadal, sumber-
sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membipy@grama-programa
tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasdanoleh para administrator-
kendatipun misalnya keputusan-keputusan yang badkerdengan itu telah
dikritik sebagai salah dan perlu diubah. Kebiaskana itu akan terus diikuti

lebih-lebih kalau suatu kebijaksanaan yang telahdiypandang memuaskan.

Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwaigh para
administrator yang baru dan mereka sering segamraseterang-terangan
mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaaa lang telah berlaku atau
yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalag pdministrator baru itu ingin

segera menduduki jabatan karisnya.
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c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembueatantusan
banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. @g@pmisalnya dalam proses
penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkétorfasifat-sifat pribadi

pembuatan keputusan berperan besar sekali.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juggpehgaruh
terhadap pembuatan keputusan. Seperti contoh mangeasalah pertikaian
kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang menarulpeg&spada upaya penyelesaian
oleh orang dalam, tetapi keputusa-keputusan yaamgldi oleh pihak-pihak yang
dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Sefinghga pembuatan
keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalpengalaman dari

orang lain yang sebelumnya berada diluar bidangepetahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pakeypng terdahulu
berpengaruh pada pembuatan keputusan. Sepertngasatang sering membuat
keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari emewg dan
tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawaismu wewenang dan
tanggungjawab yang dilimpahkan itu disalah gunalé&stau juga orang-orang
yang bekerja di kantor pusat sering membuat kepatyang tidak sesuai dengan

keadaan di lapangan, dan sebagainya.
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Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan kemtlaszang berpola,
yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan dakgputusan, diantaranya
ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada puig fidak rutin. Dalam
praktik pembuatan kebijakan sehari-hari, amat @idata jumpai suatu kebijakan
yang hanya terdiri dari keputusan tunggal. Adaeb&pa teori yang paling sering
digunakan dalam mengambil kebijakan, teori-teomgyalimaksud yaitu teori

rasional komprehensif, teori inkremental, dan tpernatan terpadtt’

1. Teori Rasional Komprehensif

Barangkali teori pengambilan keputusan yang biagandkan dan
diterima oleh banyak kalangan aadalah teori raki@oanprehensif yang

mempunyai beberapa unstir

a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalehtt yang dapat
dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidadinylai sebagai masalah-
masalah yang dapat diperbandingkan satu samad@pat diurutkan menurut
prioritas masalah)

b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjpddoman pembuat
keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan psoyekepentingannya.

c. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masditgiti secara
saksama.

d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakahk nmtnentukan prioritas.

4. Solichin Abdul Wahab, M.A Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyususnandele
Model Implementasi Kebijakan Publiidakarta: Bumi Aksara, 2012), 75
%, Solichin Abdul Wahab, M.A.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyususnandile
Model Implementasi Kebijakan Publiidakarta: Bumi Aksara, 2012), 75
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e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainydpakiai untuk
membandingkan dengan alternatif lain.
f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaituki mencapai tujuan,

nilai, dan sasaran yang ditetapkan

Ada beberapa ahli antara laharles Lindblom , 1965 (Ahli Ekonomi
dan Matematikayang menyatakan bahwa pengambilan keputusanbtnaenya
tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang kamitain tetapi mereka

seringkali mengambil keputusan yang kurang tephatiap akar permasalahan.

Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hahgatidak rasional
dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalalhnasg pengambil keputusan
memiliki cukup informasi mengenahi berbagai altéfn@ehingga mampu
meramalkan secara tepat akibat-akibat dari piliafternatif yang ada, serta
memperhitungkan asas biaya manfaatnya.dan memparigkan banyak

masalah yang saling berkaitan.

Pengambil keputusan sering kali memiliki konflikpeatingan antara
nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakinleh masyarakat. Karena teori
ini mengasumsikan bahwa fakta-2 dan nilai-nilai gzaada dapat dibedakan
dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit meakbad antara fakta

dilapangan dengan nilai-nilai yang ada.

Ada beberapa masalah diperbagai negara berkemleaegisindonesia

untuk menerapkan teori rasional komprehensif ineka beberapa alasan yaitu
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Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkapingga tidak bisa
dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Kalpakdakan maka akan
terjadi sebuah keputusan yang kurang tepat.

Teori ini diambil/diteliti dengan latar belakang rbeda dengan nagara
berkembang ekologi budanyanya berbeda.

Birokrasi dinegara berkembang tidak bisa mendukumgur-unsur rasional
dalam pengambilan keputusan, karena dalam birokregara berkembang

kebanyakan korup sehingga menciptakan hal-hal fieag rasional.

2. Teori I nkremental

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan caragimadari banyak

masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakealipang sering ditempuh

oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambgiltisan. Teori ini memiliki

pokok-pokok pikiran sebagai beriktit

Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindekgpiris yang diperlukan
untuk mencapanya merupakan hal yang saling terkait.

Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkzerapa alternatif
yang langsung berhubungan dengan pokok masalahaltianatif-alternatif
ini hanya dipandang berbeda secara inkrementahnagaynal

Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yaegatiiasi mengenahi sebab

dan akibatnya.

184, Solichin Abdul Wahab, M.A.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyususnandile
Model Implementasi Kebijakan Publiidakarta: Bumi Aksara, 2012), 78
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d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dimsikan secara teratur
dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkanndenyesuaikan
tujuan dan sarana sehingga dampak dari masaldhdapat ditanggulangi.

e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalghte@ait bagi setiap
masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak Ipadegai analisis yang
mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan.

f. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya dat@mperbaiki atau
melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnyaa gnendapatkan

penyempurnaan.

Karena diambil berdasarkan berbagai analisis makagat tepat
diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktejemuk. Keputusan dan
kebijakan diambil dengan dasar saling percaya diartberbagai pihak sehingga
secara politis lebih aman. Kondisi yang realistibedbagi negara bahwa dalam
menagmbil keputusan/kebijakan para pengambil kepntudihadapkan pada
situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu,akgr pengalaman, dan
kurangnya sumber-sumber lain yang dipakai untuksenaecara komprehensif.
Teori ini dapat dikatakan sebagai model pengambil@putusan yang

membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapatmieri

Ada beberapa kelemahan dalam teori inkremental ini

a. keputusan—keputusan yang diambil akan lebih mewatil mencerminkan
kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan gghirkepentingan

kelompok lemah terabaikan.
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b. Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputyaagka pendek dan
tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain

c. Dinegara berkembang teori ini tidak cocok karenaulpghan yang
inkremental tidak tepat karena negara berkembaibéh lenembutuhkan
perubahan yang besar dan mendasar.

d. MenututYehezkel Dror (1968) gaya inkremental dalam membuat keputusan

cenderung mengahsilkan kelambanan dan terpelihastats quo

3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scaning Theory)

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsepyhdu seperti
yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasaifitzioni yaitu pengamatan
terpadu Mixid Scaning sebagai suatu pendektan untuk mengambil keputusan
baik yang bersifat fundamental maupun inkrementé&putusan-keputusan
inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkam bagi keputusan-

keputusan fundamental sesudah keputusan-keputus@ndapat’’

Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan megkiokan para
pembuat keputusan menggunakan teori rasional kdreps# dan teori
inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Maoglejgamatan terpadu ini pada
hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang nangmkan pemanfaatan
model rasional komprehensif dan model inkremenéddrd proses pengambilan

keputusan.

YH. Solichin Abdul Wahab, M.A.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyususnandile
Model Implementasi Kebijakan Puhbliidakarta: Bumi Aksara, 2012), 81
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pendlitian

1. Pendekatan Pendlitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan akdamelalui
pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpualkaikan berupa angka-angka,
melainkan data tersebut berasal dari naskah wawanaatatan lapangan,
dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen reamnya. Sehingga yang
menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalangin menggambarkan realita
empirik di balik fenomena secara mendalam, rina tantas. Oleh karena itu
penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitiam adalah dengan
mencocokkan antara realita empirik dengan teori gyarerlaku dengan
menggunakan metode diskripti: Dalam penelitian kualitatif melampaui
berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah, yang dimiudlari berfikir secara induktif,
yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-femamsosial, melalui
pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisngakdemudian berupaya
melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamdat?it

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertajusntuk mendapatkan
data-data dari gejala sosial ataupun fenomenangn®enundaan Perkawinan
Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama dan Paiakum terhadap

kebijakan KUA Junrejo Kota Batu).

24 exy J MoleongMetode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 131
1224, M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Komuai&i, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu
Sosial Lainnya), (Jakarta: Kencana, 2007), 6
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2. JenisPenelitian

Penelitian ini termasuk penelitidreld research yaitu penelitian yang
langsung dilakukan di lapangan pada inforfianJenis penelitian ini menurut
Soetandyo Wigjsoebroto diartikan sebagai penelitiang berupa studi emprirs
untuk menemukan teori-teori mengenai proses tewyaddan proses bekerjanya
hukum dalam masyarakat?

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini merupakpenelitian deskriptif
kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanyasata variabel, gejala atau
keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipot&nelitian deskriptif ini
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, sgegacara yang berlaku
dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentumatsuk tentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandarsgata proses-proses yang
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari $elatumend® Adapun
tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggark@arsebuah obyek secara
sistematis. Dalam hal ini peneliti mendeskripsiktatus kewenangan KUA dalam
menetapkan kebijakan penundaan perkawinan bagtavaamil, status anak yang
dilahirkan akibat penundaan perkawinan, serta pagata ulama dan pakar
hukum terhadap kebijakan KUA Junrejo Batu tentamgpuPdaan perkawinan

bagi wanita hamil.

12)gbal HasanAnalisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 5
12Bambang Sunggond/etodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
42

2Moh. Nazir,Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55
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B. Lokas Penedlitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliidan dilakukan
beserta jalan dan kotanya. Penelitian tentang mEamperkawinan bagi wanita
hamil ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Junré§ota Batu. Penentuan
lokasi ini berdasarkan pada fenomena kasus penarma&awinan wanita hamil

yang terjadi di lokasi ini.
C. Kehadiran Pendliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagangempul data dan
sebagaiinstrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan.
Sedangkaninstrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah
berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokutnknmen lainnya yang dapat
digunakan untuk menunjang keabsahan hasil pemelit@mun berfungsi sebagai
instrument pendukung. Oleh karena itu, kehadiramelite secara langsung di
lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mameakasus yang diteliti,
sehingga keterlibatan peneliti secara langsungatihdengan informan dan atau

sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam pei@litikualitatif.
Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan padengentukan teori substantif
berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari datarisifp Dalam melakukan
penelitian ini, peneliti turun sendiri kelapangamtuk mewawancarai informan

sehingga diharapkan data yang dihasilkan benarisesaai dengan harapan.

128\ urul Zuriah,Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 91-92
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D. Datadan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting daktu penelitian.
Yang dimaksudkan dengan sumber data dalam suaglitenadalah subyek dari
mana data diperolefi’ Dalam penelitian kualitatif perlu adanya sampédiasgi
sumber data. Sampel ini dapat berupa hal, peristiwanusia, situasi yang
diobservasi. Berkaitan dengan penelitian ini, makmber data diklasifikasikan

menjadi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung siamber pertamk®
Menurut S. Nasution data primer adalah data yamgrdieh langsung dari
lapangan atau tempat peneliti&h.Data ini digunakan untuk mendapatkan
informasi langsung tentang penundaan perkawinanil hgang diperoleh dari
hasil wawancara dengan beberapa informan yangitteidam penelitian tentang
kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil tetseDalam menentukan
informan penelitian ini  menggunakan taknigurposive sampling yaitu
pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat gelimelevan dengan struktur
penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mdmgaample orang-orang
yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spekifian karakter.

Adapun dasar penetapan informan dalam kategoriailgamg menjadi
syarat objek penelitian ini adalah pertama; bethdelayah Kota Malang; kedua;
sosok yang populer, berpengaruh dan karismatilkertiah masyarakat, terutama

jama’ah organisasi yang dinaunginya. Syarat tetsatalah sebuah pertimbangan

127 exy J. MoleongMetodologi Penelitian, Op.Cit, 129
12850ejono Sukantd?engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 12
2Nasution, M. A., S. Azas-az#&arrikulum, (Bandung: Terate, 1964), 34
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dalam mengkriteriakan ulama yang dijadikan sebaipgek penelitian, sebab

secara tidak langsung pandangan ulama’ tersebutadgak langsung pada

kehidupan masyarakat. Sedangkan pakar hukum ygedjkdin instrumen dalam
penelitian ini merupakan akademisi di bidang hukufiakim di Pengadilan

Agama yang telah berpengalaman memutuskan berbagaam perkara

perkawinan.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, terdsgiarapa pihak
yang terkait dalam penelitian tentang kebijakanupeaan perkawinan wanita
hamil, diantaranya;

1. Pihak yang bersangkutan langsung dengan kebijakannglaan perkawinan
wanita hamil di KUA Junrejo Batu

a. Bapak Arif Saifudin, S.Ag, M.A, beliau beralamatkai Desa Bumiaji
Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pendidikan terakhiigdoeadalah S2, beliau
menjabat sebagai Kepala KUA Junrejo Batu Golongan &angkat Ill.d.
NIP. 197309032000031001.

b. Bapak Mulyadi Rohman, beliau Beralamatkan di Desgokéjo Kecamatan
Junrejo Kota Batu, Beliau merupakan Modin (non PNSPesa Mojorejo.
Selain sebagai Modin, beliau juga memiliki usahalpeatan kripik kentang,
karena di Desa Mojorejo terkenal masyarakatnya aexrnpencahariaan
sebagai pembuat kripik kentang.

c. Abdul Rosyad, merupakan pegawai Kementrian Agamé&u Baenjabat
sebagai kepala Kaur Urais

d. Ahmad Jawhari, Pegawai Kementrian Agama Batu bddrasan Haji.
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Ulama’

KH. Marzuki Musta’'mar, beliau lahir di Blitar 22 pember 1966,
beralamatkan di PP. Sabilurrosyad Gasek Malangp. T@341) 564446,
beliau merupakan Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Malarghgasuh Pondok
Pesantren Sabilurrosyad, Anggota komisi Fatwa MdtaKMalang, Dosen
Humaniora dan Budaya UIN Maliki, Imam dan Khotilenpateri pengajian
tetap, Masjid Agung Jami’ Malang, Imam dan Khoidgmateri pengajian
tetap, Masjid Sabilillah Malang.

Drs. H. Ahmad Taufiq, beliau lahir di Mojokerto, d&nuari 1956, beralamat
di JI. Jombang Malang, beliau lulusan dari Ml M@ado tahun 1970, PGA
Mojokerto tahun 1976, dan IAIN Sunan Ampel Malaagun 1982. Beliau
sebagai ketua MUI Kota Malang hingga saat ini, WEkitua Dewan Masjid
Kota Malang, Pengurus FKUB (Forum Kerukunan antamatl Beragama)
Kota Malang, serta sebagai Penasehat PDM (Pimpiri2&erah
Muhammadiyyah) Kota Malang.

Pakar Hukum

Dr. H. Moh. Faisol Hasanuddin, SH, M.H, beliau takii Banyuwangi
tanggal 9 Nopember 1963, jabatan beliau adalaintH®adya Muda sampai
tanggal 23 September 2010. Riwayat jabatan beleangh menjadi Hakim
PA Ternate-TMT 18 Juni 1994, wakil ketua pada PAbdm kelas IA TMT
20 Mei 2003, Hakim PA Malang Kelas IA TMT 15 Ma2@11. NIP beliau
196311091991031004

Drs. Munasik, M.H, beliau lahir di Bangkalan, padaggal 02 Juni 1968,

jabatan beliau adalah Hakim Madya Pratama-01 &0I0. Riwayat jabatan,
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pernah menjabat sebagai calon pegawai pada PA leefam, Pegawai
Negeri pada PA Kefamenanu, Hakim pada PA Kefamertdakim pada PA
Bangkalan, Hakim pada PA Malang Kelas IA. NIP helia
196806021994031005.

Prof. Dr. Isrok, S.H, M.S, lahir di Malang padadgal 18 Oktober 1946
adalah sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dagétahuan Masyarakat
Universitas Brawijaya (1974), Magister Sains [Imukidm dari Universitas
Airlangga (1987). Menjadi tenaga pengajar pada siruHukum Tata
Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sdjak6, kini mempunyai
jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, berpahdgtembina Tingkat I,
golongan IV/b. Beliau juga menjadi anggota Senaivéisitas Brawijaya
mewakili Fakultas Hukum. Sebelumnya, beliau merja®dpagai Seketaris
Jurusan Hukum Tata Negara, Ketua Jurusan Hukum WMagara, dan
Pembantu Dekan Il Fakultas Hukum Universitas Bjaya untuk beberapa
periode. Semenjak lulus, beliau aktif dalam Biro nBan Hukum
(dikemudian hari berubah nama menjadi Lembaga Ktasuwan Bantuan
Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, bahlksempat menjadi
ketuanya. Pada masa mudanya beliau dikenal sebltnas mahasiswa, baik
untuk level Senat Mahasiswa maupun Dewan MahastmaUnit Aktivis.
Beliau menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakwiakum tahun
1971-1972, menjadi salah seorang Ketua Dewan MalasiJniversitas
Brawijaya 1972-1973, aktf dalam Liga Film Mahasisw@73-1974, dan

sebentar menjadi legislator pada Majelis Permuskatasa Mahasiswa (1974-
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1975). Saat ini beliau menjabat sebagai Sekrefmmsleral lkatan Alumni
Universitas Brawijaya.
Data dapat berupa catatan tertulis, perekamanataryang diambil dari
hasil wawancara.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakadirisedari
pengumpulannya oleh peneliti atau berasal dariaarigdua, dan seterusnya.
Dalam penelitian ini Yaitu data yang diperoleh daerbagai referensi meliputi
data-data kepustakaan berupa Undang-undang nombahin 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peratutam yang dipandang
relevan dengan penelitian ini. Buku-buku yang biéakadengan penelitian, hasil-
hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam Imgahukum tentang perkawinan

hamil.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana penatisitdnemperoleh
data dan cara-cara penyusunan alat bantumgaumen) dengan cara-cara yang
sistematis dan tepat: Adapun metode pengumpulan data yang digunakamdala
penelitian ini adalah dengan menggunakan mefot®view atau wawancara
yaitu sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakudah dua orang atau lebih
yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumbeuithn secara berhadap-

hadapan face to face).!** Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk

13%\Marzuki, Metodologi Riset "Cet Ke 7, (Yogyakarta: BPFE, Ull, 2000), 56

1l5yharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2006), 222

13Rony Hanitijo,Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57
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mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirk&au dirasakan orang
tentang berbagai aspek kehidupzh.

Sedangkan wawancara yang penulis gunakan adalah wewancara
yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharugskamwancara membuat
kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokol gitanyakan dalam proses
wawancara, penyusun pokok-pokok ini dilakukan sehelvawancara. Dalam hal
ini pewawancara harus dapat menciptakan suasampsgatai tetapi serius yang
artinya bahwainterview dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main
tetapi tidak kakd®* Setelah peneliti mengetahui secara garis besagenen
penundaan kawin hamil di desa Mojorejo Kecamatamejo Kota Batu tersebut
peneliti menggunakan kunci permasalah yang henea&lii teliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh melalui wawancara kemudielah dan
diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai daastigan ini:
a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhpacktatan, berkas-
berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.laba hal ini, peneliti
menganalisis kembali data-data yang sudah terkurdpdl hasil wawancara,
apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dpat d®gera disiapkan untuk
proses berikutnya.

b. Klasifikasi
Klasifikasi data (pengelompokan data) adalah mésddata yang ada

dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan datg ggeroleh didalam pola

1335, NasutionMetode Research(Penelitian IImiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 114
134Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 133
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tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempeatmpembahasannya. Dalam
hal ini, peneliti membaca kembali dan menela‘alarsemendalam seluruh data
yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sedata yang dibutuhkan untuk
mempermudah dalam menganalisis.
c. Verifikasi

Verifikasi adalah dikonfirmasikan dengan sejumlaintgnyaan agar data
yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumberngiinhamat penting dilakukan
untuk menjawab pertanyaan penéfifi.Langkah dan kegiatan yang dilakukan
peneliti untuk memperoleh data dan informasi dapahgan. Dalam hal ini,
peneliti melakukan pengecekan kembali data yanghsuikumpulkan terhadap

kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoldds&ban data.
d. Kesimpulan Concluding)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data adataitiuding yaitu
pengambilan kesimpulan dari data-data yang telefaldiuntuk mendapatkan
suatu jawabarr® Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaheakjan dari
hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantidjgunakan untuk membuat
kesimpulan untuk kemudian menghasilkan gambaraaraeaingkas, jelas, dan
mudah dipahami. Penarik hasil atau kesimpulan spetges penelitian dalam
tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa menkaarijawaban kepada pembaca

atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkkatadibelakang.

13Nana Sudjana dan Ahwal Kusum&hpposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar
Baru Algesindo, 2000), 84-85

1%Nana Sudjana dan Ahwal Kusum#&pposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar
Baru Algesindo, 2000), 89



92

G. AnalisisData

Peneliti melakukan analisis terhadap data-datalpi@nedengan tujuan
agar menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pelagidét memahami serta
dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalamalsebuu pengetahuan
khususnya mengenai pembahasan ini. Adapun meto@désiandata yang
digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskkualitatif, yaitu analisis
yang menggambarkan keadaan atau status fenomergandéwata-kata atau
kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategontuk memperoleh
kesimpukan.

Selanjutnya peneliti mendiskripsikan melalui anslisehingga dapat
diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptifitktib menganai penundaan
perkawinan wanita hamil (Studi Pandangan ulama mhtar hukum terhadap

kebijakan KUA Junrejo Kota Batu).

H. Metode Pengecekan K eabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apa géetiti sesuai
dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataanapakah penjelasan yang
diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadibséen Kredibilitas) data
digunakan untuk lebih validnya data-data informgang diperoleh. Dalam
keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikepada para informan
tentang data yang telah dikumpulkan untuk dilakut@ngecekan agar data yang
didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertargggwmabkan. Untuk
mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggurtekaik triangulasi.

Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebabgaah teknik pemeriksaan
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keabsahan data yang memanfaatkan informan satuadlénfprman yang lain,

untuk keperluan pembanding terhadap data yangalgrer’’

Salah satu cara paling penting dan mudah dalankegbsahan hasil
penelitian adalah dengan melakukan triangulasi Igpgnenetode, teori, dan
sumber datd® Khusus untuk penelitian ini, peneliti menggunakam macam

triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber daratdangulasi dengan teori.

Pada triangulasi dengan sumber data dilakukan demganbandingkan
dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu inforyaag diperoleh melalui
waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualiatify dilakukan dengan
cara; pertama, membandingkan data hasil pengamatagan hasil wawancara;
kedua, membandingkan apa yang dikatakan oleh i@fiorgiengan apa yang
dipraktikan; ketiga membandingkan hasil wawancaeagdn data yang telah

didapatkan.

Sedangkan triangulasi dengan teori dilakukan dengangurai pola,
hubungan dan menyertakan penjelasan yang munauéidalisis untuk mencari
tema atau penjelasan pembanding. Dengan katariangulasi dengan teori ini
digunakan dengan melakukan pengecekan data dengambandingkan dari
teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yanghdigap sesuai melalui penjelasan
banding dan hasil dari penelitian ini dikonsultasik lebih lanjut dengan

permasalahan penelitian, sebelum dianggap mencukupi

3'Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermafnalisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang
Motode-metode Baru. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakatde, 1992), 437
13%Burhan BunginPenelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial
Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007)
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BAB IV

PAPARAN DATA

A. Letak dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Junrejo Kota Batu
1. Situas Geografis

Wilayah Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, sdtantaranya ialah
kecamatan Junrejo. Secara geografis, posisi wilggelamatan Junrejo ini berada
di ujung timur kota Batu. Di sebelah utara terdakatamatan Karangploso,
sebelah selatan Kecamatan Dau, sebelah barat KescaBatu dan sebelah timur
Kecamatan Dau.

Menurut catatan sejarah pada awalnya, Kecamatarejdumerupakan
bagian dari Kecamatan Batu yang dipecah menjatig8) (kecamatan pada tahun
1998, yaitu kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dacakhatan Junrejo. Ketiga
Kecamatan tersebut menjadi bagian dari wilayah Kadeninistratif Batu yang
pada tahun 2002 resmi berdiri sendiri dan terpisahKabupaten Malang dengan
Status Kota Batu.

Kecamatan Junrejo yang mempunyai kode nomor ur(tigd) untuk
kode kecamatan se-kota Batu ini berada pada pbk#il7’ 10,90” - 123 57’
00,00" Bujur Timur dan % 44’ 55,11” - 8 26’ 00,00 Lintang Selatan.
Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dariukbtwa yang beriklim

tropis.
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2. Profil KUA Junrgo

Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai kepanjangamgan
Departemen Agama RI memiliki fungsi dan peran yamgat penting dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya lyerkaitan dengan
kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan Kecamblalnni disebabkan posisi
Kantor Urusan Agama yang menjdsiisic leader urusan keagamaan pada level
kecamatan, sehingga secara otomatis urusan kedig@gamaan masyarakat,
utamanya masyarakat yang beragam Islam, akan $elghlan beriringan dengan
keterlibatan dan peran serta KUR.

Menilik peran serta KUA yang relatif amat signifikaemacam ini, maka
tidak salah jika dalam perkembangannya KUA seritidi@us dihadapkan pada
permasalahan-permasalahan religi yang kian mengaparkembangan, dan
dengan sigap pula Departemen Agama yang saat mb&e nama menjadi
Kementrian Agama secara umum dan pada khususnyatipagkat KUA, dapat
menyiapkan kader-kader yang memiliki kemampuan alangng memang
disiapkan untuk menjawab tuntutan zaman yang sedangterus berkembang
dengan pesat.

Seiring berjalannya waktu, tidak jauh berbeda dengdA-KUA lain,
meski belum lama mengalami perpindahan lokasi &g ini sudah permanen,
KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu juga berusaha teraserus secara kreatif
dan inovatif untuk mengadakan terobosan-terobosem balam memberikan

pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, yarignya dengan lebih

3%http://junrejokua.blogspot.com/. (diakses 10 JWi®)
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mengedepankan pendekatan yang inklusif dengan tokaebyarakat, tokoh
agama, dan juga masyarakat setempat.

KUA Kecamatan Junrejo secara Geografis terletak apatherah
perbatasan antara Kota Batu dengan Kota dan Kasugdalang (berada di
paling ujung timur Kota Batu). Disebelah Timurngadapat tempat rekreasi dan
wisata keluarga yaitu Taman Rekreasi Sengkalingkinl Di sebelah Utaranya
berdekatan dengan Searhanud yang menjadi pusadp@mdTNI AD £1 Km. Di
sebelah Barat adalah lokasi perkantoran PemeriKiaia Batu dan Kantor
Kepolisian Resort Kota Batu (Polresta) dan KantBRD setempat.

Menariknya, disamping Kecamatan Junrejo merupakagrath sentra
perindustrian yang ada di Kota Batu, sehingga tstd&h, meski Kota Batu masih
belum lama berdiri secara otonom, maka Junrejo adedperah Kecamatan yang
paling pesat perkembangannya dibanding Kecamatezaratan lain yang ada di
Kota Batu.

Selain beberapa hal tersebut, letak Kantor KUA &onjuga amat
strategis. Lokasi kantornya hanya berjarak +50 Msukadari jalan utama jalur
Malang-Kediri/Jombang, sehingga meski dekat dengkam raya namun nuansa
asri dan tenang sangat terasa sekali saat mulaikmakasi berdirinya kantor.
Tepat di samping kiri dan kanan kantor KUA, terdapaberapa deret gedung
lembaga pendidikan terpadu Departemen Agama atawmeKtian Agama Kota
Batu yang berupa TK dan MTs Negeri 01 Kota Batuy Balindes, serta yang
paling menarik tepat di depannya berdiri megah Ma&gsar Kecamatan Junrejo,
serta Ma’had Daarul Falah Al Islami yang diasuhgdegawai fungsional khusus

penghulunya yaitu Ust. Moch. Syifa’'uddin.
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- Kode lokasi KUA Junrejo : 02
- Alamat Kantor & Kode Pos . JI. Pronoyudo No. 1&#g-areng

Kel. Dadaprejo — Junrejo - Batu

- No.Telpon & No.Fax : 0341-531212

- E-mall . kuajunrejobatu@yahoo.com
- Luas tanah (m?) : 500 m?2

- Luas bangunan m? : 91 m2

- Status tanah : Milik Pemkot Batu

- Tgl/BIn/Tahun Mulai berdiri : 01 Nopember 2004 (iganan)
- Mulai berdirinya KUA : Kamis, 08 Oktober 1998

3. Tugas KUA dan Pengurusnya

Sebagai pejabat struktural, kepala KUA terikat ol&eraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangksgawai Negeri Sipil
dalam jabatan Struktural. Dalam peraturan tersebinyatakan bahwa
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNfn ddhn dari pejabat
struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat ymrgenang (pasal 4) dan
wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapaabpéjyang berwenang
(pasal 5).

Sedangkan PNS yang diangkat dalam jabatan strukbada pasal 5

disebutkan bahw?’:

10Mahmun Syarif Nasutionlabatan Dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
http://sumut.kemenag.go.id
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1. Berstatus PNS
2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)dindibawah jenjang
pangkat yang ditentukan
3.  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yangteintukan
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-gayanbernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir
Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahunl2@htang
Penataan Organisasi KUA kecamatan, tugas KUA Ketamaadalah
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agdatapaten/Kota
dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan
Dalam melaksanakan tugas  tersebut, KUA Kecamatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Statistik dan dokumentasi
2. Surat menyurat, pengurus surat, kearsipan, pergetilan rumah tangga
KUA Kecamatan
3. Pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membirsgidnaakat, wakaf,
baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan daggmebangan keluarga
sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkam Digen Bimas Islam
dan penyelenggara Haji berdasarkan peraturan psmghAghdangan yang
berlaku.
Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan mempunyaiguga
1. Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas pstugsé usaha dan

petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya
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2. Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk petpksana tugas
bawahannya

3. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasitikal Departemen
Agama lainnya maupun antara unsur departemen dnk&tan dengan unsur
Pemerintah Daerah

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada k&w@partemen Agama
Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dayatdelegasikan
sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas loEapdan dengan baik.
Sebagai contoh dapat dilakukan langkah-langkahgseberikut*:

1. Mendefinisikan tugas dengan jelas, contoh : KevaajiKepala KUA selaku
Kepala PPN adalah melakukan pengawasan atas pedakstugas PPN

2. Memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas. @omR®N hanya
mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujukg ydilakukan
Pembantu PPN

3. Menentukan pertanggung jawaban yang dikehendakntaho Membuat
konsep untuk bahan laporan Akuntabilitas KinerjaKl. tahunan KUA guna
disampaikan kepada Kandepag Kabupaten/Kota

4. Memberikan garis panduan untuk menulis atau metgikGontoh:
Memberikan bimbingan dalam mengisi buku “Catatamé&ésa Nikah”
dengan praktek mengisinya secara tepat

5. Memantau tugas. Contoh: Kepala KUA melakukan peaustt baik secara

pemeriksaan di tempat PPN melaksanakan tugasnyag spot)

1IMahmun Syarif NasutionJabatan Dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
http://sumut.kemenag.go.id
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6. Selalu memberikan umpan balik. Contoh: Kepala Klghalsi memberikan
perhatian atas laporan dan pelaksanaan tugas RBRIN\sengevaluasi secara
berkala

Menghargai dan mengakui upaya atau hasil yang dicapontoh:
Memberikan penghargaamegvard) kepada Wakil PPN yang berprestasi dan
sebaliknya harus memberikan sanksi kepada Wakil BRNg melakukan
penyimpangan dalam tugasnya
4. Kompetens Kepala KUA

Kompetensi menurut PP nomor 100 Tahun 2001 tenkamgangkatan
PNS dalam jabatan Struktural adalah kemampuan daakteristik yang dimiliki
oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengathketrampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan jab&tampetensi pada hakikatnya
dapat dipandang sebagai sekumpulan kebiasaan gdwaptdinasi, apa yang kita
pikirkan, rasakan dan kerjakan, agar suatu tugkeksana.*?

Hakikat suatu kecakapan bukanlah hanya suatu penzahatetapi
merupakan metode internalisasi kebiasaan dan learakbmpetensi yang harus
dimiliki oleh seorang Kepala KUA agar dapat melakdan tugas dan fungsinya
dengan baik antara lain memiliki kompetensi pengaashukum syari'ah dan
hukum positif, kompetensi manajerial, kompetenshasa dan kompetensi
kepribadian.

Pertama Kompetensi Syari'ah. Diantara kompetensg yearus dimiliki
antara lain; Hukum Munakahat, Hukum Waris, Hukumk&fa Hukum Zakat,

Figih Kontemporer (permasalahan kekinian). Komp&te&yari'ah tidak hanya

12Mahmun Syarif NasutionJabatan Dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
http://sumut.kemenag.go.id



101

dipahami, tetapi menjadi kabiasaan dan karaktemingga kasus-kasus yang
menyimpang dari syari’ah tidak terjadi dalam petadesan tugas pelayanan KUA.

Kedua kompetensi Hukum Positif, antara lain menguaseraturan
perundang-undangan sebagai befikut
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. PMA No. 2 Th. 1989 tentang Wali Hakim
3. UU no. 7 th.1989 tentang Peradilan Agama
4. SEMA No. 2 Th. 1990 tentang Petunjuk PelaksanaambtlY Th. 1989
5. Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991 tentang Kompithagkum Islam
6. PP No. 10 Th. 1983 tentang izin Perkawinan dand?aien bagi Pegawai

Negeri Sipil
7. Undang-undang tentang kekerasan dalam Rumah Tangga
8. Undang-undang tentang Perlindungan anak.

Sama seperti kompetensi terdahulu, kompetensi dephaPeraturan
perundang-undangan juga tidak sekedar dipahamiapitetbenar-benar
dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangetang-undang.

Ketiga, kompetendilanagerial. Untuk meningkatkan fungsi manajemen
dan peningkatan pelayanan KUA kepada masyarakatshamemiliki ;
Kemampuan Akademik, Kemampuan kreatifitas, Kemampudemimpin,
Kemampuan Berkomunikasi, Penguasaan Aspek AdmasistrKemampuan
Memotivasi Staf, Kemampuan Koorinasi dan pengawaSaya Kepemimpinan,

Koordinasi dengan atasan, Koordinasi dengan baw#oandinasi lintas sektoral.

143Mahmun Syarif NasutionJabatan Dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
http://sumut.kemenag.go.id
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Keempat, Kompetensi Kepribadian meliputi perilalartib, disiplin,
jujur, bertanggung jawab.

Kelima Kompetensi Pelengkap, meliputi kemampuarbdiesisa asing
(Arab dan Inggris) dan memahami sosial kulturalitthyah kerjanya.

Pada dasarnya kelima kompetensi tersebut tidaldatirbsendiri, tetapi
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisaitealitanya kesempurnaan
kompetensi atau dengan kata lain penguasaan unsur-kompetensi secara
keseluruhan adalah sesuatu yang sulit dimunculleaiania setiap orang dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan budaya pestiiliki kekurangan. Yang
jelas makin bervariasi kemampuan kompetensi yamgjiki kepala KUA kinerja
pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.

Adapun prosedur pndaftaran pernikahan di KUA secaramnya adalah
sebagai berikut :

1. Ke RT, RW setempat (untuk mendapat surat pengaikain)

2. Ke KUA setempat (untuk mendapatkan blano N)

3. Ke Kantor Kelurahan untuk mengisi :

a. Surat keteranagan untuk Nikah (Model N1)

b. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2)

c. Surat persetujuan mempelai (Model N3)

d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)

e. Surat ljin kawin dari orang tua (Model N5) bagiaralsuami dan
istri yang belum usia 21 tahun

f. Surat keterangan kematian suami/istri (Model N6)xgib

duda/janda ditinggal mati
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Pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)

4. Ke Puskesmas/Dokter/Bidan untuk mendapatkan ImsiniBatanus

Texoid 1 (TT1) bagi calon mempelai wanita

5. Ke kantor Urusan Agama untuk mendaftar nikah demgambawa :

a.

b.

Berkas-berkas tersebut pada poin 3 dan 4
Surat pengantar pindah nikah daru kelurahan/desmpat
Rekomendasi nikah dari KUA setempat (bagi catini daar

kecamatan)

. Foto copy KTP dan kartu keluarga masing-masingribbg

Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 10 lembar

Surat ijin komandan (bagi anggita TNl dan POLRI)

. Akta cerai asli dari PA (bagi duda/janda cerai)
. Dispensasi Pengadilan Agama bagi :
- Calon mempelai pria yang belum berumur 19 tahun

- Calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun

ljin pengadilan Agama bagi yang akan berpoligarerigtri lebinh
dari satu)

Foto copy akta kelahiran/surat kelahiran 1 lembar

Surat pernyataan belum pernah nikah yang diketkélurahan
setempat (bagi catin yang usianya diatas ratgpeeda umumnya)
Bagi muallaf harus melampirkan surat pernyataanukadam

ata piagam (syahadah) masuk islam

. Surat keterangan wali nikah dari lurah setempat

. Bagi WNA yang mau nikah dengan WNI:



104

- ljin/rekomendasi dari kedutaan
- Pernyataan masuk islam dan piagam masuk islam (bawgi
muslim)
- FC passport dan visa yang masih berlaku
- FC surat tanda Melapor (STM) dari POLRES/POLSEK
B. Penyajian Data
1. Status hukum kewenangan yang melekat pada KUA dalam menentukan
kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil
Aturan penundaan perkawinan wanita hamil di KUAr@jmBatu sejalan
dengan pendapat ulamigh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang
berpandangan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawecuali setelah ia
melahirkan anaknya. Aturan penundaan perkawinanitavanamil tersebut
pertama kali berasal dari KUA Junrejo Batu, namancka KUA tidak dapat
berdiri sendiri dan membutuhkan support dari besbaghak, sehingga KUA
mengumpulkan tokoh masyarakat, ormas yang dijaddedmagai penyokongnya.
Lebih jelasnya disampaikan oleh Kepala KUA JunrBmpak Arif Syaifudin
berikut ini;
Peraturan ini muncul diinisiatifi oleh umat islammereka
mengusulkan itu kepada KUA junrejo, sehingga ssaiat siapapun
kepala KUA nya nanti, maka dia harus tahu ada atutia sini
mengenai nikah dan sebagainya, apapun yang bediaklWA ini,
aturan ini tetap dijalankan sampai kapanpun dapapian kepala
KUA nantinya yang menggantikan saya. Memang aturadimulai
dari masa saya menjadi kepala KUA. Awalnya atunamiemang dari
KUA tapi karena KUA tidak dapat berdiri sendiri, kagbutuh support
dari semua pihak, oleh karena itulah mengumpulkakoh
masyarakat, ormas, dan merekalah penyokongnya.aHk@yudian
bahasanya supaya tidak terkesan aturan ini tidakkdlsA dan ketika
kepala KUAnya berganti kebijakan ini akan tetapaklikan,dan masih

tetap diberlakukan KUA Junrejo Bekerja sama derggmua tokoh
agama, ormas Islam, MUl Batu, DMI dan tokoh-tokamgmng untuk
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difahamkan persoalan tersebut. Lalu diabuat kesgpaktentang
kebijakan penolakan nikah hamil. Ulama kita punyapéhdapat
terhadap nikah hamil ini, salah satunya melarangkstinakannya
perkawinan itu sampai kemudian ia melahirkan, nbam malik. Dan
saya raya banyak manfaat yang dapat diambil ddrarpatersebut
salah satunya mengenai nasib anak yang dilahirientinya.. Dan
penolakan nikah itu cukup dilakukan di tingkat de&ginya ketika
calon pengantin diketahui hamil, maka pak mudinakidperiu
memproses pendaftarannta ke KUA. Itu dilakukan danges
kehamilan yang dikeluarkan oleh bidan desa setetfipat
Pelaksanaan perkawinan wanita dalam kondisi hapnd nikah sudah
menjadi hal yang biasa bagi masyarakat, namun Halnya bagi masyarakat
Junrejo Batu khususnya pada KUA Junrejo. Merekarnggapan pelaksanaan
perkawinan bagi wanita hamil akibat seks bebasupadanya sebuah tindakan
tersendiri. Hal itu bertujuan agar masyarakat tidakmbiasakan hal buruk
berlangsung terus menerus serta mengurangi penamggarbuatan atau tindakan
seks bebas di masyarakat khususnya bagi kalangaja.eOleh karena itu KUA
Junrejo menerapkan sebuah aturan tersendiri bexkedangan meningkatnya
angka pernikahan hamil akibat seks bebas. Aturag y@ah diterapkan tersebut
adalah menundakan perkawinan wanita hamil.
Fenomena penundaan perkawinan wanita hamil di Kuarejo kota
Batu berlangsung sejak tahun 2011. Aturan penungagkawinan hamil yang
berlaku di KUA Junrejo Batu dilatar belakangi tingga angka hamil di luar
perkawinan sah yang terjadi di Junr&jd.Sedangkan tujuan diberlakukannya

penundaan perkawinan hamil tersebut adalah untuknbmekan efek jera

terhadap pelaku perbuatan seks bebas.

144 rif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
L%Arif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
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Tingkat pernikahan hamil duluan sebelum menikarakugrlampau
tinggi, seperti yang dulu sudah saya sebutkan tdiehbahkan saya
tuliskan d majalah, angkanya sudah mencapai 60 #kate dalam
keadaan hamil. Rata-rata mereka yang hamil dultiarusianya
masih remaja, SMP, SMA, masih sangat muda bahkaekaenasih
belum tau caranya mandi be$&.

Dikatakan Kepala KUA Junrejo bahwa dari tahun kauta sejak
diberlakukannya aturan kebijakan penundaan perkawirtu menunjukkan
perkembangan, tahun 2011 pasangan yang menikamyséh&82 kemudian
tahun 2012 turun menjadi 362 pernikahan. Penurwaragka pernikahan dari
tahun 2011 ke tahun 2012 tersebut disebutkan ofgfala KUA Junrejo Arif
Syaifudiin merupakan dampak diterapkannya aturamijdean penundaan
perkawinan hamil.

2011 yang menikah 382, kemudian tahun 2012 turunjade 362
pernikahan, kalau gampangannya jumlah pernikaham tbiasanya
tiap tahun makin naik, namun tahun 2012 turun 2@ikahan. Sejak
diberlakukannya penundaan perkawingh.

Dalam penerapan aturan kebijakan penundaan per&awwanita hamil
di KUA Junrejo Batu tersebut memberikan beberapayaeatan khusus untuk
mendukung penerapan penundaan perkawinan hantu, gemgan diwajibkannya
bagi para calon pasangan suami istri khususnyawagita untuk melampirkan
surat keterangan tidak hamil dari bidan setempatsyRratan surat keterangan
tidak hamil diberlakukan dari mudin di setiap deBadan yang memeriksa
merupakan bidan yang ditunjuk khusus dari KUA. Alzaburat keterangan tidak
hamil tersebut tidak dilampirkan oleh calon pasangaami istri kesimpulan

sementara dari mudin adalah dia hamil sehingga-didta tidak diserahkan ke

KUA Junrejo. Hal itu disampaikan secara jelas sabbgrikut;

148 rif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013
Y47Arif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
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Surat keterangan tidak hamil diberlakukan dari mudintuk

masyarakat. Mereka daftar ke pak mudin mereka haersyertakan
surat tes keterangan tidak hamil dari bidan. Sediteritahu oleh pak
mudin bahwa setiap akan mendaftar menikah haruyernakan surat
keterangan tidak hamil dari bidan, kalau tidak negtakan itu tidak
dapat dibawa ke KUA untuk didaftarkan menikah.

Ketika masyarakat daftar nikah di pak mudin, merdhkarus

menyertakan surat keterangan tidak hamil dari bsktampat. Kalau
biasanya disuruh tes kehamilan dan ternyata tieéakblali berarti dia
hamil. Dari pihak desa sudah paham kalau misakalike hamil maka
tidak perlu dibawa ke KUA®®

Hal yang sama disampaikan oleh mudin dari Desa Mmoyang
menyatakan bahwa calon suami istri diwajibkan unin&ncantumkan surat
keterangan tidak hamil. Apabila calon suami isitiak mencantumkan surat
keterangan tidak hamil dari bidan maka mereka tia# dinikahkan. Dinyatakan
selanjutnya bahwa terdapat beberapa orang tidalkdemetika diinformasikan
untuk membawa surat keterangan tidak hamil.

semua calon pasangan suami istri wajib mencantuméarat

keterangan tidak hamil. Jika calon pasangan suafmi tidak

mencantumkan surat keterangan tidak hamil mere#ak tibisa

dinikahkan sehingga memilih pindah nikah. Kalaui-laki yang

pindah memang sudah semestinya tapi kalau peremyaurenpindah
itu banyak alasan dan saya juga tidak tahu apa&en& alasan hamil
atau tidak, yang jelas ada beberapa orang ketiaruh membawa
surat keterangan tidak hamil tapi tidak kembalsaga®*°

Ketika ditanyakan mengenai bentuk kebijakan peaandikah hamil di
KUA Junrejo Kepala KUA menjelaskan bahwa aturaseleut memang tidak ada
di undang-undang secara tertulis. Meskipun aturabijdkan penundaan
perkawinan hamil tersebut tidak dalam bentuk tertseperti yang terdapat di
dalam Undang-undang perkawinan, aturan tersebubsidissasikan secara

langsung terhadap beberapa organisasi masyaraitdrseelain itu sosialisasi

juga dilakukan melalui Majelis Ulama Islam Batu.

L8 rif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
1Mulyadi Rohmanwawancara (Batu, 19 April 2013)
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Aturan secara undang-undang memang tidak ada, itapharus

diberlakukan dan kita sudah mulai memberlakukanmydai dari

tahun 2011. Tidak ada aturan secara tertulis tagsyaiAllah

masyarakat sudah faham semua, karena sosialisasudah sangat
efektif sosialisasi kita melalui MUI kota Batu, casiormas islam,
muslimat, fatayat, dan lainnya. Permintaan tokdwohp aturan

penundaan ini dibuat formal. Artinya sekalipun maaya tidak di sini
menjadi kepala KUA aturan ini masih tetap diberkeu Tapi sampai
saat ini belunt>®

Kepala KUA Junrejo menyampaikan harapan untuk kadegar aturan
yang telah disepakati tersebut masih dapat terusediakukan di KUA Junrejo
meskipun jabatan kepala KUA Junrejo telah bergaéwiama diberlakukannya
aturan penundaan perkawinan wanita hamil di KUArdankhususnya, beberapa
pihak tidak menunjukkan keberatannya terhadap matteesebut. Kepala KUA
juga menyatakan bahwa pihak birokrasi, Kecamataita s€apolsek Junrejo
mendukung terhadap kebijakan penundaan perkawiaaml htu. Kementrian
agama Kota Batu tidak pernah melarang ketika atufaebijakan tersebut
diberlakukan di KUA Junrejo Batu.

Dari pihak birokrasi, dari kecamatan mendukung,i dapolsek
Junrejo juga, dari pihak Kemenag sendiri selama ftiiak pernah
melarang ketika melakukan aturan ini dan laporanjadi kita jalan
saja dengan aturan ifi-

Meskipun aturan kebijakan tidak tertulis namun bapa pihak
dinyatakan mendukung oleh kepala KUA Junrejo. Nammeskipun ada
dukungan dari berbagai pihak sebenarnya aturanjakebi tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum sebagaimana dinyatakan igsentéh kepala KUA

Junrejo Batu. Beberapa pihak yang disebutkan tetselb antaranya dari

kecamatan Junrejo, Kapolsek Junrejo serta darkpiementrian Agama Kota

150 rif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
S1Arif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
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Batu. Disampaikan pula oleh Kepala KUA Junrejo bahadanya aturan
penundaan perkawina hamil tersebut memberikan badganpak positif bagi
masyarakat, akhirnya masyarakat paham dengan kab hamil, selain itu tokoh
agama semakin intensif dalam berdakwah. Dari dakwatersebut menjadikan
sebuah sarana dalam menyebarkan serta mempubdikasiformasi mengenai
adanya aturan penundaan perkawinan hamil.
Kita punya program dalam hal kekuatan hukum, tegikk kita punya
kesempatan untuk mengawalinya maka kenapa tidakk uhita
lakukan. Harus ada saling inisiatif untuk menggtesblem moral.
Penguatan belum ada, masih kita sampaikan kepadyanalat,
bahwa di Junrejo ada aturan seperti ini. Positifmpasyarakat
akhirnya paham dengan bab nikah hamil. Selaimkoli-tokoh umat
ini ketika mengetahui bahwa di masyarakat ini tatgkamil luar
nikah meningkat, maka mereka akan semakin intensiiingkatkan
dakwahnya di masyarakat untuk mencegah kerusakamal mo
masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada senaung,obahwa
kita punya aturan menolak menikahkan orang yangilhduluan.
Beberapa saya tuliskan di majalah hidayatullah. aSagrusaha
mempublikasikan, bahwa KUA Junrejo menolak perrgikahamil.
Sejak diberlakukannya aturan kebijakan penundaakap&nan hamil
dari tahun 2011, belum ada calon pasangan suaimyasty mengikuti penerapan
aturan penundaan tersebut. Namun persyaratan besnkan yang disertakan
dalam setiap pendaftaran perkawinan di KUA Junsgog dijadikan sebagai
pendukung diterapkannya aturan kebijakan penungasakawinan hamil tetap
diwajibkan.
Tidak ada korban yang mengikuti penundaan. Tetdpptada aturan
tambahan khusus yang diberlakukan mulai dari detssrgat, dengan
adanya tambahan persyaratan tes kehamilan dan betampat.
Senada dengan apa yang telah diterangkan oleh Kédah Junrejo

Batu, bapak Mulyadi seorang Modin Junrejo juga nagkan di KUA Junrejo
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telah menerapkan aturan berupa penundaan perkawiaaml, seperti yang
dijelaskan sebagai berikut;

Banyak orang disini yang belum punya surat nikalu aulunya nikah
sirri dan sekarang sudah punya anak bahkan ada siadeh punya
cucu, lalu saya ajukan buat isbath nikah, soalngktwvitu ada
program buat isbath nikah, dari Kemenag Batu jadigadilan Agama
Kota Malang waktu itu pindah ke Batu dan orang-grgang belum
punya surat nikah saya suruh daftar.

Modin satu Kecamatan Junrejo dikumpulkan untuk repayati

aturan penundaan, saya sepakat memang dan sakanrasamang
ada dampaknya, ada pengurangan nikah hamil. Dannk&nunjuk
bidan khusus, saya bilang ke bidannya kalau insamuakherat jadi
kalau memang hamil ya tulis hamil kalau tidak yaki.

Disini juga ada aturan supaya menjawab pertanyadasp/aan yang
diberikan dari KUA tentang seputar pernikahan. Daibanyakan
masyarakat kita banyak yang tidak paham sehingig& sedikit juga
yang minta ajari saya. Itu pun juga saya barftu.

Dengan adanya keterangan dari Kepala KUA dan Maetisebut maka
perwakilan dari kementrian agama Batu Bapak AbdgyRd selaku kepala Kaur
Urais menyampaikan beberapa hal adanya aturan akeahij penundaan
perkawinan hamil;

KHI itu kan diperbolehkan kemudian Kepala KUA statya pegawai
dia wajib patuh terhadap aturan yang sudah adatbéia kan sudah
jelas bertentangan dengan Undang-undang yang beiBscarti dia
kan bertentangan dengan undang-undang. Hirarki ndang-
undangan itu tidak mungkin yang bawah memotongatyang lebih
atas, makna kebijakan secara teoritik kebijakarikabau kebijakan
secara birokrasi. Makna kebijakan di birokrasi itdinya dibikin
bersama dan tidak bisa hanya dilaksanakan hanyaasai dua kali
kegiatan, adgpolicy making ada desicion making dan kira-kira di
Junrejo itu yang mana, apakah KUA punya hak dia busn
policy?policy itu dituangkan dalam bentuk perundangan, di
Kementrian Agamaolicy akan dijabarkan serta di bahas oleh Dirjen
yang berfungsi memutuskan boleh tidaknya, sehinbgherapa
tahapan kebijakan itu selalu terkait antara pusagdn daerah , beda
lagi dengandecision making. Dan decision making itu bertentangan
tidak dengan kebijakan pemerintah. Kementrian Agé@émé&an tegas
ada pembagiannya, kebijakan itu ada kebijakan getabrdi bidang

Mulyadi Rohmanwawancara (Batu, 19 April 2013)
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agama, dan itu aturannya sudah jelas, mulai dasi dhdang-undang,
ada Kepres, ada Inpres, ada Perpu dan macam-macgm i
Kepala Urais Kementrian Agama Batu tidak setujubdpaaturan itu

diposisikan sebagai sebuah kebijakan, karena takHabapan KUA dalam
melahirkan aturan tersebut tidak sesuai denganakkieperundang-undangan
yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yalay dasar hukum.
Selanjutnya Kaur Urais juga menyatakan bahwa sjelas terdapat pertentangan
antara KHI dengan aturan KUA Junrejo, KHI membobehknenikah hamil tetapi
KUA Junrejo menunda perkawinan hamil. Padahal suetds bahwa KUA
adalah pelaksana Undang-undang.

Nikah hamil di KHI boleh dan Junrejo tidak bolehtimya KUA

Junrejo bertentangan dengan KHI, aturan yang mang dipegang

oleh KUA Junrejo. Aturan yang mana karna dia itu keelaksana,

Padahal kan dia bukan muffti bukan ulama dia adddabkrat.

Apakah betul KUA Junrejo menerapkan hal itu, tidkletika saya

tanya KUA tidak berani mengatakan, itu permintaakoh-tokoh

agama. Akhirnya kan saling melempar, secara pribaihya tidak

gantle tidak berani mengatakan bahwa itu adalah keputkdaA
Junrejo.

Kepala Urais Kementrian Agama Kota Batu mengatgkaraturan yang
dikeluarkan oleh KUA Junrejo bukan sebuah kebijakaarena aturan tersebut
tidak memiliki hubungan secara administrasi maugeoara kesepakatan bersama
dengan KUA-KUA lain. Namun karena aturan penundéaralasannya bukan

dari KUA Junrejo tetapi dari tokoh agama, maka Kiiak dapat ditindak.

153Abdul Rosyadyawancara (Batu, 3 Juni 2013)
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Jangan dikatakan kebijakan karena tidak berkaitngan KUA lain.
Kalau itu keputusan kepala KUA, kita punya kewermangintuk
memanggilnya, karena atas dasar apa dia memutaslean itu, kan
gitu, tapi masalahnya saat kami tanyakan ke KUA geeai aturan
penundaan nikah alasannya tidak dari KUA Junregsaainya atas
permintaan tokoh-tokoh agama, kalau alasannya pé&amintaan
tokoh agama va tidak berlaku terus, itu hanya ssitstmock terapi>*

Beberapa pendapat yang disampaikan oleh staff WKelsr@nagama
berkenaan dengan penundaan perkawinan hamil, bariku

Sebenarnya dasar aturan KUA sudah jelas. Ada hstiabijakan
lokal, KUA tidak berdiri sendiri ada MUI dibelakamgga, jadi kalau
menimbulkan kebijakan seperti itu ada rujukannyh fjalak masalah
sebenarnya, saya pernah tanya ke kepala KUAnyay dggadikan
dasarnya kalau dalam fikih kan memang ada dua pab&alau imam
syafi'i boleh menikahkan tapi kalai imam malik damambali
pernikahannya boleh dilaksanakan setelah bayirtyia d&n itu yang
dijadikan dasar menetapkan aturan penundaan. Kalbalishal yang
sudah terjadi itu dibiarkan, maksudnya fenomena $sbas seperti
yang sudah disampaikan di koran dulu itu kan 60%alkthamil, ya
bisa jadi kalau tetap tidak ada tindakan begitu jatknl00% sudah
pernah melakukan seks bebas dan saat sudah begiig tuanya
minta mereka dinikahkan ke KUA malah seakan-akanAKkan
menutupi aib-aib mereka. KUA itu kan sebenarnyalegadkan yang
haram menjadi halal dan menutupi yang haram kd Hatahal yang
belum legal menjadi legal. Kalau seperti itu kangsi dari KUA jadi
berkurang™>

Staff urusan Haji Bapak Ahmad Jawhari menyatakararse pribadi
setuju dengan adanya aturan penundaan perkawimain yang ada di KUA
Junrejo tersebut, beliau berpendapat jika KUA mamidan wanita hamil tersebut
sama halnya KUA menutupi aib-aib mereka. Padah@@rsnya KUA tugasnya
melegalkan yang haram menjadi halal dan menutupg yeram ke halal dari hal
yang belum legal menjadi legal. Beliau juga berpgad jika seks bebas
dibiarkan, 60% angka hamil luar nikah dari tahud2@nungkin bisa meningkat

menjadi 100%.

5Abdul Rosyadyawancara (Batu, 3 Juni 2013)
1%°Ahmad Jawhariwawancara (Batu, 3 Juni 2013)
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Selama kebijakan itu dibolehkan oleh atasan yaddtaju juga. Tapi
secara pribadi saya setuju dengan penundaan fiu,nmasalahnya
sekarang tidak semua KUA yang melakukan itu. Kaldinat dari
tujuan nikah tidak salah juga, pernikahan kan tpya untuk
mensucikan nasab jud
2. Status Keperdataan Anak Luar Kawin Apabila Dilakukan Penundaan
Perkawinan Wanita Hamil

Berdasarkan yang penyampaian kepala KUA JunrejoalBaprif
Syaifudin menyatakan bahwa penundaan perkawinanl hamebut berkiblat
pada pendapat imam Hambali. Sedangkan status angkdy kandungannya akan
tetap memiliki nasab yaitu kepada ibu yang melamrya nanti. Kemudian
ketika ditanyakan mengenai pendapat Kepala KUAaap Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status kejmaan anak luar beliau
mengaku belum pernah tahu tentang putusan tersebut.

“penundaan perkawinan di KUA ini berkiblat pada m&ambali. Jadi

nanti nasab anaknya ikut pada ibunya dan di akia Jaga tertulis

begitu, sedangkan status kepada ayah yang mengiiamya tadi tidak
memiliki. Kalau putusan MK tentang status anak keavin saya masih
belum mengkajinya™®’

Kaur Kesra (Modin) Desa Mojorejo Junrejo, bapak ydi Rohman
menyatakan jika anak yang lahir dari wanita haraihg di tunda pernikahannya
akan memiliki nasab kepada ibunya, dan ia akarm tetauatkan akta kelahiran
dengan atas nama orang tuanya, nama ibunya kararlahit sebelum adanya
perkawinan sah di KUA.

“Anak yang nantinya dilahirkan itu ya ikut ibunyakta kelahirannya di

tulis nama ibu yang mengandungkan, bapaknya ga&hbisiut mbak

walaupun itu hasil hubungan bapak sama ibunya,whbag itu hasil
perbuatan sebelum menikah®

1%Ahmad Jawhariwawancara (Batu, 3 Juni 2013)
57Arif Syaifudin, wawancara (Batu, 15 April 2013)
8\ulyadi Rohmanwawancara (Batu, 19 April 2013)
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Bapak Ahmad Jawhari memberikan argumen, ketikadefenundaan
perkawinan status anak itu pun nantinya tidak jefesksudnya tidak bisa berubah
statusnya menjadi anak ayah kandung atau ayahmanghamili ibunya.

“Memang mestinya ada untung ruginya juga dalanmaggbengambilan
kebijakan, dan kalaupun penundaan itu tetap dil@akuka sama saja
status anak juga tidak jelas, mau di ikutkan kehaya gak bisa, karena
menikahnya kan setelahnya dia lahir, jadi tetap unégnsaya status
nasabnya ke ibunya>®

3. Pandangan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrgo
dalam mengeluarkan kebijakan penundaan perkawinan terhadap wanita
hamil

H. Ahmad Taufig menyatakan setuju terhadap penumgeakawinan
wanita hamil di KUA Junrejo Batu, tujuannya memkan efek jera. Seandainya
menjadi Kepala KUA pun beliau tidak berani untuklakeanakan perkawinan
hamil itu, karena tanggung jawab kepada Allah ldi®hat dibandingkan dengan
pertanggung jawaban terhadap sesama manusia.

Menurut hukum asalnya, syari’atnya tidak boleh kawiada saat
hamil itu, tapi karena adanya Kompilasi Hukum Islgdinya boleh
saja dilaksanakan. Kehawatirannya begini, kalaa gmrkawinan
hamil itu dilaksanakan kemudian tidak ada keterbokdalam hal
kondisi mereka yang sebenarnya, maka orang tuaag# itu kan
dipermasalahkan kewaliannya. Makanya sekaranghkadran di KUA
tapi yang belum nasional, dimintai fotocopy bukkati orang tuanya,
sehingga nanti kalau diketahui Memang ada dua apsngenai
pernikahan hamil, nah boleh saja dilakukan perrakalga namun
menurut saya harus ada kode khusus supaya bisaatela

Kalau pemerintah itu membolehkan, ya boleh sajadapgan catatan
ada kode khusus supaya keduanya berhati-hati daiadakan-
tindakan ke depannya apalagi masalah wali nikahngWin KUA
punya aturan nunda nikah itu dengan mempertimbangka
pertanggungjawabannya kepada Allah lebih penting dlatamakan
dari pada ke pemerintah, meskipun KUA memang mé&ampéagian
terpenting dari pemerintah.

9Ahmad Jawhariwawancara (Batu, 3 Juni 2013)
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Kalau secara pribadi saya setuju dengan tindakam\ Kérsebut,
memang tujuannya untuk memberikan jera, tapi melikandisi,
sepertinya anak sekarang tidak ada jeranya. Katasgandainya saya
menjadi kepala KUA saya juga ndak berani untuk gaaia
melaksanakan perkawinan hamil itu, masalahnya mggtangjawaban
ke Allah itu lebih berat®

Sedangkan berbeda dengan pandangan dari KH. MaMukia’'mar
menyatakan keberatannya terhadap adanya aturamgzeam perkawina hamil,
karena menurut beliau hal itu sangat memberatkgn Kelua orang yang telah
terlanjur hamil di luar nikah, seperti yang dipdgar berikut ini;

Menurut saya aturan penundaan itu Semakin memlaerdikban si
ibu, pertama dia melahirkan tanpa didampingi suampa ada suami
yang membiayai persalinan,dan seterusnya. Belundiagakan malu

dihadapan masyarakat belum punya suami tapi sué&hirkan, dan
ada beban sosial di masyarakat, perkara dosa men@swsy Tapi

secara beban sosial beban moral harusnya dikudergian segera
dinikahkan. Kalo dia pacaran dan senang kan pastitubungan
terus, berarti seakan melanggengkan kemaksiatgitubs#inikahkan

hubungan kan sudah menjadi halal, nikah itu samagate

menghentikan kemaksiataf.

Hal yang sama menanggapi adanya aturan kebijakarungdaan
perkawinan wanita hamil di KUA Junrejo, di sampaikoleh Dr. Faisol Hakim
Pengadilan Agama Kota Malang juga menyatakan k&berga atas
diberlakukannya aturan tersebut terhadap calon ngasa suami istri yang
mendaftarkan diri untuk menikah. Menurutnya, atusasebut memberikan beban
berat. Efek dari adanya penundaan tersebut bukayahatuk mereka yang akan
menikah namun juga berdampak pada anak yang dikgnga.

Aturan itu Tidak adil,karena berarti orang yangautkerbebani justru
harus dibebani dengan beban berat lagi. Efeknyarbbknya buat dia
tapi juga buat anak yang dikandungnya, anak yaimy ldalam

tekanan mental itu akan lahir anak yang disebutkedam buku-buku
kesehatan yang kita baca, bahwa ketika anak dalandukgan

1804, Ahmad Taufigwawancara (Malang, 11 September 2013)
183K H. Marzuki Musta’marwawancara (Malang, 02 April 2013)



116

ibunya, maka pemikiran, mental, perasaan yang aliodsh anak itu

sama dengan ibunya, kalau ibunya keras marah, dbumgnangis,

anaknya juga akan merasakan yang sama. Kondisi yarak akan

lahir nanti ditentukan oleh kondisi psikologis ikaat mengandungnya
dulu. Jadi apapun yang dirasakan ibunya anak jugeasakannya.

Dengan demikian, aturan itu tidak tepat, anak gé&hskok anak juga
kena dampak hukuman karena kesalahan ibunya.

Kemudian Kyai Marzuki mempunyai pendapat lain aalusi lain selain
menunda perkawinannya hamil di luar nikah, yaitagenelayani pernikahannya
namun dengan diberikan persyaratan kelulusan medigsglah satu ustadz yang
dapat menjamin bahwa dia akan memperbaiki dirinya.

Nah kalau alasannya membuat efek jera dan seterusaya kira
tidak harus dengan cara itu, misalnya tetap dilagé@h tapi kamu
harus bisa ngaji quran ini sampai ini, hafal supgndek atau
bagaimana begitu,nanti yang menyatakan sudah hkgéalini, dan

kami tidak dapat memberikan surat nikah kalau kabelum

mendapatkan tanda tangan dari kyai yang dimaksuddamena ketika
akan ditunda pernikahannya, pasti akan tetap sajdethubungan.
Kalau seperti itu seakan-akan melanggengkan keataksiBegitu dia
langsung dinikahkan, hubungan sudah halal. Nikars@ma dengan
menghentikan kemaksiatan. Tidak hanya dengan itarsaja, bisa
dengan cara tidak ditunda atau tetap dilayani nikghi dengan
persyaratan dia harus bertobat bisa dengan bukisuilah ke kiyai
atau ustadz siapa yang ditunjuk untuk membimbinghirgyga
menjadi sanksi yang mendidik.

Menanggapi status kebijakan penundaan perkawinaml lth Junrejo
Batu yang tidak berbentuk tertulis tersebut Kyairal&i berasumsi bahwa
tindakan tersebut dapat di tindak secara hukum. uxgnbeliau tindakan
menundakan perkawinan hamil tersebut merupakaakardnon prosedural yang
tidak memiliki payung hukum atau pijakan hukum ygigs.

Mestinya hal itu dilaporkan kepada kemenag karemakan pejabat
kua itu merupakan tindakan non procedural yangktidgemiliki
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payung hukum atau pijakan hukum yang jelas. Jadihldaik
langsung di nikahkatf?

Sedangkan Dr. Faisol Hasanudin berpendapat bahaussmya KUA
lebih  memahami lagi tentang munakahat, pemahamahadap hukum
perkawinan serta hukum pidana diperbaiki lagi. Karenenurut beliau tindakan
penundaan perkawinan hamil tersebut sudah masaknd@nah Hukum Pidana
yakni sanksi bagi pelaku sebuah tindakan yang rggkamhukum.

Mestinya mereka mempunyai pemahaman munakahatitg iebih
baik, hukum perkawinan lebih baik, hukum pidanagyéebih baik,
khan ini sanksi masuk pada aspek hukum pidana.

Kedepan saya kira yang perlu gpdate pegetahuannya berkenaan
dengan masalah-masalah hukum, bukan hanya prakisim, tapi
juga para penegak hukum lainnya yang berkenaanademhggas-
tugasnya®®

Dr. Faisol Hasanudin menambahkan, dalam memberia@nilaian
perzinaan terhadap orang lain tidak boleh semudatkarena Rasulullah sendiri
ketika akan menghukum pezina, menunggu pengakuapelaku zina tersebut.

Fitrah itu tidak untuk dibendung tapi fitrah itutuk disalurkan pada
yang tepat. Ketika fitrah manusia kebutunhannyauminmanusia
tidak boleh melarang, ketika fitrah itu dibendungka akan terjadi
penyimpangan. Jika fitrah itu dibendung tidak dilaéses yang tepat
maka akan terjadi penyimpangan.

Jadi dalam penilaian perzinaan itu tidak gampangpgeng ya, karena
Rasulullah sendiri tidak serta merta menghukum gnrgang berzina,
beliau menunggu pengakuan dari pelaku zina baruultikh
menghukumnya®*

Menurut Prof. Isrok menanggapi aturan kebijakarupdaan perkawinan

hamil di Batu sebagai berikut;

Lebih baik dinikahkan kalau sudah terjadi, ini rhakbih baik ada
yang mau bertanggung jawab dari pada tidak ada pengnggung

1623¢H. Marzuki Musta’marwawancara (Malang. 02 April 2013)
83pr, Faisol Hasanudinyawancara (Malang, 03 Juni 2013)
%4Dr, Faisol Hasanudinyawancara (Malang, 03 Juni 2013)
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jawab. Kalau merugikan salah itu, ada juga yangymgpang tapi
bermanfaat bagi masyarakat luas itu masih bagusirtapidak, ini
malah merugikan bagi masyarakat. Contohnya sajaydimpang dari
aturan tapi untuk kemaslahatan masyarakat luas,sd@ma-sama
konstitusi yang ada di Jakarta dalam pemiliharbégi yang memilih
sebenarnya bukan dengan KTP tapi dengan surat ipamil
sedangkan ketika mereka tidak memiliki surat pdraiboleh dengan
menggunakan KTP yang dia mili®

Pada satu kesempatan Bapak Munasik selaku Hakina Kizlang,
mengungkapkan keberatannya terhadap tindakan paanmgerkawinan hamil di
Junrejo karena dinilai akan semakin menyulitkan yaessgat. Memang diakui
tingkat kawin hamil meningkat namun dalam mengataskurang tepat. Seperti
yang diungkap berikut ini:

Saya keberatan dengan tindakan KUA Junrejo, melkanda
perkawinan akan menimbulkan masalah baru lagi. Bglaewaktu

yang lalu kita para hakim mendapat kasus tentasgedsasi kawin
anak masih usia 15, tapi ketika datang dipersidamgareka sudah
menggendong anak bayi, anak yang masih usia daa.bBaya heran
kenapa baru sekarang mereka minta dispensasi yikathenurut

saya ini juga bisa jadi salah satu pertimbangamkumemutuskan

tindakan apa yang sebaiknya di ambil dalam menigp&asngkatan

kawin hamil.

18prof. Isrok,wawancara (Malang, 10 Juni 2013)
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BAB V
DISKUSI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Status Hukum Kewenangan Yang Melekat Pada KUA Untuk

Menentukan K ebijakan Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil

Berdasarkan temuan data penelitian di lapangamaratkebijakan
penundaan perkawinan hamil ini tidak memiliki pagydrukum yang melindungi
penerapannya, diakui oleh Kepala KUA Junrejo Batihwa aturan tersebut
memang belum ada secara tertulis. Tidak ada ayaag serupa yang dijadikan
dasar pemberlakuan aturan kebijakan, baik dari bigrdendang Perkawinan No.1

Tahun 1974 maupun KHI.

Secara kewenangan pemerintah, KUA Junrejo tidak peeoleh
delegasi, atribusi ataupun mandat dari pemerintatuku menerapkan aturan
penundaan perkawinan hamil tersebut. Pemberlakemanpbahan persyaratan
dalam pendaftaran nikah pun juga tidak memilikekahgan yang jelas, sehingga
hal ini dapat saja di batalkan dengan dasar Undadgng Perkawinan No.l
Tahun 1974 dengan alasan menghalangi seseorang§ orglakukan sebuah
pernikahan, atau dengan KHI Pasal 53 ayat (1) dé),(3)*°® yang menyebutkan

bahwa boleh melangsungkan perkawinan hamil tanpaunggu kelahiran bayi.

Sedangkan menurut Kaur Urais Kota Batu menyampaikahwa
kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA Junrejo Batuwau jelas bertentangan
dengan KHI Pasal 53. Status kepala KUA sebagaivp@igaemerintahan wajib

mentaati aturan yang sudah ada.

%Tim Redaksi FOKUSMEDIAHimpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kiasipi
Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2007), 20
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Berdasarkan Hirarki perundang-undangan tidak mumgkuran yang
bawah memotong aturan yang lebih atas. Kebijakdtedientrian Agama selalu
terkait dengan pihak daerah maupun pusat, bentijakannya dituangkan
dalam bentuk perundangan. Kebijakan di birokrasudi bersama dan tidak bisa
hanya dilaksanakan hanya satu atau dua kali kegiglanjutnya beliau
mengatakan bahwa kebijakan penundaan perkawinaih tialiUA Junrejo tidak
dapat disebutkan sebagai sebuah kebijakan, kaabapdn-tahapan KUA dalam
melahirkan aturan tidak sesuai dengan tahap pemrbudabijakan. Selain itu
aturan tersebut tidak memiliki hubungan secara adtnatif dalam pengambilan

kesepakatan dengan KUA-KUA lainnya.

Makna kebijakan yang dikeluarkan KUA Junrejo pelijpaparkan secara
jelas, karena bentuk kebijakan yang dikeluarkarmylean merupakan kebijakan
yang tertulis jelas akan tetapi secara langsureyagikan di masyarakat sebagai
sebuahshocktherapydalam mengatasi masalah di masyarakat utamanyaahas
hamil pranikah. Dalam prakteknya pun ditemukan k@RhWUA Junrejo
memberikan persyaratan tambahan bagi semua cagamgen suami istri yakni
mencantumkan surat keterangan tidak hamil dari nbisatempat yang telah
ditunjuk khusus oleh KUA. Namun dalam penyampaianmersyaratan ini tidak
dalam bentuk tertulis hanya disampaikan dari muautin yang tersebar di

Junrejo.

Dalam penanggulangan atau pengurangan atas sejumkatalah
fenomenal yang terjadi di lingkungan sekitar, mduai@m solusi dalam bentuk
kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diklasditkan sebagadecision

making dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk merakgun



121

keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk markén sesuatu terjadi demi

teratasinya suatu persoalan.

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Haisidezbebasan
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan néutatau menuntut pihak lain
untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memikaharusan untuk

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Sedangkan kewenangan pemerintah merupakan dasar setigp
tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level petaban, dengan adanya
dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakarpetbonatan hukum yang
dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapattdgaikan sebagai tindakan
dan perbuatan hukum yang sah. Namun apabila tidakdasar kewenangan,
maka setiap tindakan dan perbuatan hukum terseliattedorikan sebagai
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat gikatakan sebagai

pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintatabajié.

Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemaringang
bersumber dari peraturan perundang-undangan dgbemolelalui cara atribusi,
delegasi maupun mandat. Kembali pada wewenang lyaledy dilakukan KUA.
Kewenangan pemerintah dan pejabat pemerintahanmdalagara hukum
menerapkan asas legalitas dalam konstitusi, sabagai tersebut dalam pasal 1
ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga, mengandung aftiwh penyelenggaraan
pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undangndenberikan jaminan
terhadap hak-hak dasar rakyat. Setiap penyelergygapgmerintahan harus

memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikateh Undang-undang.
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Kewenangan itu sendiri merupakan kekuasaan yaraynoiikan untuk orang-
orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang peafam tertentu yang berasal

dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.

Sedangkan Kantor Urusan Agama itu merupakan kepgaatangan
Departemen Agama Republik Indonesia yang memilikigsi dan peran yang
amat penting dalam memberikan pelayanan kepadaamssy, utamanya yang
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaangkungan Kecamatan. Hal ini
disebabkan posisi KUA yang menjdshsic leaderurusan keagamaan pada level
kecamatan, sehingga secara otomatis urusan kedig@gamaan masyarakat,
utamanya masyarakat yang beragama Islam, akanu sk&jalan beriringan

dengan keterlibatan dan peran serta KA.

Berdasarkan pada sifatnya kewenangan memilikidagian, wewenang
yang bersifat terikat yakni harus sesuai dengarmaatdasar yang menentukan
waktu dan keadaan sehingga dapat dilaksanakandeknmmamusan dasar isi dan
keputusan yang diambil, sedangkan wewenang yangfdtefakultatif dimiliki
oleh badan atau pejabat administrasi, namun wewetegasebut memiliki pilihan
untuk digunakan atau tidak bergantung pada keaaesammtu dan tetap berdasar
pada aturan dasarnya, sedangkan wewenang bers#aas byakni bebas
menentukan sendiri isi dari keputusan yang dik&mrakarena peraturan dasarnya
memberi kebebasan kepada penerima wewenang terSsmangkan kebijakan
penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang dikerapleh KUA Junrejo Batu

tahun 2011 tersebut merupakan sebuah kebijakan di&etuarkan oleh pejabat

87 Mahmun Syarif Nasutionlabatan dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agareakhatan,
http://sumut.kemenag.go.id
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pemerintah yang telah memiliki wewenang terikatuaeslengan aturan dasar
yang menentukan waktu dan keadaan tersebut dajasatiakan, termasuk
rumusan dasar isi dan keputusan yang diambil, gghilKUA sebagai pejabat
pemerintah tidak dapat mengeluarkan kebijakan setalipa mengacu pada

aturan dasar yang dimiliki.

Dalam hal wewenang bebas atau dikenal dengan disktau freis
Ermessen yakni kebebasan untuk bertindak sendiri atas imisiaendiri.
Kewenangan diskresi sebagai penyelenggara penfamtédukanlah sebagai
kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi tunduk paddypan perundang-undangan,
hukum tertulis berupa asas-asas umum pemerintadram lyaik. Sehingga dalam
penggunaan diskresi tersebut memiliki beberapaypmatan diantaranya, tidak
bertentangan dengan satu aturan hukum, selarasmdmgvajiban hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harust,patasuk akal, dan tidak
termasuk dalam lingkup jabatannya, pertimbangang y&yak berdasarkan

keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asassia.

Mengacu pada beberapa persyaratan penggunaansdigksebut, KUA
Junrejo Batu menetapkan pemberlakuan kebijakannoaun perkawinan wanita
hamil di luar nikah melalui pertimbangan yang nkaakal yakni adanya niatan
positif untuk memberikan sanksi jera bagi pelakdakan seks pra nikah, hal itu
dilakukan dalam situasi yang sangat memaksa, natalam hal menghormati
hak asasi manusia tidak ada sisi yang menunjukkbw#® tindakan kebijakan itu
menghormati hak seorang wanita hamil untuk memdikhmi yang bertanggung
jawab atas kehamilan wanita. Ada tindakan menggalaak bagi wanita hamil

untuk bersuami. Selain itu kebijakan penundaangwaran tersebut bertentangan
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dengan aturan hukum, yaitu yang tertulis pada K@spHukum Islam Pasal 53
tentang perkawinan hamil yang menyatakan bahwatavdramil karena hamil
diluar nikah boleh untuk langsung dikawinkan denigdaki yang menghamilinya
tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandung. Saiedms bahwa terdapat
beberapa persyaratan diskresi yang tidak terpedalam penerapan kebijakan

penundaan perkawinan hamil di KUA Junrejo.

Tugas dari Kepala KUA terkat oleh Peraturan PertegnilNomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawi Negerid&ifaim jabatan Struktural.
Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pengtamgk@emindahan, dan
pemberhentian PNS dalam dan dari pejabat struktdredtapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang (pasal 4) dab didgintik dan mengucapkan

sumpah dihadapan pejabat yang berweang (pasal 5).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 T&00i tentang
penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Ketamaadalah
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Ad&abapaten/Kota di
bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamalaigas dari KUA
Kecamatan meliputi pencatatan nikah dan rujuk, marggdan membina masjid,
zakat, wakaf, baitul maal, da ibadah sosial, kepdukan dan pengembangan
keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yangagkah oleh Dirjen Bimas
Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan perapgaimdang-undangan yang

berlaku.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas meumrbawahan,

memberi pedoman dibawah bimbingan dan petunuk [pedaksana tugas
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bawahannya, menerapkan koordinasim integrasi dankrosiisasi vertikal
Departemen Agama lainnya maupun antara unsur epan di Kecamatan
dengan unsur Pemerintah Daerah, melaporkan hdaskga@an tugasnya kepada

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai tugas wewelaangiantor
Urusan Agama serta perangkatnya, maka bentuk kebijgang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Junrejo Batu tidak dapat dika@masebagai sebuah
kebijakan publik. Disamping kebijakan yang diselantkKUA Junrejo tersebut
tidak dinyatakan secara tertulis, kebijakan tersealmak memenuhi beberapa
aspek yang cukup mendasar dalam menyatakan ateramgaan perkawinan

wanita hamil tersebut sebagai sebuah kebijakan.

Beberapa aspek sebuah kebijakan antara lain, kahijpada umumnya
terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan yalgs terkait serta bersifat
rasional, studi kebijakan biasanya akan mencangisapa penelusuran interaksi
yang melibatkan begitu banyak individu, kelompokndrganisasi. Kebijakan
tidak serta merta dapat dibedakan dari administrdan kebijakan meliputi
hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi ykng bersifat intra

organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan orgasi tertentu).

Dalam proses pembuatan kebijakan publik apa pura padumnya
berawal dari adanyawareness of a problerfkesadaran akan adanya masalah
tertentu). Namun pada situasi lain, awal dimulaipyases pembuatan kebijakan

publik juga bisa berlangsung karena adanya magsaftédntu yang sudah sekian
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lama dipersepsikan sebagai belum pernah tersebltathu ditanggulangi lewat

kebijakan pemerintalf®

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan kemlayang berpola
yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan dakgputusan, diantaranya
ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada pulg fidak rutin. Dalam
praktik pembuatan kebijakan sehari-hari. Terdapaebapa teori yang digunakan
dalam mengambil kebijakan, antara lain teori ramiokomprehensif, teori

inkremental, dan teori pematan terpatfu.

Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hahgaidak rasional
dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalahnasg) pengambil keputusan
memiliki cukup informasi mengenai berbagai altaefnatehingga mampu
meramalkan secara tepat akibat-akibat dari piliafiernatif yang ada, serta
memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan memparigkan banyak

masalah yang saling berkaitan.

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan caragtmadari banyak
masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakdelnjang sering ditempuh
oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambailitisean. Teori ini dapat
dikatakan sebagai model pengambilan keputusan yaegibuahkan hasil
terbatas, praktis dan dapat diterima. Sedangkantksan yang diambil KUA

Junrejo dalam menundakan perkawinan hamil belumpeeimbangkan manfaat

1%83plichin Abdul WahabPengantar Analisis Kebijakan PublikMalang,Cetakan Pertama 2008,
UMM Press), 35-36

1950lichin Abdul Wahab Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke PenyususnandileModel
Implementasi Kebijakan PublikJakarta: Bumi Aksara, 2012), 75
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serta madhorotnya bagi masyarakat khususnya, disgnkarena pengambilan

keputusan ini tidak pernah dibahas bersama dergaeritrian agama.

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsepyhdu seperti
yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasaiAitzioni yaitu pengamatan
terpadu Mixid Scaning sebagai suatu pendektan untuk mengambil keputusan
baik yang bersifat fundamental maupun inkrement&kputusan-keputusan
inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkam bagi keputusan-

keputusan fundamental sesudah keputusan-keputus&ndapai.

B. Status Keperdataan Anak Apabila Dilakukan Penundaan Perkawinan

Bagi Wanita Hamil

Kepala KUA Junrejo, Mudin Junrejo serta staff Ketnen Agama kota
Batu menyatakan bahwa status anak yang dilahirkabatadari penundaan
perkawinan wanita hamil di luar pernikahan sah isesgara’ memiliki hubungan
nasab kepada ibunya serta keluarga ibunya, ia tdakiliki hubungan nasab
dengan ayahnya sehingga implikasi dalam aspek iguagah kandung secara
biologisnya tersebut berkedudukan sebagai orang kehingga tidak wajib
memberi nafkah, tidak ada waris mewaris, bahkark&einak yang dilahirkan
adalah perempuan, ayah kandung secara biologisrsebut tidak dapat menjadi
wali dalam pernikahannya, sebab antara keduangk éida hubungan sama sekali

dalam syariat islam.

Pandangan tersebut benar jika didasarkan paddasylatam, sehingga
untuk menjamin terpeliharanya keturunan dalam Isthhmramkan melakukan

hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan s#dn terbentuknya lembaga
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perkawinan yang disyari’atkan. Status anak tidagatidberubah menjadi anak
yang sah menurut hukum,dan tetap menjadi anak keagenai perwalian dan
warisan berlaku seperti anak zina. Jadi walaupa@npstuang untuk menyatakan
sah perkawinan tersebut sebagaimana pendapat ubtemawinan itu tetap ada

cacatnya ditinjau dari segi agama, psikologis, stasiologis.

Melihat status hukum anak luar kawin dalam hukursitgolndonesia
merujuk pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Talud,lberdasarkan pasal
42 bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalahyangkdilahirkan dalam
atau akibat perkawinan sah berdasarkan Pasal 1(Zydalam perkawinan yang
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyakégercayaannya itti°
Ukuran sah dan tidaknya status anak dalam passeébietr tidak terlepas dari
keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh keduagtranya. Karena dari
perkawinan yang sah akan melahirkan anak yangssdangkan perkawinan yang
tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernatpad@winan akan melahirkan
anak dalam status anak yang tidak sah (anak Ideahni Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 itu juga Gkna selama anak tersebut
dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah sesana maka anak tersebut
adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut.n§ghi anak dari hasil
penundaan perkawinan hamii di KUA Junrejo ini tidipat disebut sebagai anak

sah karena orang tuanya belum melaksanakan peamikeamg sah pula.

Sedangkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyelanutKkAnak sah

adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akileskgwinan yang sah; b. Hasil

Dy, witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawirsd@aKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinar,Jakarta: Pustakara, 2012), 137
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perbuatan suami istri yang sah di luar rahim déahitkan oleh istri tersebut
Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa arssgbi¢ dinyatakan anak
sah ketika orang tuanya sudah terikat sebuah @#rarksah walaupun pernikahan
tersebut terjadi saat anak tersebut sudah berddm dandungan. Pasal ini juga
memiliki makna yang sama dengan Undang-undang ®Reraa No. 1 tahun 1974

pasal 42 di atas.

Anak luar nikah dalam hukum administrasi kependadulberhak
mendapat akta kelahiran sebagaimana anak-anak adn ygmumnya, namun
karena ada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-gritlarkawinan jo. Pasal 100
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anakr lkawin hanya
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya damakgh ibunya, maka hal itu
berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatankakhhiran bagi anak luar

kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanyan aksebutkan nama ibunya.

Dalam perkembangannya, terdapat putusan MK Judevaw terhadap
Pasal 43 ayat (1) UU 1.1974 yang menyatakan, “Ayekg dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata deibgenya dan keluarga
ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunya
hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarggalserta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummpanyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahffya.”

' Tim Redaksi fokusmediaHimpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Ktaspi
Hukum Islam(Bandung; Fokusmedia, 2007), 34

12Dy, Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawirsd@aKeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinarf,Jakarta: Pustakara, 2012), 253
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Oleh karena tidak ada satupun kalimat dalam peangan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan atau setidatapat ditafsirkan hanya
berlaku bagi anak yang dilahirkan dari pernikahiam snaka kaidah hukum yang
menyangkut tentang perlindungan anak di luar kadgiam putusan tersebut juga
berlaku bagi semua jenis anak luar kawin termasaktaranya anak yang lahir
akibat penundaan kawin hamil di Junrejo jika memahgam kasusnya
mendatang hakim yang memutuskan perkara status laasik penundaan itu

menggunakan keputusan MK tersebut.

C. Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA
Junrggo Batu Dalam Mengeluarkan Kebijakan Penundaan

Perkawinan Terhadap Wanita Hamil

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ulama’ H. @hnTaufig
Penasehat Pimpinan Daerah Muhammadiyyah Kota Maajagyang menyetujui
adanya penundaan perkawinan wanita hamil di KUAreJan beliau beralasan
bahwa pertanggung jawaban di hadapan Allah mermppkaanggung jawaban
yang lebih penting dibandingkan pertanggung jawatemhadap antar sesama.
Selain itu menurut beliau penundaan perawinan hiunjiga dapat memberikan
efek jera supaya tidak diulangi lagi oleh masyarakang lainnya. Sehingga

menunda perkawinan hamil merupakan solusi yand tegga masyarakat.

Sedangkan ulama’ lain yakni KH. Marzui Musta’mandaakar hukum
diantara Dr. Faisol, Drs. Munasik, M.H serta Ptefok menyatakan tidak setuju

dan keberatan terhadap adanya Kebijakan penundskavwnan wanita hamil di
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KUA Junrejo Batu. Alasan keberatan mereka terbagard beberapa aspek

diantaranya melihat pada aspek sosial, aspek pgiisplserta aspek hukum.

Pertama aspek sosial, ulama’ besar Nahdhatul Ulama’ KotalaNg,
KH. Marzuki Musta’'mar menyatakan keberatannya t@apa adanya aturan
penundaan perkawinan hamil di Junrejo tersebugneamenurut beliau sangat
memberatkan bagi kedua orang yang telah terlam@yonilipranikah. Ketika terjadi
penundaan perkawinan, ibu yang akan melahirkan akamerima beban yang
berat, ia harus melahirkan tanpa didampingi suaicik ada yang membiayai
persalinan, dan sebagainya. Disamping itu, ia har@isanggung beban moral di
hadapan masyarakat karena hamil tanpa suami. Seatari@rof. Isrok juga
berpendapat bahwa sebaiknya tidak perlu adanyangean perkawinan wanita
hamil tersebut, karena lebih baik ada yang bertanggawab daripada tidak ada.
Kalau diadakan penundaan maka akan ada pihak ymogikén yaitu pihak
perempuannya. Aturan tersebut tidak membawa kehwtsla bagi
masyarakatnya namun membawa beban tersendiri beak pang bersangkutan.
Selanjutnya hakim kota Malang bapak Munasik jugangaeggap bahwa

penundaan perkawinan itu menyulitkan masyarakat.

Keduaaspek psikologis, menurut Dr. Faisol, Hakim Peiilga Agama
Kota Malang keberatan atas diberlakukannya kehijgd@nundaan perkawinan
wanita hamil di KUA Junrejo Batu tersebut. Menug@traturan tersebut menjadi
beban berat, serta efek yang ditimbulkan akibahyalgpenundaan perkawinan
wanita hamil bukan saja akan menimpa kedua pelakandhal ini calon suami
dan istri, akan tetapi juga berdampak buruk bagikagang dikandungnya.

Kondisi anak yang akan dilahirkan nantinya dipeagaoleh kondisi psikologis



132

ibu yang mengandungnya, kondisi ibunya yang tentelabat adanya penundaan
perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan meggehi kondisi bayi

yang dikandungnya.

Ketiga, aspek hukum, khususnya dalam hukum islam penuankiaain
hamil seakan melanggengkan kemaksiatan, karenaublegglua orang tersebut
dinikahkan maka hubungan keduanya menjadi halaleniea nikah memiliki
makna menghentikan kemaksiatan, menghalalkan halpupgng haram. Selain
itu, berkenaan dengan bentuk kebijakan penundadawman hamil sebenarnya
bisa ditindak oleh hukum, karena kebijakan tersebertupakan tindakan pejabat
KUA non prosedural yang tidak memiliki payung hokwatau dasar pijakan

hukum dalam penerapan kebijakan penundaan perka\wanail.

Penulis berpandangan bahwa kebijakan KUA Junrejowum#akan
perkawinan hamil tidak tepat dilakukan, karena jeddain tersebut tidak
memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya, cemgermenyulitkan
khususnya bagi para calon pengantin lainnya yaaaktmengalami peristiwa
hamil pra nikah. Selain itu kebijakan yang terapkdak melalui prosedur yang
dibenarkan oleh pemerintah dalam hal pembuatarjakelni, meskipun menurut
pengakuan banyak pihak yang mendukung aturan terdsdik dari tokoh agama,

ormas, MUI kota Batu, maupun masyarakat sendiri.

Dalam hal memberikan efek jera, sebenarnya terdbapbéerapa cara
untuk mengatasinya, misalnya KUA tidak akan meradan surat nikah
sebelum para pelaku mengikuti persyaratan mengpengajian, hafalan surat-

surat di dalam al-Qur’an, dan sebagainya. Akamadetyerbagai hal negatif ketika
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tetap tidak terjadi perkawinan atau ditunda perkawnya. Sehingga sangat jelas
bahwa aturan kebijakan penundaan perkawinan wéuaitail di KUA Junrejo
tersebut banyak mendatangkan mudhorotnya daripadmfaatnya bagi
masyarakat. Dalam hal mengatasi masalah meningkangka kawin hamil d
masyarakat Junrejo Batu bisa dengan cara lainnselenundakan perkawinan.
Karena fenomena penundaan perkawinan hamil ituiseselain mengandung
banyak kontra dari beberapa pihak juga tidak m&miekuatan hukum yang

jelas. Bertetangan dengan aturan sebelumnya yalakbeli Indonesia.

Kembali pada tujuan sebuah perkawinan dalam Iskdaah memenuhi
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluargg yanmonis, sejahtera, dan
bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kemmagimggota keluarga,
sejahtera artinya teriptanya ketenangan lahir daatintya disebabkan
terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnyajrgga timbul kebahagiaan,
yakni kasih sayang antar anggota keludfgaNamun jika sebuah perkawinan

ditunda, maka tujuan-tujuan yang ingin dibangur ateereka menjadi terhalangi.

Selain memiliki tujuan, perkawinan juga mengandiomagmyak hikmah
diantaranya kawin merupakan jalan alami dan bisloging paling baik dan
sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks$a terpelihara dari
melihat yang haram perasaan tenang menikmati yatad. ibengan perkawinan
maka banyaklah keturunan, perkawinan akan memaliHaturunan serta
menjaganya. Selain itu perkawinan dapat membuahkdin kekeluaragaan,
memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keludaganemperkuat hubungan

kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopargditunjang.

aAbd. Rahman Ghazalfigh Munakahat(Jakarta: Kencana, 2006), 22
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Pada prinsipnya, perkawinan merupakan akad untukghadalkan
hubungan suami istri serta membatasi hak dan Kearajserta tolong menolong
antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukalmim. Sehingga jelaslah
bahwa sebelum sebuah hubungan suami istri dapakuden, harus melalui
perkawinan yang sah supaya hafdlINamun akan berbeda persoalan ketika telah

terjadi hubungan suami istri sebelum pernikahanhgadga terjadi kehamilan.

Perkawinan dalam islam merupakan fitrah manusia sg@rang muslim
dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang pddesar di dalam dirinya
terhadap orang yang paling berhak mendapat peraidilan pemeliharaan. Di
samping itu perkawinan memiliki manfaat yang palifgesar terhadap
kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingaosial itu adalah
memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihaturdnan, menjaga
keselamatan masyarakat dari segala macam penyaigt dapat membahayakan

kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Menurut syariat, nikah berarti akad antara pihaki-leki dan wali
perempuan yang karena akad itulah hubungan badgaraateki-laki dan
perempuan tersebut menjadi halal. Sehingga kegifadi hubungan badan antara
laki-laki dan perempuan sebelum adanya akad makangan tersebut menjadi
haram. Dalam KHI Pasal 2 juga dijelaskan bahwa gweifkan menurut hukum
islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangdtd@aamiitsaagan ghalidzan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanngeupakan ibadat/> Sangat

Dy, Witanto, 2012Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawisdaakeluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinaakarta: Pustakaraya, 72

5Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perumgdandangan Tentang Kompilasi
Hukum Islam,(Bandung; Fokusmedia, 2007), 7
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jelas sekali dalam proses menghalalkan sebuah gabutibutuhkan adanya akad
yang jelas sesuai dengan syariat agama islam aggalas bentuk perbuatan

manusia bisa bernilai ibadah.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan mkmiljuan yang
sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yanlgadia, kekal abadi
berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini seRraan rumusan yang
terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 19%%hIpl, bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorgmig dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keduatgu rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msdid £

Tanpa mengurangi landasatil perkawinan yang diatur dalam pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk memizeikeluarga bahagia
dan kekal’, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mmentegas dan
memperluasnya ke arah nilai-nilai yang mengandurty islami seperti yang
digariskan dalam firman Allah Qur'an Surat Ar Ruayat 21 yang artinya : Dan
diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia m@keip untukmu istri-istri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan meeagaram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayangurggsihnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kagm yang berfikir. Dalam
landasanidiil yang dirumuskan KHI pasal 3, sepenuhnya dipergunakabol

nilai-nilai ruh keislaman yaknisakinah, mawaddatianrahmah”.*”’

176 R. Subekti, S.H. dan r. Tjitrosudibikijtab Undang-undang Hukum Perdafdakarta: Pradnya
Paramita, 2004), 537-538

"y ahya Harahap<edudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agaidekarta: Sinar Grafika,
2007), 38
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Berkenaan dengan fenomena penundaan perkawinariawaaumnil di
Junrejo Batu terdapat pandangan yang berbalik dekgayataan jika kembali
kepada sebuah tujuan dilaksanakannya sebuah pedwaitu ingin mencapai
sebuah keluargasakinah, mawaddahdan rahmah Kegiatan menundakan
perkawinan seorang yang telah memenuhi persyaratarupakan sebuah
tindakan pencegahan yang tidak dibenarkan olehngadadang. Memang secara
keadaan, wanita yang akan menikah merupakan whaital akibat perbuatan
seks pranikah sehingga KUA Junrejo beralasan bamuizk mencegah semakin
meningkatnya fenomena hamil pranikah tersebut apteanlah sebuah aturan
kebijakan menundaan perkawinannya hingga wanita naelahirkan, hal itu

disampaikan oleh Kepala KUA Junrejo Bapak Arif Sydin.

Namun penundaan tersebut dipandang dari segi huksiam
meninggalkan sebuah nilai-nilai luhur yang ingircagiai oleh sebuah cita-cita
manusia yakni membangun sebuah keluarga bahagamping itu penundaan
perkawinan tersebut mencegah terjadinya sebuahigabuyang halal antara pria
dan wanita yang memiliki tujuan untuk mensahkanumglan keduanya. Dalam
Undang-undang Pekawinan nomor 1 tahun 1974 jugdn téisebutkan dengan
jelas bahwa sebuah perkawinan itu memiliki tujuartuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhéarag Maha Esa. Hal ini

sangat jelas menutupi pintu keinginan seseorangapantujuan hidupnya.

Dalam KHI Pasal 53 ayat (1), (2), (3), telah dighi@an bahwa seorang
wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengmia yang menghamilinya

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, atendjlangsungkannya
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perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlugarkawinan ulang setelah

anak yang dikandung lahir.

Sedangkan dalam Islam terdapat dua pandangan yambeda
berkenaaan dengan perkawinan hamil, pertama darnaul Malikiyah dan
Hanabilah menyatakan, perempuan yang hamil tiddkhbdikawini kecuali
setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak bolahgawini perempuan
dalam  masaiddah hamil. Ulama Hanafiyah Syafi'iyah dan Zahiriyah
mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamikkairemitu boleh dikawini

tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandundff/a.

Namun, menikahi ataupun tidak menikahi wanita yaedang hamil
karena zina, anak yang dikandungnya tersebut shat dkan tetap memiliki
status nasab terhadap ibunya bukan kepada ayaheskipun itu adalah ayah

biologisnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnyag ymembahas
tentang pendapat ulama’ dan tokoh agama mengemaingaan perkawinan
wanita hamil serta informasi berkenaan dengan paam perkawinan wanita
hamil di KUA Junrejo Batu, menurut Kepala KUA Juoreaturan kebijakan
penundaan perkawinan wanita hamil tersebut pertkatiaberasal dari KUA
Junrejo Batu, namun karena KUA tidak dapat bembndiri dalam menerapkan
aturan tersebut maka KUA membutuhlsaupportdukungan dari berbagai pihak,
sehingga KUA mengumpulkan tokoh masyarakat, ornaag \dijadikan sebagai

penyokongnya.

8Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indones{dakarta: Kencana, 2006), 132
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Kawin hamil di masyarakat sudah bukan menjadi hahgy tabu,
khususnya di Junrejo Batu. Hal itu disampaikan depala KUA Junrejo yang
mengamati peningkatan kawin hamil dari tahun keunahSehingga aturan
penundaan perkawinan wanita hamil diterapkan derigaran meminimalisir
peningkatan kawin hamil tersebut. Aturan penungsakawinan wanita hamil di
KUA Junrejo Batu berlangsung sejak tahun 2011.Kai&an lagi bahwa aturan
kebijakan penundaan perkawinan hamil tersebutisasin Kepala KUA Junrejo
kemudian disepakati oleh beberapa tokoh masyarsédt modin setempat.
Sedangkan tujuan adanya aturan kebijakan penurmE&awinan wanita hamil

tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagkpgberbuatan seks bebas.

Pada penerapannya, aturan kebijakan penundaanwoegkahamil di
KUA Junrejo Batu memberikan beberapa persyaratarsug berkaitan dengan
kebijakan yang diterapkan antara lain disyaratkanagtuk menyertakan surat
keterangan tidak hamil dari bidan setempat yangnflik sebagai petugas

pemeriksa khusus dari KUA Junrejo Batu.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Status Hukum Kewenangan Yang Melekat Pada KUA Untuk
Menentukan K ebijakan Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil

Aturan kebijakan penundaan perkawinan hamil iniakidmemiliki
payung hukum yang melindungi penerapannya, keljsikak berbentuk tertulis.
Tidak ada aturan yang serupa yang dijadikan dassnbprlakuan aturan
kebijakan, baik dari Undang-undang Perkawinan N@afun 1974 maupun KHI.
Kebijakan KUA Junrejo bukan termasuk pada kebijakablik karena bentuk
kebijakan yang dikeluarkannya bukan merupakan &kéij yang tertulis jelas
akan tetapi secara langsung diterapkan di masyasiaagai sebuakhock
therapy dalam mengatagroblem masyarakat utamanya masalah hamil pranikah.

Berdasarkan kewenangan pemerintah, KUA Junrejdk trdamperoleh
delegasi, atribusi ataupun mandat dari pemerintatuku menerapkan aturan
penundaan perkawinan hamil tersebut. Pemberlakemanpbahan persyaratan
dalam pendaftaran nikah pun juga tidak memilikekahgan yang jelas, sehingga
hal ini dapat saja di batalkan dengan dasar Undadgng Perkawinan No.1
Tahun 1974 dengan alasan menghalangi seseorany§ orglakukan sebuah
pernikahan, atau dengan KHI Pasal 53 ayat (1),d@), (3) yang menyebutkan
bahwa boleh melangsungkan perkawinan hamil tanpaunggu kelahiran bayi.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai tugas wewelaangiantor
Urusan Agama serta perangkatnya, maka bentuk kebijgang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Junrejo Batu tidak dapat dink@masebagai sebuah
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kebijakan publik. Disamping kebijakan yang diselantkKUA Junrejo tersebut

tidak dinyatakan secara tertulis, kebijakan terseaimak memenuhi beberapa

aspek yang cukup mendasar dalam menyatakan ateramgaan perkawinan

wanita hamil tersebut sebagai sebuah kebijakan.

2. Status Keperdataan Anak Apabila Dilakukan Penundaan Perkawinan
Bagi Wanita Hamil

Status anak yang dilahirkan akibat dari penundaskawinan wanita
hamil di luar pernikahan sah secara syara’ memitikbungan nasab kepada
ibunya serta keluarga ibunya, ia tidak memiliki bmgan nasab dengan ayahnya
sehingga implikasi dalam aspek yuridis ayah kandiemara biologisnya tersebut
berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wamberi nafkah, tidak ada
waris mewaris, bahkan ketika anak yang dilahirkaalah perempuan, ayah
kandung secara biologisnya tersebut tidak dapat jadenwali dalam
pernikahannya, sebab antara keduanya tidak adanbabusama sekali dalam
syariat islam.

Sedangkan berdasarkan hukum positif, berdasarkda adang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang disetakk sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkamwiyeng sah, yang bermakna
bahwa selama anak tersebut dilahirkan setelah kedumgtuanya menikah secara
sah, maka status anak tersebut adalah anak samg&ehanak dari hasil
penundaan perkawinan wanita hamil di KUA Junregjiaki dapat disebut sebagai
anak sah karena orang tuanya belum melaksanakaikgi®n yang sah pula. Hal

ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam & &9.
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Sedangkan keputusan MK mengenai Anak yang dilahirdla luar
perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengamyabdan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yapgt dibuktikan berdasarkan
iimu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bl&ithn menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan pemetgan keluarga
ayahnya. Oleh karena tidak ada satupun kalimatnmdgdartimbangan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan atau setidaftagat ditafsirkan hanya
berlaku bagi anak yang dilahirkan dari pernikahiam snaka kaidah hukum yang
menyangkut tentang perlindungan anak di luar kalaiam putusan tersebut juga
berlaku bagi semua jenis anak luar kawin termasaiktaranya anak yang lahir
akibat penundaan kawin hamil di Junrejo jika memaa¢am perkembangan
kasusnya nanti hakim menggunakan keputusan MK ebiagai acuan dalam

memutuskan perkara hak anak.

3. Pandangan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrgo
dalam mengeluarkan kebijakan penundaan perkawinan terhadap wanita
hamil

Ulama’ dan pakar hukum menyatakan tidak setuju #eberatan
terhadap adanya Kebijakan penundaan perkawinartavaamil di KUA Junrejo

Batu. Alasan keberatan mereka terbagi dalam bebespek diantaranya melihat

pada aspek sosial, aspek psikologis, serta aspekrhu

Pertama aspek sosial, memberatkan bagi kedua orang yalady te
terlanjur hamil pranikah. Ketika terjadi penundgaerkawinan, ibu yang akan
melahirkan akan menerima beban yang berat, ia hamathirkan tanpa

didampingi suami, tidak ada yang membiayai peraalindan sebagainya.
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Disamping itu, ia harus menanggung beban morahdapan masyarakat karena
hamil tanpa suami. Sebaiknya tidak perlu adanyamesan perkawinan wanita
hamil tersebut, karena lebih baik ada yang bertanggawab daripada tidak ada.
Kalau diadakan penundaan maka akan ada pihak ymogikén yaitu pihak
perempuannya. Aturan tersebut tidak membawa kehetsia bagi
masyarakatnya namun membawa beban tersendiri edsi yang bersangkutan.

Kedua aspek psikologis, aturan tersebut menjadi beleaatbserta efek
yang ditimbulkan akibat adanya penundaan perkawwemta hamil bukan saja
akan menimpa kedua pelaku dalam hal ini calon samiistri, akan tetapi juga
berdampak buruk bagi anak yang dikandungnya. Konaiek yang akan
dilahirkan nantinya dipengaruhi oleh kondisi psdgé ibu yang
mengandungnya, kondisi ibunya yang tertekan akibdanya penundaan
perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan meggehi kondisi bayi
yang dikandungnya.

Ketiga, aspek hukum, khususnya dalam hukum islam penuankiaain
hamil seakan melanggengkan kemaksiatan, karenaublegglua orang tersebut
dinikahkan maka hubungan keduanya menjadi halaleniga nikah memiliki
makna menghentikan kemaksiatan, menghalalkan hapuggng haram. Selain
itu, berkenaan dengan bentuk kebijakan penundadawwman hamil sebenarnya
bisa ditindak oleh hukum, karena kebijakan tersebertupakan tindakan pejabat
KUA non prosedural yang tidak memiliki payung hokwatau dasar pijakan

hukum dalam penerapan kebijakan penundaan perka\warail.
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Rekomendasi

Sebaiknya Kepala KUA dalam mengambil sebuah keputuglak cukup
hanya mempelajari kondisi sosio kultural masyaraketapi juga harus
mengkomunikasikan keputusan tersebut dengan Keiae#gama.

Sebelum memutuskan kebijakan harus ada koordimdaraa Kepala KUA
yang bersangkutan dengan Kepala KUA lain di sédiepamatan.
Seharusnya KUA bekerjasama dengan tenaga medisokiziu agama dalam
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang efgltineseks bebas,
sehingga bisa menekan tingkat angka hamil pranikdbisusnya di

Kecamatan Junrejo Batu.
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ﬂRSYARATAN PENGAJUAN NIKAH

Pengantar RT, RW, Kasun
Foto Copy ljazah Terakhir
Foto Copy Akta Kelahiran
Foto Copy KTP, KK Ayah & lbu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan lbu Kandung
Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi
Catin Janda/Duda
8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)
a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam
b. Bagi Wanita berjilbab
9. Foto Copy Kartu Imunisasi
10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk : 'bu SUNART! / Polindes

SOy B N

P. Modin : MULYADI R. Telp. 9364058
A. KHOLIK Telp. 9016421
ﬁRSYARATAN PENGAJUAN NIKm

. Pengantar RT, RW, Kasun
Foto Copy ljazah Terakhir
Foto Copy Akta Kelahiran
Foto Copy KTP, KK Ayah & Ibu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung
Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi
Catin Janda/Duda
8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)
a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam
b. Bagi Wanita berjilbab
9. Foto Copy Kartu.Imunisasi
10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk: Ibu YULIA / MARIA / Polindes

P.Modin: - SUPRAYITNO Telp. 5436972
- MOCH WASIS Telp. ZMSSZSJ

SOV U AN S

PERSYARATAN PENGAJUAN NIKA

Pengantar RT, RW, Kasun
Foto Copy ljazah Terakhir
Foto Copy Akta Kelahiran
Foto Copy KTP, KK Ayah & ibu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung
Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi
Catin Janda/Duda
8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)
a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam
b. Bagi Wanita berjilbab
9. Foto Copy Kartu Imunisasi
10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk : Ibu YUSTINA / Polindes

P. Modin SUGENG Telp. 9408146 J

M GVUE B Qe

ﬂRSYARATAN PENGAJUAN Nm

Pengantar RT, RW, Kasun

Foto Copy ljazah Terakhir

Foto Copy Akta Kelahiran

Foto Copy KTP, KK Ayah & Ibu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung

Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru

Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi

SOV U3 B iR

Catin Janda/Duda

8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)
a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam
b. Bagi Wanita berjilbab

9. Foto Copy Kartu Imunisasi

10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk : tbu NURUL / Polindes

P. Modin ROFIQ B Telp. 8685773/

/PERSYARATAN PENGAJUAN NIKAH

Pengantar RT, RW, Kasun
Foto Copy ljazah Terakhir
Foto Copy Akta Kelahiran
Foto Copy KTP, KK Ayah & lbu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung
Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi
Catin Janda/Duda
8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)
a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam
b. Bagi Wanita berjilbab
9. Foto Copy Kartu Imunisasi
10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk: Ibu LILIK PURWATI

NESLUT Teptae

\ P. Modin H SONHAII Telp. 9003950j

PERSYARATAN PENGAJUAN NIKAH

Pengantar RT, RW, Kasun
Foto Copy ljazah Terakhir
Foto Copy Akta Kelahiran
Foto Copy KTP, KK Ayah & Ibu Kandung (KTP Wali)
Foto Copy Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung
Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
Akta Cerai Asli/Surat Keterangan Kematian bagi
Catin Janda/Duda
8. Pas Photo Berwarna 2 x 3 (8 lembar)

a. Bagi Laki-laki berjas dan berkopyah hitam

b. Bagi Wanita berjilbab
9. Foto Copy Kartu Imunisasi
10. Surat Keterangan tidak Hamil dari Bidan yang
ditunjuk : Ibu PURWO ALI

v. Modin HADI PURNOMO Telp. 956488y

~iio [t
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PERNIKAHAN

TATA CARA PENDAFTARAN ( Catin Pa [ Pi):

1. Ke RT, RW setempat ( untuk mendapat Surat Pengantar Nikuh )
2. Ke KUA setempat ( untuk mendapatkan blanko N )
3. Ke Kantor Kelurahan untuk mengisi :

a.
b.
c.
d.

e.

f.

8.

Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1)

Surat Keterangan Asal Usu! (Model N2)

Surat Persetujuan Mempelai (Model N3)

Surat Keterangan Ttg Orang Tua (Model N4)

Surat ijin kawin dari orang tua (Model N5) bagi calon suami dan isteri yang
belum usia 21 tahun.

Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6), bagi Duda/Janda
ditinggal mati

Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7)

4. Ke Puskesmas/Dokter/Bidan

U/ ¢ Untuk mendapatkan Imunisasi Tetanus Texoid 1 (TT1) bagi Calon mempelai wanita
-} Ke Kantor Urusan Agama (KUAj

Untuk mendaftar Nikah dengan membawa :

a.
b.
C.

h.

Berkas-berkas tersebut pada poin 3 & 4

Surat Pengantar Pindah Nikah dari Kelurahan/Desa setempat ) .
Rekomendasi Nikah dari KUA setempat (Bagi catin dari luar Kec. KIOjen )
Photo Copy KTP dan . Kartu Kelfuarga (KK) masing-masing 1 lembar

Pas Photo Ukuran 2x3 sebanyak 10 lembar (dianjurkan baground warna biru)
Surat Ijin Komandan (bagi Anggota TNI & POLRI)

Akta Cerai Asli dari PA ( bagi Duda/Janda cerai )

Dispensasi Pengadilan Agama bagi :

¢ Calon mempelai Pria yg belum berumu ahun

¢ Calon mempelai Wanita yg belum berumiir, hun

Ijin Pengadilan Agama bagi yg akan berpoligami (beristri lebih dari satu)
Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran 1 lembar (diupayakan)

Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang diketahui Kelurahan setempat
(bagi catin yang usianya diatas rata-rata pada umumnya). ~\, \bh dan 20 40 -
Bagi muallaf harus melampirkan surat pernyataan masuk Islam atau piagam
(Syahadah) masuk Islam.

Surat Keterangan Wali Nikah dari lurah setempat.

Bagi WNA. Yang mau nikah dengan WNI :

* Ijin / Rekomendasi dari Kedutaan

¢ Pernyataan masuk Islam & Piagam masuk Islam (Bagi non Muslim)
¢ FC. Passport & Visa yang masih berlaku

* FC. Surat Tanda Melapor (STM) dari POLRES/POLSEK.

b) Kalo bede  deten
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- BEeleY\= PENULIS

Maziyyatul Hikmah, lahir di
kota Malang Jawa
Timur,tepatnya hari  Rabu
tanggal 23 Nopember
1988.Awal jenjang pendidikan

. dimulai dariMadrasah
| Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy'ari
\\ Malang Tahun lulus

2000kemudian melanjutkan ke

- Sekolah Menengah Pertama
Negeri (SMPN) 14 Malang,lulus tahun2003,diteruskdin Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) 3 Malang,lulus tahun 2007, pada tal2011 ia meraih gelar
Sarjana (S-1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahw&lSyakhsiyah (Hukum
Perdata Islam) di Universitas Islam NegeriMaulanaikibrahim Malang (UIN
Maliki)dan saat ini, ia menyelesaikan Program Psagana(S-2) di Fakultas
Syari'ah dengan kosentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyy@tukum Keluarga Islam)
di UIN Malik Maulana Ibrahim Malang Tahun 2013.

Wanita yang berambisi mengabdikan diri pada dueramikan ini, aktif
mengikuti berbagai bidang organisasi, seperti Rekg®m Mahasiswa Islam
Indonesia (PMIl), lkatan Pelajar Putri Nahdhatubitde’ (IPPNU). Saat ini ia
sedang aktif menjadi Pendamping Forum Anak Kecamd&ambing Kota
Malang. Di dunia politik ia pernah ditunjuk sebagemaga pendukung (staf non
PNS) di Panitia Pengawasan Pemilu Umum KecamatenbBig dalam rangka
Pilkada Kota Malang, Pilgub Jawa Timur, serta P26§3-2014.

Akademisi yang akrab dipanggil Mazyini adalah apaktama dari dua
bersaudara, ia lahir dari Ibu yang bernama Hj. Hdyéa dan bapak bernama H.
Afandi.
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